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BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang : a.

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

f—

BUPATI WAKATOBI,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
mengamanatkan untuk menyusun kebijakan dan
pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 agar
pelaksanaannya dilakukan secara berdaya guna dan
berhasil guna sesuai dengan ketentuan pengelolaan
keuangan daerah;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan  Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
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14.

13:

16.

17.

18;

19,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57 3

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.03/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;
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21.

22,

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 972);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana  Daerah  Kabupaten
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2, Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wakatobi.
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11}

12}

13\
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15.

16.

17.

18.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wakatobi.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat

dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan
daerah yang melakukan Kkeseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan
Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah
peraturan daerah Kabupaten Wakatobi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
Pengguna Anggaran.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah selaku Pengguna Anggaran, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari
DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah
Bupati.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku
pejabat pengelola keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah,
yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.
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20.

2.

22.

28.

24.

23.

26.

2%.

28.

29.

30.

31

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara
umum daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.

Pepgguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional
yang  ditunjuk  menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
unit kerja SKPD.

Pengurus Barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
mengelola dan menatausahakan serta mempertanggungjawabkan
barang milik daerah pada unit kerja SKPD.
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33

34

35,

36.

37

38.

3%

40.

41.

42.

43.

Pengurus Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan obat dan bahan
medis habis pakai pada unit kerja SKPD.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran
dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu
atau beberapa program.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, vyang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya
disebut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati dengan DPRD.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional.

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
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48.

49

50.

21,
52,
53.

54.

55.

56.

S7.

58.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.
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66.

67.

68.

69.

70.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang

bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban
untuk membayar kembali.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya
yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah
daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan
kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12
(dua belas) bulan.

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh
bank dan memiliki imbal jasa berupa bunga deposito yang
biasanya lebih tinggi dari tabungan biasa.

Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat
berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin
pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia
sesuai masa berlakunya.

Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya disingkat SBI adalah
surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai
pengakuan utang berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai
dengan 3 (tiga) bulan dengan sistem diskonto/bunga.

Pengelolaan Kas Transitoris adalah pengelolaan atas kas non
anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada
rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen
pelaksanaan anggaran badan keuangan selaku bendahara umum
daerah.
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78.

T4

< 10

Rancangan Ringkasan DPA-SKPD adalah formulir yang
digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD yang datanya
bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun,
kelompok, dan jenis pendapatan yang diisi dalam DPA-
Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut akun,
kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD
dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
yang diisi dalam DPA Pembiayaan.

Rancangan DPA-Pendapatan SKPD adalah formulir yang
digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD dalam tahun
anggaran direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis,
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan.

Rancangan DPA-Belanja SKPD adalah formulir yang digunakan
untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang
direncanakan, yang memuat jumlah belanja menurut kelompok
dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan
SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD.

Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD adalah formulir yang
digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD dalam
tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah belanja
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian
objek dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD.

Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD adalah formulir yang
digunakan untuk menyusun DPA penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran yang
direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan menurut kelompok, jenis, objek, rincian
objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, yang selanjutnya
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun
sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun
berikutnya.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran.
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Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Penetapan Besaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut
UP merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan

dalam Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan besaran UP
yang dilakukan oleh BUD.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja
yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan
oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang

persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran
langsung dan uang persediaan.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk Pengadaan
Barang dan Jasa, yang selanjutnya disebut SPP-LS untuk
pengadaan barang dan jasa adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga
atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja
lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pembayaran gaji
dan tunjangan, yang selanjutnya disebut SPP-LS untuk
pembayaran gaji dan tunjangan adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran
pembantu untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran
tertentu.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD, yang selanjutnya
disebut SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran
atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan
sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
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Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang
selanjutnya disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang

dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang
telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang
selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah
Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Uang Operasional kegiatan Bupati dan Wakil Bupati adalah
belanja penunjang yang diberikan diluar perhitungan biaya
transportasi dan lumpsum dalam melaksanakan perjalanan dinas
serta belanja kedinasan lainnya.

Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan
konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan
spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan proses
serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna barang/jasa.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa
oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD/APBN yang
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah
terima hasil pekerjaan.
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Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang
milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku
pejabat pengelola keuangan daerah.

Kuasa -Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut
sel.)agal Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau
pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan

barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan
sebaik-baiknya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada
Pengguna Barang.

Pengurus Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut
Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional
umum yang diserahi tugas mengurus barang.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan
barang milik daerah pada pejabat penatausahaan barang.

Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum
yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan barang milik daerah pada pengguna barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang
yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis
penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang
yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis
penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada kuasa
pengguna barang.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas Intern pada
Institusi lain, yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya
disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD yang
menyatakan  kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa
bertanggung jawab atas Kkerugian negara yang terjadi dan
bersedia mengganti kerugian negara.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya
disingkat SPTJB adalah surat pernyataan yang dibuat oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD yang
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menyatakan dan Dbertanggung jawab penuh atas segala
pengeluaran SP2D pada unit kerja SKPD yang dipimpinnya.

Resume Dokumen Kontrak adalah rincian isi dokumen kontrak
pengadaaan barang/jasa termasuk biaya penunjang lainnya yang
dapat distribusi sebagai nilai aset.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut

Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak.

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola, yang selanjutnya
disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang
dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah,
Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah lain, organisasi
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Organisasi kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Ormas
adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat
secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan berpartisipasi
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan
anggaran belanja dari APBN/APBD.

Kegiatan Lembur adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di luar jam
kerja secara berturut-turut minimal 1 jam sehari.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Pihak Ketiga dalam Proses Penatausahaan Pendapatan Daerah
adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak yang
melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan
dalam atau luar wilayah Kabupaten Wakatobi ke tempat yang
dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat
kedudukan semula.

Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah
surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang diinstansi atau lembaga tertentu, dimana isinya
menugaskan pegawai/staf dan/atau pihak lain untuk
melaksanakan suatu pekerjaan.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh kepala SKPD dalam rangka
pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
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124. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor satuan kerja perangkat
daerah/unit satuan kerja perangkat daerah.

125. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan
dinas.

126. Luar Daerah adalah luar daerah Kabupaten Wakatobi.
127. Dalam Daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Wakatobi.

128. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, DPRD,
pegawai ASN, Pegawai pemerintah daerah dengan status Non ASN
dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas.

129. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih
dahulu (pre-calculatedamount) dan dibayarkan sekaligus.

130. Pengumandahan (detasering) adalah penugasan sementara
waktu.

131. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

132. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, yang
selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui
TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara yang

merugikan keuangan dan barang Daerah, termasuk Pegawai
BUMD/BLUD.

133. Tuntutan Perbendaharaan, yang selanjutnya disingkat TP adalah
suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam
pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan yang
merugikan daerah, maka yang bersangkutan diharuskan
mengganti kerugian.

134. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR adalah
suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara
dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan
oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan
kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung
atau tidak langsung, daerah menderita kerugian.

135. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2
Keuangan daerah meliputi:

a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah
serta melakukan pinjaman;

b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. penerimaan daerah;

pengeluaran daerah;
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kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan/atau

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan /atau
kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk

masyarakat, serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diwujudkan dalam APBD.

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi

Pemerintah Daerah untuk melalukan penerimaan dan pengeluaran
daerah.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk
dibahas bersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan
APBD, dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh
Daerah dan/atau masyarakat;
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menetapkan kebijakan pengelolaan APBD:;
g. menetapkan KPA;

h. menetapan bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran;

i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah;

J.  menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
utang dan piutang daerah;

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran;

1. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat
kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara
penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu,
bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD,
bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara

khusus lainnya yang diamanatkan Peraturan Perundang-
undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya
yang berupa  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta
pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah
dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang
didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang
memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.

Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah;

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
Kepala SKPD selaku pengguna anggaran.

Pasal 5

Bupati dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan
sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau
pemegang saham pada perseroan daerah.
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Ketentuan mengenai kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peratuan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a
berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati
menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan
daerah.

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan Perda tentang
APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan

rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan Kketentuan Peraturan
Perundang-undangan; dan

f. memimpin TAPD.

Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah;

b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah
daerah; dan

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab
kepada Bupati.

Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan
terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu
Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk
Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

(1)) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (6) huruf b adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur
penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, mempunyai tugas:

a.

b.

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
diatur dengan Peraturan Daerah;

melaksanakan fungsi BUD; dan

melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yvang
dilimpahkan oleh Bupati.

(2) | PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a.
b.
C:
d.

k.

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pungutan pajak daerah;

menetapkan anggaran kas dan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman
atas nama pemerintah daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah;

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan
dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah; dan

menetapkan pembantu kuasa bendahara umum daerah.

(3)  Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

a.

b
o
d

™

mengelola investasi;

menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
membuka rekening kas umum daerah;

membuka rekening penerimaan;

membuka rekening pengeluaran; dan
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g. menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak
daerah.

Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,

sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari
investasi tersebut.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

Pasal 8

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD
kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan SPD;
c. menerbitkan SP2D;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah
ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas
beban APBD;

i, melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama
pemerintah daerah;

j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
k. melakukan penagihan piutang daerah.
Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan
menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk
ditetapkan oleh BUD;
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b. rr%elakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola
plutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak
tertagih atas investasi; dan

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan
dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab kepada PPKD selaku BUD.

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa
BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah
uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban

kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan
oleh Bupati. '

Bagian Keempat
Pengguna Anggaran

Pasal 9

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf ¢ mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-SKPD;
b. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

1. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Selain tugas Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas
lainnya, meliputi:
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menyusun anggaran kas SKPD;

melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah (NPHD);
menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;

o po op

menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan
dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak
dilakukan melalui rekening kas umum daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan
pengeluaran daerah tersebut; dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan
dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah daerah
(NPHD);

c. menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan pembantu bendahara penerimaan, pembantu
bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran
pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan
wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA
melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab

SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari

pelaksanaan DPA-SKPD.

Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain

sebagai akibat:

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia
barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui

tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

d. akibat putusan sidang TPTGR yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

e. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan
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selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
a. perjanjian atau perikatan;
b. berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam k}al mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,
PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat
melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan
pengelolaan keuangan.

Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 10

PA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA).

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub
kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan
oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/sub
kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.

Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap
SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis
Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas
usul Kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) meliputi:
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a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggungjawabnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya
memungut pajak daerah kepada KPA.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,
KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA
mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-unit organisasi bersifat khusus;
b. menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan,;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran,;

f  melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit
organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
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k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya;

. menetapkan PPTK dan PPK-unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat

khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan Kketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PA bertugas untuk
mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah
diserahkan kepada kepala unit SKPD selaku KPA.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 11

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada
SKPD/unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran,
kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.

PPTK yang ditunjuk oleh pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada PA/KPA.

PPTK mempunyai tugas mencakup:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan,;
dan

c. menyiapkan dokumen = pengadaan = barang/jasa  pada
kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan; dan
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c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan /sub kegiatan
kepada PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan;

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Perundang-
undangan; dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat
yang dilaksanakan oleh PPTK.

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan
SKPD /unit SKPD.

Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas
dan fungsi.

PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) merupakan pejabat satu tingkat di bawah
kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial
dan berintegritas.

Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (11), PA/KPA dapat
menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya
ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 12

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD,
Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.

Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan
wewenang BLUD.

PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang
bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah, bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu,
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu/bendahara khusus, dan/atau PPTK.
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PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;

melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
e. menyusun laporan keuangan SKPD.

Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti
kelengkapan dan keabsahan.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang
lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara
lainnya,;

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas

pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan; dan

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu
PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan
keuangan SKPD.

Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 13

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA
karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1), KPA menetapkan PPK unit SKPD untuk melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada unit SKPD.

Penetapan PPK unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a. besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;

b. rentang kendali dan/atau lokasi; dan

c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan
layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
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PPK unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan

SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu;
dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara
penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan

SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan

laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu
dan bendahara pengeluaran pembantu.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
PPK unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan pembantu/bendahara lainnya; dan

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM.

Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan

Pasal 14

Bupati menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.

Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan,
menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang
diterimanya.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya

paling sedikit yaitu:

a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan;
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d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Pasal 15

Dalam- hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,
Bupati dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada
unit SKPD yang bersangkutan.

Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.

Bendahara penerimaan pembantu memiliki tugas dan wewenang
sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.

Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit meliputi:

a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD,
kecuali untuk transaksi secara elektronik;

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan,;

e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Pasal 16

Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

Bendahara penerimaan bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan
kepada PA.

Bendahara penerimaan pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

Bendahara penerimaan bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional
atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD.
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Bendahara penerimaan pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada bendahara penerimaan.

Pasal 17

Kepala SKPD atas usul bendahara penerimaan dapat menetapkan
pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan

wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan
Kepala SKPD.

Pegawai yang membantu bendahara penerimaan dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bendahara
penerimaan.

Pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan disebut
pembantu bendahara penerimaan.

Bagian Kesepuluh
Bendahara Pengeluaran

Pasal 18

Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD
dan SKPKD.

Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas dan wewenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP,
SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolanya,

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional
kepada BUD secara periodik; dan

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
bendahara pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang
lainnya meliputi:
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melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan
oleh Bupati,

memeriksa kas secara periodik;

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau

dokumen fisik dari bank;

. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian

belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal; dan

pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD
yang melaksanakan fungsi BUD.

Pasal 19

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati
atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran pembantu.

Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :

a.

b.

mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU
dan SPP LS;

menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara
pengeluaran;

menerima dan menyimpan TU dari BUD;

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang

dikelolanya;

menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

meniliti kelengkapan dokumen pembayaran;

memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; dan

membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional
kepada bendahara pengeluaran secara periodik.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang
lainnya meliputi:

a.

b.

C:

melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan
oleh Bupati;

memeriksa kas secara periodik;

menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

Hkmsetdawktb 0231007




= 30 -

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada
tahun berjalan; dan

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal pada tahun berjalan.

Pasal 20

Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Bupati
menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

Bendahara unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang setara dengan
bendahara pengeluaran.

Pasal 21

Bendahara  pengeluaran pembantu  secara  administratif
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat  laporan pertanggungjawaban secara
administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan
kepada PA.

Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas pengeluaran pada wunit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional
atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD.

Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan
kepada bendahara pengeluaran.

Pasal 22

Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu
bendahara  pengeluaran untuk meningkatkan  efektivitas
pengelolaan belanja daerah.

Pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan
Kepala SKPD.
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Pegawai yang membantu bendahara pengeluaran bertanggung
jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

Pasal 23
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang:

a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan,
dan penjualan jasa;

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau
penjualan jasa;
c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan

lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak
langsung; dan

d. larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan
huruf c¢ berlaku juga terhadap bendahara penerimaan

pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara
khusus.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang
berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

Bagian Kesebelas
TAPD
Pasal 24

Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang
dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat
Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan
kebutuhan.

TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan
perubahan KUA;

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan
perubahan PPAS;

d. melakukan verifikasi RKA SKPD;

membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan
rancangan pertanggungjawaban APBD;

f membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban APBD;

g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan
perubahan DPA SKPD;

h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman
penyusunan RKA; dan
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i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

BAB 1V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD

Bagian Kesatu
Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 25

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dianggarkan
dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah
yang dikelola oleh BUD.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan
tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, pencatatan
penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan setelah adanya
pengesahan BUD atas laporan dari PA.

Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan
APBD, dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat
dilakukan secara elektronik diantaranya memuat informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen.

Pasal 26

PA/KPA, bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran, dan
orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan
daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan
atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud.

Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang
dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang
bersangkutan.

Pasal 27

Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari
yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 28

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas
tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat
pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan
Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
jika dalam keadaan darurat melalui pergeseran anggaran yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD
dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban
anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan
dalam APBD.

Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip ekonomis,
efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 29
Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan  surat
pertanggungjawaban,;

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

bendahara khusus;

© oo o

bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran
pembantu; dan

h. pejabat lainnya dalam pelaksanaan APBD.

Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun
anggaran berkenan.

Pasal 30

PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
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Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan
pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan
pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, PA

dapat mengangkat staf penanggung jawab pengelola keuangan
diantaranya:

a. pembantu bendahara pengeluaran;
pembantu bendahara penerimaan;
staf pengelola keuangan,;

staf pengelola proyek;

pembantu pengurus barang; dan

™o opo o

pembantu pengurus obat dan bahan medis habis pakai.

Pengangkatan pembantu bendahara pengeluaran, pembantu
bendahara penerimaan, dan/atau staf pengelola keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢
dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing SKPD dan
kemampuan keuangan daerah.

Pengangkatan staf pengelola proyek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dilakukan sesuai kebutuhan dengan
mempertimbangkan nilai total pagu anggaran proyek yang dikelola
oleh masing-masing SKPD dengan ketentuan jumlah sebagai
berikut:

a. nilai pagu anggaran s.d. Rp 5 miliar maksimal sebanyak 3 (tiga)
orang;

b. nilai pagu anggaran diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 25 miliar
maksimal sebanyak 4 (empat) orang;

c. nilai pagu anggaran diatas 25 miliar s.d. 50 miliar maksimal
sebanyak 5 (lima) orang; dan

d. nilai pagu anggaran diatas Rp 50 miliar s.d. 75 miliar maksimal
sebanyak (lima) 6 orang.

Pengangkatan pembantu pengurus barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e maksimal 2 (dua) orang berdasarkan
pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi,
kompetensi atau rentang kendali dan pertimbangan objektif
lainnya.

Pengangkatan pembantu pengurus obat dan bahan medis habis
pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disesuaikan
dengan kebutuhan SKPD, dengan mempertimbangkan volume
beban kerja pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai dengan
ketentuan sebagai berikut:
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a. pengangkatgn pembantu pengurus obat dan bahan medis
habls. pakai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi
maksimal sebanyak 4 (empat) orang;

b. pengangkate_m pembantu pengurus obat dan bahan medis
habis pgkal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Wakatobi maksimal sebanyak 4 (empat) orang;

C. pengangkat‘an pembantu pengurus obat dan bahan medis
habis pakai pada puskesmas sebanyak 2 (dua) orang.

Besarap Honorgrium staf penanggungjawab pengelola keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersediri dengan

Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah
Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pasal 32

PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap
uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam
penguasaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD
membuka rekening kas umum daerah pada bank umum yang
sehat.

Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupati.

Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang
bersangkutan.

Pasal 33

Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat
dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek.

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa
dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui deposito, surat utang
negara, dan sertifikat Bank Indonesia.

Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui langkah-
langkah sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek
sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah,
tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;

b. sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi
jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang
digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan
digunakan dalam waktu dekat (idle cash);

c. BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi
jangka pendek kepada Bupati;
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d. rencana penempatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf
¢ mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan
investasi beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi;

e. berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD
atas rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan
jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan
keputusan Bupati;

f. berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf e, BUD menerbitkan surat perintah pemindahbukuan

(SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari kas
umum daerah ke dalam investasi yang dipilih; dan

g. investasi jangka pendek harus disetor ke rekening kas umum
daerah paling lambat per 31 desember.

Pasal 34

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua
penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD.

Proses penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dokumen yang digunakan dalam proses penatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. buku kas umum (BKU);
b. register SP2D; dan
c. register surat penolakan penerbitan SP2D.

Pasal 35

Berdasarkan nota kredit atau bukti penerimaan lain yang sah,
BUD mencatat pada buku kas umum pada sisi penerimaan pada
kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.

BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas
Umum.

Pasal 36

Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran
uang dari RKUD.

Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen SPM yang diterbitkan
oleh PA/KPA.

Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada BKU pada sisi
kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom nomor bukti.
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Pasal 37

Proses pelaporan oleh BUD memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

BUD membuat laporan atas kas umum daerah yang berada dalam
pengelolaannya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
BUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Laporan BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam
bentuk:

a. laporan posisi kas harian (LPKH);
b. rekonsiliasi bank atas posisi kas harian.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat setiap hari
dan diserahkan setiap hari kerja pertama setiap minggunya
kepada Bupati atau dapat diserahkan sesuai kebutuhan.

Disamping laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUD
membuat buku kas umum BUD dan register SP2D yang telah
diterbitkan.

Register SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara
otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan
daerah yang terintegrasi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris

Pasal 38
Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

a. pajak pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran,
bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara
khusus lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga
seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4
ayat 2, dan/atau PPN;

b. potongan gaji pegawai seperti iuran wajib pegawai penerima
upah antara lain Bupati, DPRD, ASN, kepala desa/perangkat
desa dan pegawai lainnya, simpanan peserta taspen, PPh Pasal
21, taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan
kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian; dan

c. jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari
transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga
dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak
terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.

Penerimaan kas transitoris diperlukan sebagai hutang pada akun
perhitungan fihak ketiga (PFK).
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Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang
pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK).

Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak
mempengaruhi SiLPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan
realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca
sebagai utang PFK dan di laporan arus kas (LAK) di bagian

aktivitas  transitoris sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan.

Pasal 39

Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah kas daerah,
tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam
jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

Pasal 40

Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/
bendahara khusus lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan
sebagai wajib pungut pajak sesuai Peraturan Perundang-
undangan, wajib memungut pajak atas pembayaran belanja
melalui UP/GU/TU/LS.

Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/
bendahara khusus lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai
Peraturan Perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh
penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara.

Atas pungutan dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu/bendahara khusus lainnya sebagai wajib
pungut pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan melakukan
pencatatan pada buku pembantu pajak.

Pasal 41

Penyetoran kas transitoris pada Kuasa BUD atas potongan pajak
dan potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme
LS dilakukan langsung oleh bank.

Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga
atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan
pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan
yang telah ditentukan.

Pelaksanaan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan apabila pihak bank persepsi belum dapat melakukan
mekanisme penyetoran dimaksud.
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Bagian Keempat
Penyiapan Anggaran Kas Pemerintah Daerah

Pasal 42

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran kas SKPD berdasarkan
DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

R_encana anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kuasa BUD.

Kuasa BUD melakukan verifikasi atas rencana anggaran kas SKPD

paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya rencana anggaran kas
dari SKPD.

Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi rencana angggaran kas
SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

a. sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam DPA-SKPD;

b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana
penarikan dana dalam DPA-SKPD.

Bagian Kelima
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 43

Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD,
PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD
untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari
setelah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh
setiap Kepala SKPD dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD
meliputi:

a. pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;

b. rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan;

c. sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub
kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;

d. rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
rencana penarikan dana setiap SKPD;

f. batas akhir penyerahan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD
paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat
pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD; dan

g. batas akhir penetapan rancangan DPA-SKPD.
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Pasal 44

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat
pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD
yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari
setelah surat pemberitahuan diterima.

Rancangan DPA-SKPD mencakup:

a. rancangan ringkasan DPA-SKPD;
rancangan DPA-pendapatan SKPD;
rancangan DPA-belanja SKPD;

rancangan DPA-rincian belanja SKPD; dan
rancangan DPA-pembiayaan SKPD.

o & n g

Pasal 45

TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama
dengan Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari sejak
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, atau

paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-
SKPD.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan
Sekretaris Daerah.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan
DPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan
Sekretaris Daerah.

DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku
Pengguna Anggaran.

Pasal 46

Kuasa BUD berdasarkan rencana anggaran kas SKPD yang telah
diverifikasi menyusun rancangan anggaran Kkas pemerintah
daerah.

Rancangan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran Kkas
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas
pemerintah daerah diterima.

Bagian Keenam
Surat Penyediaan Dana

Pasal 47

Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran
kas pemerintah daerah.
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Rancangan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan.

Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada
Kepala SKPD.

Pasal 48

SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan
SKPD atau unit SKPD setiap periodik.

PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila
terdapat kondisi sebagai berikut:

a. ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan
penerimaan dalam anggaran kas; atau

b. perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak.

Perubahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
dasar permintaan pembayaran berikutnya.

Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

Bagian Ketujuh
Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Daerah

Pasal 49

Semua penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD dan
penyetorannya melalui RKUD.

Dalam hal penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD
melakukan pengesahan dan pencatatan penerimaan daerah
tersebut.

Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke
RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa
keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan
dapat melebihi 1 (satu) hari.

Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah atas setoran.

Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
meliputi dokumen elektronik.

Pasal 50

Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai
dan/atau non tunai.

Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:
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a. penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan

dengan penerbitan surat tanda setoran (STS) atau bukti lain
yang sah;

b. penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai

dibuktikan dengan bukti notifikasi /nota  kredit/media
elektronik lainnya. -

P(lanyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota
kredit/media elektronik/dokumen lain yang dipersamakan.

Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat
berharga yang dalam penguasaannya:

a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis
daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif
lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari;

b. atas nama pribadi.

Pasal 51

Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran,
pendapatan daerah dapat dibedakan:

a. pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
melalui pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen
penetapan pendapatan daerah; dan/atau

b. pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada
penetapan).

Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran
pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan daerah
dilaksanakan sebagai berikut:

a. penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan
oleh Bupati, didasarkan pada dokumen surat ketetapan sesuai
dengan jenis pendapatan yang diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan; dan

b. penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib
pajak (tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti
penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan.

Penatausahaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) didasarkan pada dokumen/bukti meliputi:

surat ketetapan pajak daerah (SKP-D);

surat ketetapan retribusi daerah (SKR-D);

surat setoran pajak daerah (SSPD);

surat pemberitahuan pajak daerah (SPPD);

surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB);

surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan
(SKPDKBT);

mooae TP
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surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB);
surat tanda bukti pembayaran (STBP);
1. surat tanda setoran (STS);

5 0

j. nota kredit dari bank;

k. surat perjanjian;

1. dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

m. hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan /atau

n.

bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Pasal 52

Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Bupati atau
pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan
pendapatan daerah.

Penetapan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-D);

surat ketetapan retribusi daerah (SKR-D);

surat pemberitahuan pajak daerah (SPPD);

surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB); dan

dokumen penetapan lainnya yang sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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Surat ketetapan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada wajib pajak/retribusi sebagai dasar
pembayaran dan kepada bendahara penerimaan/bendahara
penerimaan pembantu sebagai dasar penagihan.

Pasal 53

Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas
pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.

Bendahara  penerimaan/bendahara  penerimaan  pembantu
melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan
berdasarkan dokumen penetapan.

Pasal 54

Penagihan atas pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara
manual, surat elektronik, nofitikasi sistem secara digital dan/atau
media elektronik lainnya.

Langkah-langkah penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:
a. petugas pemungut berdasarkan dokumen = penetapan

pendapatan dan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak
ketiga;
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b. penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan
jadwal vyang tercantum dalam dokumen penetapan
pendapatan.

Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:

a. petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan
pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;

b. dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada
pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang
ditandatangani oleh pihak ketiga;

c. petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen
kepada bendahara  penerimaan/bendahara  penerimaan
pembantu dan PPK-SKPD.

Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara:

a. petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan
pendapatan kepada pihak ketiga;

b. petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan
bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu atas
pengiriman surat elektronik pendapatan.

Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis

sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media

lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki
kewajiban untuk membayar pendapatan daerah.

Bagian Kedelapan
Pembukuan Bendahara Penerimaan

Pasal 55

Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu harus
melakukan pengendalian atas penerimaan dan penyetoran
pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya.

Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan buku-buku
sebagai berikut:

a. laporan penerimaan dan penyetoran;

b. register STS; dan

c. buku kas umum.

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas
penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam melakukan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), bendahara penerimaan menggunakan dokumen-dokumen
tertentu sebagai berikut:

a. tanda bukti penerimaan;
b. surat tanda setoran;

c. nota kredit bank; dan
d

bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen
diatas.

Hkmsetdawktb 0231007




(2)

(3)

(1)

=47 =

Bagian Kesembilan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Pasal 56
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, bendahara
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu harus

menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Bendahara penerimaan SKPD bertanggung jawab secara
administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD.

Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban
bendahara penerimaan memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

Pasal 57

Bendahara penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban administratif kepada PA melalui PPK-SKPD
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Bendahara penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban fungsional yang merupakan hasil konsolidasi
dengan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan
pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat
persetujuan PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 58

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

(1)

Pasal 59

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan
merupakan penggabungan dengan LPJ bendahara penerimaan
pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan,
penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara.

LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
a. surat ketetapan pajak/retribusi daerah;

b. BKU;

laporan penerimaan dan penyetoran,

register STS;

bukti penerimaan dan penyetoran yang langkap dan sah; dan

- o a0

pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu.
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Pasal 60

Verifikasi LPJ bendahara penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD

sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran
pendapatan daerah.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. meneliti  transaksi penerimaan beserta tanda  bukti

penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait;

b. meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti

penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait; dan

c. melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

PPK SKPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara
penerimaan kepada PA.

Bagian Kesepuluh
Rekonsiliasi Penerimaan

Pasal 61

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku
BUD melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi melakukan
verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban
penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi, meliputi:

a. kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban
penerimaan;

b. evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan; dan
c. analisis capaian realisasi penerimaan.

Rekonsiliasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara periodik yang dituangkan dalam berita acara
hasil rekonsiliasi.

Bagian Kesebelas
Penatausahaan Pembayaran Atas Kelebihan Pendapatan

Pasal 62

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan/atau
retribusi daerah, pemerintah daerah menetapkan Surat Ketetapan
Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan
penerimaan pendapatan daerah.
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SKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB);
b. surat ketetapan retribusi lebih bayar (SKRLB).

Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
a. kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau

b. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan
yang sudah disampaikan.

Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
b. rekomendasi APIP;

c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK-RI);

d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah
tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau

e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Bendahara penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi
kelebihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).

Setelah proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
bendahara penerimaan menyiapkan SKLB.

SKLB disahkan dan diterbitkan oleh pejabat yang diberi
kewenangan menerbitkan dokumen penetapan pendapatan
daerah.

Pasal 63

Pengembalian kelebihan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (1) terdiri dari:

a. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan;

b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya
tidak berulang dan terjadi pada tahun yang sama dilakukan
dengan membebankan pada rekening penerimaan yang
bersangkutan; dan

c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya
tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan
dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b, bendahara penerimaan SKPD/SKPKD
melakukan koreksi pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
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Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, bendahara pengeluaran SKPD/SKPKD akan memproses
pengajuan LS pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah
dan membebankannya pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keduabelas
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 64

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang
dimaksud.

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
termasuk untuk belanja wajib dan mengikat, keperluan keadaan
darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 65

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan UP yang
dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Dalam proses belanja menggunakan UP, bendahara pengeluaran
dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada
penyedia barang/jasa atau penerima lainnya dan/atau melalui
pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.

Pemberian uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari
rekening bendahara pengeluaran ke rekening PPTK dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan PA yang dituangkan dalam Nota
Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.

Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran
belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud
kepada bendahara pengeluaran melalui transfer ke rekening
bendahara pengeluaran.

Dalam hal uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran
belanja, bendahara pengeluaran membayar kekurangannya kepada
PPTK melalui transfer ke rekening PPTK.
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Bagian Ketigabelas
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun
Anggaran

Pasal 66

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/
kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang
melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:

a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah
terselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;

b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa;

c. keadaan di luar kendali pemerintah daerah dan/atau penyedia
barang/jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai
Peraturan Perundang-undangan; dan

d. Kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan antara lain hasil putusan
pengadilan yang bersifat tetap.

Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalui mekanisme perubahan APBD.

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan
yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas
Sub Kegiatan Yang Bersifat Tahun Jamak

Pasal 67

Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak
(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan
Daerah.

Sub kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki kriteria:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang
secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan

satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12
(dua belas) bulan,;

b. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun
anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan,
pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah
sakit, layanan pembangunan sampah dan pengadaan jasa
cleaning service;
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c. jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa
jabatan Bupati; dan

d. dalam .hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Bupati
berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun

jamak dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun
anggaran.

Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan
bersama antara Bupati dan DPRD.

Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan
PPAS.

Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sekurang-kurangnnya memuat:

a. nama sub kegiatan;
b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
¢. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun.

Bagian Kelimabelas
Belanja Wajib dan Mengikat

Pasal 68

Belanja yang bersifat mengikat. merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan
setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan seperti:

pembayaran gaji ASN;

a
b. pembayaran jasa listrik;
c. pembayaran jasa air;

d

pembayaran jasa internet; dan
e. pembayaran iuran jaminan kesehatan.

Belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya
kelangsungan  pemenuhan  pendanaan  pelayanan  dasar
masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan/atau
melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga.

Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum DPA-
SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa
menunggu DPA disahkan.
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Bagian Keenambelas
Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 69
Pembiayaan daerah terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a bersumber dari:

a. SiLPA;
pencairan dana cadangan;

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
penerimaan pinjaman daerah;

penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau

- 0o o 0 o

penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat digunakan untuk pembiayaan:

a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
penyertaan modal daerah;
pembentukan dana cadangan;

pemberian pinjaman daerah; dan/atau

o a0 o

pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan Kketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan dan pentausahaan penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui RKUD.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak
dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah
tersebut.

Pasal 70

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a.

b.

menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
dari pada realisasi belanja;

mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia
angggarannya;
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membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;

melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;

mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya
kebijakan pemerintah;

mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia
anggarannya; dan/atau

mendanai sub kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun
anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 71

Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke RKUD

dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana cadangan
sesuai peruntukannya.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang
bersangkutan mencukupi.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan sesuai
peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Dana Cadangan.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas
persetujuan PPKD.

Pasal 72

Penerimaan kas atas penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
melalui RKUD.

(1)

Pasal 73
Pinjaman daerah bersumber dari:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah lainnya;
c. lembaga keuangan bank;
d. lembaga keuangan bukan bank; dan
e. masyarakat.

Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan
Bupati dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
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Pasal 74

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan dana cadangan
dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana
Cadangan.

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap
tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk dana cadangan
pada bank umum yang ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk

deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang beresiko
rendah.

Dalam hal terdapat bunga dana cadangan atas pemanfaatan dana
cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat bunga dana
cadangan sebagai lain-lain PAD yang sah.

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipindahbukukan dari RKUD ke rekening dana cadangan.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 75

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik
negara/daerah dan/atau badah usaha lainnya ditetapkan dengan
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

(1)

(2)

Pasal 76

Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan
pembebanan melalui RKUD.

Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam
peraturan bupati dengan mengacu pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 77

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD
berkewajiban untuk:

a.

b,

meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
Kepala SKPKD;

menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.
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Bagian Ketujuhbelas
Penetapan Besaran Uang Persediaan

Pasal 78

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD
diberikan UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD.

Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak
menggunakan mekanisme LS.

Penghitungan besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran
belanja yang menggunakan LS.

Perhitungan besaran anggaran belanja yang menggunakan LS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam rencana
pencairan dana yang diajukan oleh PA kepada BUD untuk
diverifikasi yang berisi rencana pembayaran belanja dengan
menggunakan mekanisme LS, UP/GU, dan TU.

Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan
Keputusan Bupati tentang Besaran UP.

Keputusan Bupati tentang Besaran UP sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) ditetapkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada
awal tahun anggaran dan dilampiri dengan rencana pencairan
dana SKPD yang telah diverifikasi oleh kuasa BUD dan disetujui
oleh PPKD.

Bagian Kedelapanbelas
Permintaan Pembayaran

Pasal 79

Permintaan pembayaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran/
bendahara pengeluaran pembantu sebagai proses awal
pembayaran oleh pemerintah daerah Kkepada pihak terkait
sekaligus sebagai proses pembebanan rekening belanja.

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
SPD, bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu
mengajukan SPP kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.

SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. SPP uang persediaan (SPP-UP);

b. SPP ganti uang (SPP-GU);

c. SPP tambah uang (SPP-TU); dan

d. SPP langsung (SPP-LS).

SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu terdiri
dari:

a. SPP tambah uang (SPP-TU); dan

b. SPP langsung (SPP-LS).
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Pasal 80

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh
bendahara pengeluaran dalam rangka pengisian UP yang mengacu
pada Keputusan Bupati tentang Besaran UP.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari

PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang
persediaan.

Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:

a. surat pengantar SPP-UP;

b. ringkasan SPP-UP;

rincian SPP-UP;

SK Bupati tentang Besaran UP;

salinan SPD; dan

s S T

draft Pernyataan pengajuan SPP-UP untuk ditandatangani oleh
PA.

Pasal 81

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh
bendahara pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui
PPK-SKPD dilampiri surat pengesahan laporan
pertanggungjawaban UP.

Besaran GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan oleh
bendahara pengeluaran.

Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri
dari:

a. surat pengantar SPP-GU;
b. ringkasan SPP-GU;

c. rincian SPP-GU;
d

laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP disertai
dengan bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah, termasuk
dokumen perpajakan terkait;

e. draft surat pernyataan  pengajuan SPP-GU  untuk
ditandatangani oleh PA; dan

f. salinan SPD.

Bukti transaksi yang sah dan lengkap sebagai syarat dokumen
SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disimpan
pada SKPD yang bersangkutan untuk kepentingan administrasi
dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
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Penerbitan dan Pengajuan SPP-GU oleh bendahara pengeluaran

dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam sebulan disesuaikan
kebutuhan dan ketersediaan dana.

Pasal 82

Bendahara pengeluaran/bendahara  pengeluaran pembantu
mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat

?S?g%sak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan /atau SPP

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari

PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang
persediaan.

Dalam rangka pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), PPTK menyusun TOR/KAK yang minimal memuat jadwal
kegiatan dan rincian rencana penggunaan dana TU dan
disampaikan kepada PA untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), PA mengajukan permohonan pengajuan TU kepada PPKD
yang dilampiri dengan TOR/KAK untuk disetujui.

Persetujuan pengajuan pengajuan TU oleh PPKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pengajuan permintaan
pembayaran TU.

Pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
untuk membiayai:

a. kegiatan yang sifatnya mendesak; dan
b. kegiatan yang tidak cukup dibiayai dari UP dan GU.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan
rencana pencairan dana yang telah disetujui oleh PPKD.

Untuk kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pencairan
dana dengan melalui mekanisme TU, namun pelaksanaannya telah
selesai maka mekanisme pembayaran dilakukan melalui LS
dengan melampirkan alasan perubahan tersebut.

Kegiatan yang sifatnya mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf a diperuntukan dalam rangka menunjang tugas
SKPD yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda
pelaksanaannya.

Kegiatan yang tidak cukup dibiayai dari UP dan GU sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b digunakan untuk membiayai
kegiatan tertentu yang merupakan satu kesatuan belanja.

Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari:

a. surat persetujuan TU oleh PPKD;
b. surat pengantar SPP-TU;

c. ringkasan SPP-TU;
d

rincian rencana penggunaan TU;
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e. salinan SPD;

d;‘aft surat pernyataan pengajuan pengajuan SPP-TU untuk
ditandatangani oleh PA; dan

g. surat keterangan TU.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke RKUD dilampiri
dengan rincian penggunaan dana.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud
pada ayat (12) dikecualikan untuk :

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah
ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali

PA/KPA yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang
sah.

Pasal 83

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh
bendahara pengeluaran untuk pembayaran:

a. gaji dan tunjangan;
b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang/jasa;

c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; dan

d. belanja pendukung belanja modal, kegiatan swakelola
pemeliharaan rutin jalan, serta kegiatan operasional lainnya
yang telah ditetapkan dalam rencana pencairan dana
dibayarkan melalui mekanisme LS.

Pengajuan SPP LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan
sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 84

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran
gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai Peraturan
Perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna
memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK-SKPD.

Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta
penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:

a. surat pengantar SPP-LS;
ringkasan SPP-LS;
rincian SPP-LS;

salinan SPD; dan
lampiran SPP-LS.

® & 0 o
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(3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan

serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mencakup:

a.
b
c.
d.
e
i
g
h

A

3

RN

[ ]

pembayaran gaji induk;

gaji susulan,;

kekurangan gaji;

gaji terusan;

surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil,
surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil;

surat keputusan kenaikan pangkat;

. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan;

kenaikan gaji berkala;

surat pernyataan pelantikan;

surat pernyataan menduduki jabatan;
surat pernyataan melaksanakan tugas;

surat keterangan pembayaran tunjangan keluarga/kartu
permohonan penambahan penghasilan pegawai negeri sipil
(KP4);

fotokopi surat nikah;

fotokopi akte kelahiran;

surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
surat keterangan masih sekolah/kuliah;

surat pindah;

surat kematian;

e-billing; dan

Peraturan  Perundang-undangan mengenai penghasilan
pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan
Bupati/Wakil Bupati.

Penerbitan SKPP Gaji sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf p
dilengkapi dengan:

a.

m o po o

Surat Keputusan Pensiun Asli bagi pegawai yang pensiun;
SK Pindah;

SKPP dari SKPD;

pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
surat keterangan bebas barang milik daerah;

surat pernyataan bebas kredit dari bank untuk pegawai yang
pindah keluar Kabupaten; dan

surat keterangan bebas temuan untuk pegawai yang pindah
keluar Kabupaten.
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Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan

tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai
dengan peruntukannya.

Pasal 85

PP’I‘K mgnyiapkan dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa untuk
dlsampalkan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka
pengajuan permintaan pembayaran.

Dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:

a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;

c. rincian SPP-LS; dan

d. lampiran SPP-LS.

L{:lmpiran dokumen SPP-LS i)engadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup:

a. salinan SPD;

b. e-billing pajak dan faktur pajak yang telah ditandatangani
wajib pajak;
c. surat perjanjian kontrak/SPK pengadaan barang/jasa antara

PA/KPA dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor
rekening bank pihak ketiga;

surat perintah mulai kerja (SPMK);
fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan/penyedia;
fotokopi rekening bank a.n. perusahaan/penyedia;

@ ™ 0o o

surat perjanjian kerja sama (PKS) antara pemerintah daerah
dengan pihak ketiga;

h. berita acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh
KPA, pihak ketiga dan konsultan pengawas dan/atau direksi
teknis yang ditunjuk dengan keputusan Kepala SKPD;

i. Monthly Certificate (MC) yang ditandatangani oleh KPA,
konsultan pengawas, pihak ketiga dan direksi teknis bila ada;

j. setiap tahap permintaan pembayaran termin dan permintaan
pembayaran 100% (seratus persen) harus melampirkan back up
data kemajuan realisasi hasil pekerjaan;

k. fotokopi sah surat jaminan uang muka/pelaksanaan dan/atau
jaminan pemeliharaan dari bank atau yang dipersamakan yang
dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;

1. berita acara penyelesaian pekerjaan untuk pekerjaan
konstruksi;

m. berita acara serah terima awal dan akhir barang /jasa;

B

berita acara pembayaran;
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0. kwi'tansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak
ketiga dan PPK serta disetujui oleh PA J/KPA,

p. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan
oleh bank atau lembaga keuangan non bank;

q. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang
dilaksanakan di luar wilayah kerja;

r. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan
dari PPK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;

s. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian
pekerjaan;

t. potongan Jamsostek (potongan sesuai ketentuan yang
berlaku/surat pemberitahuan Jamsostek); dan

u. Kkhusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya
menggunakan biaya personil (billing rate) berita acara prestasi
kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dan
tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan
bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti kas
dan bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam
surat penawaran.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai
peruntukannya dan dicantumkan dalam resume kelengkapan
dokumen pembayaran LS barang/jasa, dan disimpan pada SKPD
yang bersangkutan untuk kepentingan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, maka bendahara
pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang/
jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PA setelah ditandatangani oleh
PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK SKPD.

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan
barang/jasa dapat juga dilakukan oleh bendahara pengeluaran
pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada KPA.

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan
barang/jasa oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya
tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

Pasal 86

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS kepada pihak ketiga
lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh
persetujuan PA/KPA melalui PPK-SKPD.
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(2) SPP LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
pembayaran antara lain:

me a0 o

.

hibah berupa uang;
bantuan sosial berupa uang;
bantuan keuangan;

subsidi;

bagi hasil;

belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan

generimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;
an

pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan
rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.

(3) Dokumen SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:

a.

°o p o T

surat pengantar SPP-LS;
ringkasan SPP-LS;
rincian SPP-LS;

salinan SPD; dan
lampiran SPP-LS.

(4) Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e,
mencakup:

a. hibah berupa uang:

1. surat keputusan bupati tentang penerima hibah;
NPHD;

proposal penggunaan,

pakta integritas;

fotokopi rekening penerima hibah;

fotokopi KTP ketua dan bendahara penerima hibah;

fotokopi NPWP penerima hibah (kecuali hibah kepada
panitia pembangunan masjid);

Nouok Wb

8. laporan realisasi penggunaan dana hibah tahap
sebelumnya,

9. SPTJM;
10. bukti kas; dan

11. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

b. bantuan sosial berupa uang:

1. keputusan bupati tentang penerima bansos;
2. proposal;

3. fotokopi rekening penerima bansos;
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fotokopi KTP penerima bansos;
bukti kas;

SPTJM;

bukti kas; dan

dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

c. bantuan keuangan:

1. peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan
penetapan besaran alokasi dana desa di setiap desa di
Kabupaten Wakatobi;

2. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan
desa;

3. surat permohonan pencairan dari kepala desa;

4. SPTJM kepala desa;

5. pakta integritas;

6. fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa;

7. NPWP desa;

8. fotokopi rekening desa;

9. rincian penggunaan dana desa;

10. SPTJB (untuk permintaan tahap Il dan III);

11.realisasi pajak bumi dan bangunan (untuk permintaan
tahap I11);

12. bukti kas; dan

13.dokumen kelengkapan lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

d. subsidi:

1. keputusan bupati tentang penerima subsidi;

2. surat permohonan pembayaran subsidi bunga KUR Mikro
UKM dari dinas teknis;

3. laporan pencairan kredit UKM dari bank/lembaga
keuangan lainnya;

4. SPTJM kepala dinas terkait;

5. bukti kas; dan

6. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

e. bagi hasil:

1.

peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan
penetapan besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah
setiap desa di Kabupaten Wakatobi;
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2. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan
desa;

surat permohonan pencairan dana dari kepala desa;
surat pelunasan PBB;

SPTJM kepala desa;

bukti kas; dan

dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

il U

f. Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan

penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya:
1. surat ketetapan lebih bayar (SKLB);

2, surat ketetapan penggunaan BTT untuk pengembalian
kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran

sebelumnya yang dananya bersumber dari pusat dan
provinsi; dan

3. dokumen Kkelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

g pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan

rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK:

1. surat ketetapan tentang pembayaran kewajiban pemda atas
putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau
rekomendasi BPK;

2. surat rekomendasi dari instansi/lembaga terkait yang
berwenang;

3. fotokopi rekening penerima,;
4. fotokopi KTP penerima; dan

5. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) digunakan sesuai peruntukannya dan disimpan pada
SKPD yang bersangkutan untuk kepentingan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Pasal 87

Pengakuan belanja pendukung belanja modal, kegiatan swakelola
pemeliharaan rutin jalan, serta kegiatan operasional lainnya yang
telah ditetapkan dalam rencana pencairan dana dibayarkan
melalui mekanisme LS dapat dimintakan melalui SPP-LS.

Khusus permintaan pembayaran untuk kegiatan swakelola
pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. tahap [ sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam bentuk uang
muka;

tahap II sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
c. tahap IIl sebesar 35% (tiga puluh persen).
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(3)) Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS; dan
d. lampiran SPP-LS.
(4) Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
mencakup:
a. salinan SPD;
b. salinan surat rekomendasi dari SKPD terkait;

.

L

s® oo oo

e-billing pajak dan faktur pajak yang telah ditandatangani
wajib pajak;

surat keputusan penunjukan panitia;

bukti kas;

daftar penerimaan;

nota pesanan dan faktur pembelian; dan

surat tugas, SPPD; dan

bukti kelengkapan lainnya yang sah.

(5) | Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
khusus permintaan pembayaran untuk kegiatan swakelola
pemeliharaan rutin jalan mencakup:

a.
b.

j.

k.

1.

salinan SPD;

e-billing pajak dan faktur pajak yang telah ditandatangani
wajib pajak;

kerangka acuan kerja (KAK)/term of reference (ToR);

surat keputusan PA tentang pembentukan tim perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan jalan
dan jembatan;

rencana anggaran biaya (RAB);

laporan pertanggungjawaban (SPJ);

laporan harian yang ditandatangani oleh PPK, tim pelaksana,
dan tim pengawas;

laporan mingguan yang ditandatangani oleh PPK, tim
pelaksana, dan tim pengawas;

Monthly Certificate (MC) yang ditandatangani oleh PPK, tim
pelaksana, dan tim pengawas;

foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian
pekerjaan;

gambar hasil pelaksanaan pekerjaan asbuilt drawing; dan
backup data.

(6) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan sesuai peruntukannya dan
disimpan pada SKPD yang bersangkutan untuk kepentingan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.
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Pasal 88

Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam
menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:

N

buku kas umum;

buku simpanan/bank;

rekening koran bank;

buku pajak;

buku panjar;

buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek; dan
register SPP-UP/GU/TU/LS.

Pasal 89

PA/KPA meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU,
SPP-LS yang diajukan bendahara pengeluaran.

Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan
dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS kepada bendahara
pengeluaran untuk dilengkapi.

Bagian Kesembilanbelas
Perintah Membayar

Pasal 90

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki PA/KPA
untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD.

Perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan proses verifikasi oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD.

PPK Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS
dan/atau TU dari bendahara pengeluaran pembantu.

Dalam hal dokumen SPP dinyatakan memenuhi syarat, PA/KPA
menerbitkan SPM.

Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak memenuhi syarat,
PA/KPA tidak menerbitkan SPM.

Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara dan/atau tetap, dapat
ditunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
SPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 91

Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
PPK SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian
besaran UP dengan Keputusan Bupati tentang Besaran UP.

D.alam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan sesuai, PPK SKPD menyiapkan rancangan Perintah

Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk
ditandatangani PA.

PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua)
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk
kemudian disampaikan kepada BUD, yang terdiri dari:

a. SPM-UP;
surat pernyataan pengajuan SPM-UP oleh PA (bermeterai);

surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh PA (bermeterai);
surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD; dan

® oo o

checklist kelengkapan dokumen SPP-UP yang ditandatangani
oleh PPK-SKPD.

Pasal 92

PPK SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ penggunaan
UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari bendahara
pengeluaran dengan langkah berikut:

a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c. meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan
dokumen perpajakan terkait; dan

d. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ
penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan
dan/atau penyempurnaan kepada bendahara pengeluaran paling
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD
menyiapkan  pengajuan  perintah membayar GU  yang
didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh
PA.

PA menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama 2 (dua)
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri dari:

a. SPM-GU sebanyak 2 (dua) rangkap;
b. surat pernyataan pengajuan SPM-GU oleh PA (bermeterai);
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C. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh PA
sebanyak 2 (dua) lembar (lembar 1 bermeterai dan lembar ke 2
tidak bermeterai;

d. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) oleh PA
(bermeterai);

e. berita acara rekonsiliasi pendapatan dan berita acara
rekonsiliasi belanja dari bidang akuntansi;

f. berita acara rekonsiliasi persediaan dari bidang aset;

g asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah
Kabupaten Wakatobi;

h. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD; dan

i. checklist kelengkapan dokumen SPP-GU yang ditandatangani
oleh PPK-SKPD.

Pasal 93

Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang disertai
dengan daftar rincian rencana belanja TU, PPK-SKPD/PPK unit
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:

a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan
permintaan perintah membayar TU.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta
perbaikan dan/atau  penyempurnaan kepada  bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD/PPK-unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar
TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk
ditandatangani oleh PA.

PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2

(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah

untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri

dari:

a. SPM-TU;

b. surat persetujuan TU oleh PPKD;

c. rincian kegiatan (TOR/KAK) yang paling sedikit memuat jadwal
kegiatan;

d. surat pernyataan pengajuan SPM-TU oleh PA/KPA (bermeterai);
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€. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh PA/KPA
(bermeterai);

f. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD (2 rangkap, 1 rangkap
bermeterai);

g. checklist kelengkapan dokumen SPP-TU yang ditandatangani
oleh PPK-SKPD; dan

h. rencana pencairan dana.

Pasal 94

Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang dilengkapi
dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD /PPK-unit
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa:

a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis
pengajuannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di
sistem,;

d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan

meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan
dokumen pendukungnya.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta
perbaikan dan/atau  penyempurnaan kepada  bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD/PPK-unit SKPD menyiapkan pengajuan perintah membayar
LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk
ditandatangani oleh PA/KPA.

Pasal 95

PA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS gaji dan tunjangan

paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap

dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang

terdiri dari:

a. SPM-LS (2 rangkap);

b. daftar gaji;

c. e-billing pajak;

d. SPTJM oleh PA sebanyak 2 (dua) lembar (lembar 1 bermeterai
dan lembar ke 2 tidak bermeterai);
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surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD (2 rangkap, lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai);

checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani
oleh PPK-SKPD (2 rangkap);

pembayaran gaji induk;

gaji susulan;

kekurangan gaji;

gaji terusan,;

surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil,
surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil;

. surat keputusan kenaikan pangkat;

surat keputusan pengangkatan dalam jabatan;
kenaikan gaji berkala;

surat pernyataan pelantikan;

surat pernyataan menduduki jabatan;

surat pernyataan melaksanakan tugas;

surat Kketerangan pembayaran tunjangan keluarga/kartu
permohonan penambahan penghasilan pegawai negeri sipil
(KP4);

fotokopi surat nikah;
fotokopi akte kelahiran;
surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;

. surat keterangan masih sekolah/kuliah;

surat pindah;
surat kematian;
e-billing; dan

. Peraturan = Perundang-undangan mengenai penghasilan

pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan
Bupati/Wakil Bupati.

pengajuan SPM LS gaji bulan berikutnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 bulan berjalan.

Pasal 96

PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS barang /jasa
yang merupakan pembayaran langsung kepada pihak ketiga paling
lama 1 (satu) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan
sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri
dari:

a.
b.

SPM LS (2 rangkap);

surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh PA
sebanyak 2 (dua) lembar (lembar 1 bermeterai dan lembar ke 2
tidak bermeterai);

Hkmsetdawktb 0231007




-9 -

c. resume kontrak;

d. sertifikat tanah dan surat pelepasan hak atas tanah dari

notaris untuk pengadaan tanah yang masih atas nama pihak
lain; '

e. surat ukur dan akta jual beli untuk pengadaan tanah yang
belum bersertifikat;

f. permohonan pensertifikatan tanah pemda (permohonan hak
pakai) yang telah diverifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional;

g. bukti tanda terima dokumen kontrak untuk permintaan uang
muka ditandatangani oleh SKPD dan penyedia yang telah
diverifikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Wakatobi dan Inspektorat Daerah
Kabupaten Wakatobi melalui aplikasi sistem monitoring
pembangunan berbasis geospasial,

h. bukti tanda terima dokumen kemajuan pekerjaan untuk
permintaan termin ditandatangani oleh SKPD dan penyedia
yang telah diverifikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dan Inspektorat
Daerah Kabupaten Wakatobi melalui aplikasi sistem monitoring
pembangunan berbasis geospasial;

i. bukti tanda terima dokumen berita acara serah terima
pekerjaan untuk permintaan pembayaran 100% (seratus
persen) ditandatangani oleh SKPD dan penyedia yang telah
diverifikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Wakatobi dan Inspektorat Daerah
Kabupaten Wakatobi melalui aplikasi sistem monitoring
pembangunan berbasis geospasial;

j. sertifikat badan usaha (SBU) atau dokumen lain yang
menyatakan kualifikasi penyedia;

k. bukti setoran pajak mineral bukan logam dan batuan untuk
permintaan 100% (seratus persen);

faktur pajak;

N

. e-billing pajak;
fotokopi rekening koran giro/bank a.n. perusahaan/ penyedia;

fotokopi NPWP a.n. perusahaan /penyedia;

T © B B

surat perjanjian, kontrak/SPK/nota pesanan (lembar 1, lembar
tanda tangan serta pasal yang mengatur cara pembayaran);

q. surat perintah mulai kerja (SPMK) khusus pekerjaan
kontraktual,

r. Surat pernyataan tanggung jawab penyedia (khusus pengadaan
kendaraan bermotor);

s. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); dan

t. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani
oleh PPK-SKPD (2 rangkap).
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(2) PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS kepada pihak
ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan paling lama 1 (dua) hari sejak proses verifikasi
dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada
Kuasa BUD, yang terdiri dari:

a. hibah berupa uang:

1:
4

SPM LS (2 rangkap);

SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai
dan lembar 2 tidak) (lembar 1 bermeterai dan lembar ke 2
tidak bermeterai);

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai)

checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap);

surat keputusan bupati tentang penerima hibah;
fotokopi rekening penerima hibah; dan

fotokopi NPWP penerima hibah (kecuali hibah kepada
panitia pembangunan masjid).

b. bantuan sosial berupa uang:

1.
2.

i
8.

SPM LS (2 rangkap);

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

SPTJM PA/KPA anggaran sebanyak 2 lembar (lembar 1
bermeterai dan lembar ke 2 tidak bermeterai);

asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah
Kabupaten Wakatobi;

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai);

checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap);

surat keputusan bupati tentang penerima bansos; dan

fotokopi rekening penerima bansos.

c. bantuan keuangan:

1.
2.

SPM LS (2 rangkap);

SPTJM PA/KPA sebanyak 2 (dua) lembar, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai);

asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah
Kabupaten Wakatobi;

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai);

checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap);
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6. peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan
penetapan besaran alokasi dana desa di setiap desa di
Kabupaten Wakatobi;

7. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan
desa;

8. surat permohonan pencairan dari kepala desa;

9. SPTJM kepala desa;

10. pakta integritas;

11. fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa,;

12. NPWP desa;

13. fotokopi rekening desa;

14. rincian penggunaan dana desa;

15. SPTJB (untuk permintaan tahap II dan III);

16.realisasi pajak bumi dan bangunan (untuk permintaan
tahap III); dan

17.dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

d. subsidi:

1. SPM LS (2 rangkap);

2. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD /PPK-unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

3. SPTUM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai
dan lembar 2 tidak bermeterai);

4. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah
Kabupaten Wakatobi;

5. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai);

6. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap);

7. surat keputusan bupati tentang penerima subsidi;

8. surat permohonan pembayaran subsidi bunga KUR Mikro
UKM dari dinas teknis;

9. laporan pencairan kredit UKM dari bank/lembaga
keuangan lainnya; dan

10. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan.

e. bagi hasil:

1.
2.

SPM LS (2 rangkap);

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

Hkmsetdawktb 0231007




= B

3. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai
dan lembar 2 tidak bermeterai);

4. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah
Kabupaten Wakatobi;

S. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai);

6. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap);

7. peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan
penetapan besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah
setiap desa di Kabupaten Wakatobi;

8. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan
desa;

9. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa;
10. surat pelunasan PBB;
11. SPTJM kepala desa; dan

12. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

f. belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan
penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya:
1. SPM LS (2 rangkap);

2. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

3. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai
dan lembar 2 tidak bermeterai);

4. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai);

5. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap);

6. surat ketetapan lebih bayar (SKLB);

7. surat ketetapan penggunaan BTT untuk pengembalian
kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran
sebelumnya yang dananya bersumber dari pusat dan
provinsi; dan

8. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

g. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan
rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK:

1. SPM LS (2 rangkap);

2. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen;
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3. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai
dan lembar 2 tidak bermeterai);

4. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah
Kabupaten Wakatobi;

S. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai);

6. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap);

7. surat ketetapan tentang pembayaran kewajiban Pemda atas
putusan  pengadilan, rekomendasi APIP dan/atau
rekomendasi BPK;

8. fotokopi rekening penerima;
9. fotokopi KTP penerima; dan

10.dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

(3) £ PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS barang/jasa
yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga paling lama
2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri
dari:

a.
b.

.

SPM LS (2 rangkap);

SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai dan
lembar 2 tidak bermeterai);

asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah
Kabupaten Wakatobi;

bukti validasi setoran pajak;
daftar rincian penggunaan anggaran,;

khusus untuk belanja honor dilampirkan dengan surat
keputusan penunjukan;

KAK/ToR (khusus untuk LS swakelola pemeliharaan rutin
jalan;

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai);

checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani
oleh PPK-SKPD (2 rangkap); dan

rencana pencairan dana.

(4) Format kelengkapan dokumen tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 97

Batas waktu akhir pengajuan SPM ganti uang persediaan, SPM
tambahan uang persediaan, SPM LS rutin kegiatan, dan SPM LS
Barang/Jasa diatur tersendiri dalam Surat Edaran Bupati.
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Pasal 98

SPM.yfa.ng telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat
(1) diajukan pada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

(1)

Pasal 99

Dokumen yang digunakan oleh PA/KPA dalam menatausahakan
pengeluaran perintah membayar mencakup:

a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan
b. register surat penolakan penerbitan SPM.

Pgnatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 100

Setelah tahun anggaran berakhir, PA/KPA dilarang menerbitkan SPM
yang membebani tahun anggaran yang berkenaan.

(1)

(2)

Bagian Keduapuluh
Pencairan Dana

Pasal 101

Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana atau SP2D
berdasarkan SPM yang diterimanya dari PA/KPA yang ditujukan
kepada bank operasional mitra kerjanya.

Pencairan SP2D-UP, SP2D-GU, SP2D-TU, SP2D-LS rutin kantor
dan SP2D-LS gaji dan tunjangan, ditransfer dari RKUD ke rekening
bendahara pengeluaran dan/penerima yang berhak sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pencairan SP2D-LS swakelola tipe 1 oleh SKPD selaku penanggung
jawab anggaran, ditransfer dari RKUD ke rekening bendahara
pengeluaran.

Pencairan SP2D-LS swakelola tipe 2 oleh lembaga/perangkat
daerah lain, swakelola tipe 3 oleh Ormas, swakelola tipe 4 oleh
kelompok masyarakat ditransfer langsung dari RKUD ke rekening
pelaksana swakelola.

Pencairan SP2D-LS belanja barang/jasa yang dipihakketigakan
ditransfer langsung dari RKUD ke rekening penyedia barang /jasa.

Pencairan SP2D-LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan ditransfer langsung
dari RKUD ke rekening penerima.

Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai surat
pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK unit SKPD dan surat
pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA, Kuasa BUD
melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
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a. meneliti DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak
melebihi sisa anggaran;

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi
persyaratan pengajuan SPM; dan

d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam SPM.

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA
apabila:

a. tidak dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak
PA/KPA;

b. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD / PPK-
unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

c. tidak dilengkapi dokumen kelengkapan lainnya yang
dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3),
Pasal 92 ayat (4), Pasal 93 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal
96 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); dan

d. pengeluaran tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana
tidak tersedia.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan
dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu)
hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Dalam hal proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan
dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

Format kelengkapan dokumen tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhsatu
Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Pasal 102

Dalam penatausahaan belanja daerah, bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus melakukan
pengendalian  atas pelaksanaan belanja yang menjadi
kewenangannya.

Dalam rangka pengendalian dan pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu menggunakan buku-buku sebagai berikut:

a. buku kas umum;

b. buku pembantu bank;

c. buku pembantu kas tunai;
d

buku pembantu pajak;
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e. buku pembantu per jenis pajak
f.  buku pembantu panjar; dan
g. register SPP/SPM/SP2D;

Pencatatan buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersumber pada data, antara lain:

a. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
SPP UP/GU/TU/LS;

SPM UP/GU/TU/LS;

SP2D;

rekening koran;

bukti penerimaan dan penyetoran pajak; dan

® ™0 a0 T

dokumen pendukung lainnya sesuai Peraturan Perundang-
undangan.

Buku kas umum bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib
ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani oleh

bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dengan
PA/KPA.

Penutupan BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri
berita acara pemeriksaan kas.

Bagian Keduapuluhdua
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Pasal 103
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat
tanggal 31 Desember.

Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan
pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:

a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
(SPJ);

b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
(SPJ); dan

c. register penutupan kas;

Pasal 104

LPJ Penggunaan UP dilakukan bendahara pengeluaran pada setiap
pengajuan GU.
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Laporan pgrtanggunawaban penggunaan UP disampaikan kepada
PA melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan SPP-GU dengan
dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

P:.ada akhir tahun, LPJ penggunaan UP disampaikan secara khusus
(tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus sebagai laporan
sisa dana UP uang tidak diperlukan lagi.

Penyampaian LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti
dengan penyetoran sisa dana UP ke RKUD.

Pasal 105

Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu setelah TU yang
dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu

sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak
TU diterima.

Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada PA/KPA
melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang dilampiri
bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

a. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait tersedia;

b. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran; dan

c. meneliti keabsahan bukti belanja.

Pasal 106

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Bendahara pengeluaran menyiapkan LPJ bendahara serta
melakukan konsolidasi dengan LPJ bendahara pengeluaran
pembantu.

Bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan LPJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) setiap akhir bulan untuk disampaikan
kepada bendahara pengeluaran dengan dilampiri:

a. BKU; dan
b. laporan penutupan kas.

PPK-unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani KPA untuk
mendapat persetujuan.

Pertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa LPJ yang menggambarkan jumlah anggaran,
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realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan /atau per
kegiatan yang dilampiri:

a. BKU; dan
b. laporan penutupan kas.

PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah-langkah
sebagai berikut:

a. meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang
terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait;

b. meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam
buku atau laporan terkait; dan

c. melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
belanja dan pengeluaran kas.

Apabila dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau
penyempurnaan kepada bendahara pengeluaran.

Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka
PPK-SKPD melakukan pengajuan penandatanganan dan
persetujuan LPJ bendahara secara administratif kepada PA.

PA menandatangani LPJ bendahara pengeluaran yang sudah
diverifikasi sebagai bukti persetujuan.

Pasal 107

Bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan secara
fungsional pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya
dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD selaku BUD
melalui bidang akuntansi dan pelaporan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan setelah mendapat persetujuan oleh PA.

Pertanggungjawaban fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa LPJ yang merupakan konsolidasi dengan LPJ bendahara
pengeluaran pembantu, dilampiri:

a. laporan penutupan kas;

b. surat tanda terima SPJ dari Inspektorat Daerah Kabupaten
Wakatobi;

berita acara pemeriksaan kas beserta lampiran;
laporan keadaan kas pemegang kas;

register penutupan kas;

rekening koran;

BKU;

. buku pembantu bank;

I e T
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i. buku pembantu kas tunai;

J. buku pembantu pajak;

=

buku pembantu per jenis pajak;

bukti setoran pajak;

m. register SPP/SPM/SP2D;
n. rekapan kartu persediaan;
0.

kartu persediaan metode FIFQ; dan

p. LPJ bendahara pengeluaran pembantu.

(4) Lampirgn LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai bahan rekonsiliasi belanja dan dituangkan dalam berita

acara.

Pasal 108

Bukti pendukung dan sahnya setiap pengeluaran uang pada bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, mencakup:

a. pengadaan barang/jasa:

1. pengadaan barang:
a) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah):

b)

1)
2)
3)

4)

7)

tanda bukti kas;
bukti pembelian/bill/nota pembayaran;

bukti pembayaran pajak daerah khusus untuk
pembelanjaan makan minum di rumah makan/warung
makan /restoran;

nota pesanan barang yang memuat jumlah, merk, type
dan spesifikasi barang (khusus belanja modal, belanja
hibah barang dan belanja barang yang diserahkan ke
masyarakat/pihak ketiga);

berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan
(khusus belanja modal, belanja hibah barang dan belanja
barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga);

Berita acara serah terima pekerjaan dari
PPK/PPTK/Kepala Puskesmas (BLUD FKTP) ke pengguna
barang (khusus belanja modal, belanja hibah barang dan
belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak
ketiga); dan

dokumentasi barang (khusus belanja modal, belanja
hibah barang dan belanja barang yang diserahkan ke
masyarakat/pihak ketiga).

diatas Rpl1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):

1)

tanda bukti kas untuk belanja Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) bermeterai Rp10.000,00;
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2) bukti pembelian/bill/nota pembayaran;

3) nota pesanan barang yang memuat jumlah, merk, type
dan spesifikasi barang;

4) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan;

S5) berita acara serah terima pekerjaan dari
PPK/PPTK/Kepala Puskesmas (BLUD FKTP) ke pengguna
barang (khusus belanja modal dan belanja barang yang
diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga);

6) faktur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja diatas
Rp1.000.000,00);

7) dokumentasi barang (khusus untuk belanja modal dan

belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak
ketiga); dan

8) bukti pembayaran pajak daerah khusus untuk
pembelanjaan makan minum di rumah makan/ warung
makan/ restoran.

¢) diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):

1) bukti kas bermeterai Rp10.000,00;

2) surat perintah kerja (SPK);

3) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dari penyedia;
4) berita acara pemeriksaan pekerjaan;

5) berita acara pemeriksaan dan pengujian fungsi perangkat
(khusus mesin, aplikasi dan alat elektronik);

6) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK;
7) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan;

8) berita acara serah terima pekerjaan dari ppk ke pengguna
barang (khusus belanja modal dan belanja barang yang
diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga);

9) faktur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja diatas
Rp1.000.000,00);

10) dokumentasi barang (khusus untuk belanja modal dan
belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak

ketiga);
11) khusus untuk belanja bahan bakar minyak (BBM) tidak
menggunakan berita acara pemeriksaan

barang/penerimaan hasil pekerjaan; dan

12) bukti pembayaran pajak daerah khusus untuk
pembelanjaan makan minum di rumah makan/ warung
makan/restoran.

d) belanja diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
1) bukti kas bermeterai Rp10.000,00;
2) surat perjanjian (Kontrak);

3) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dari penyedia;
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4) Dberita acara pemeriksaan pekerjaan;

5) berita acara pemeriksaan dan pengujian fungsi perangkat
(khusus mesin, aplikasi dan alat elektronik);

6) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK;
7) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan;
8) faktur pajak dan e-billing pajak;

9) dokumentasi barang (khusus untuk belanja modal dan

belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak
ketiga);

10) khusus untuk belanja bahan bakar minyak (BBM) tidak
menggunakan berita acara pemeriksaan
barang/penerimaan hasil pekerjaan; dan

11) bukti pembayaran pajak daerah khusus untuk
pembelanjaan makan minum di rumah makan/ warung
makan/restoran.

2. pengadaan konstruksi:

a) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
1) bukti kas bermeterai Rp10.000,00;
2) surat perintah kerja (SPK);
3) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
4) berita acara pemeriksaan pekerjaan;
5) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK;
6) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan;

7) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke
pengguna barang;

8) faktur pajak dan e-billing pajak;
9) dokumentasi (hard copy/soft copy); dan

10) Bukti Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

b) diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiahj:
1) bukti kas bermeterai Rp10.000,00;
2) surat perjanjian (Kontrak);
3) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan,

4) berita acara pemeriksaan pekerjaan dari penyedia ke
PPK;

5) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK;
6) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan;

7) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke
pengguna barang;

8) faktur pajak dan e-billing pajak;
9) dokumentasi (hard copy/soft copy); dan
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10) Bukti Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan.

3. Pengadaan Jasa konsultansi:
a) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

bukti kas bermeterai Rp10.000,00;
surat perintah kerja (SPK);
laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;

berita acara pemeriksaan pekerjaan dari penyedia ke
PPK:

berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK;
berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan;

berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke
pengguna barang;

faktur pajak dan e-billing pajak;
dokumentasi (soft copy/ hard copy).

b) diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):

1)
2)
3)
4)

S)
6)
7)

8)
9)

Bukti kas bermeterai Rp10.000,00;
surat perjanjian (kontrak);
laporan kemajuan pekerjaan;

berita acara pemeriksaan pekerjaan dari penyedia ke
PPK;

berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK;
berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan;

berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke
pengguna barang;

faktur pajak dan e-billing pajak; dan
dokumentasi (soft copy/ hard copy).

4. pengadaan jasa lainnya:

a) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):

1)

2)
3)

bukti kas untuk belanja Rpl1.000.000,00 (satu juta
rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) bermeterai Rp10.000,00;

bukti pembelian/pembayaran/nota pesanan; dan
faktur pajak dan e-billing pajak.

b) diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

1)
2)

3)

bukti kas bermeterai Rp10.000,00;

Kwitansi/perjanjian sewa menyewa (khusus untuk sewa
menyewa dan tidak termasuk untuk kategori bisnis
penginapan); dan

faktur pajak dan e-billing pajak.
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belanja diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

1) bukti kas bermeterai Rp10.000,00;

2) surat perintah kerja (SPK)/Perjanjian sewa menyewa

(khusus untuk sewa menyewa dan tidak termasuk untuk
kategori bisnis penginapan);

3) laporan hasil pekerjaan (tidak termasuk sewa menyewa);
dan

.

4) faktur pajak dan e-billing pajak.

belanja diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):

1) bukti kas bermeterai Rp10.000,00;

2) surat perjanjian (kontrak)/perjanjian sewa menyewa

(khusus untuk sewa menyewa dan tidak termasuk untuk
kategori bisnis penginapan);

3) laporan hasil pekerjaan (tidak termasuk sewa menyewa);
dan

4) faktur pajak dan e-billing pajak.

S. pengadaan barang melalui e-purchasing/toko daring sampai
dengan Rp10.000.000,00:

1.

2.
3.
4.

a)
b)

c)
d)

bukti kas bermeterai Rp10.000,00;

Bukti Pembelian yang ditandatangani oleh PPK/PPTK/Kepala
Puskesmas (BLUD FKTP);

e-billing pajak untuk belanja diatas Rp2.000.000,00; dan

dokumentasi barang (khusus untuk pengadaan aset tetap
dan barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga).

pengadaan barang melalui e-purchasing/toko daring diatas
Rp.10.000.000,00;

€)

f)
8)
h)

i)
j)
k)

)

bukti kas bermeterai Rp10.000,00;
surat pesanan,
laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;

berita acara pemeriksaan dan pengujian fungsi perangkat
(khusus mesin, aplikasi dan elektronik);

berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK;
berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan;

berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke pengguna
barang;

faktur pajak dan e-billing pajak; dan

m) dokumentasi barang.

b. belanja honorarium PNS dan Non PNS:
bukti kas;

daftar rincian penerimaan;

keputusan penunjukan; dan

e-billing pajak.
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c.  belanja uang lembur:

2.
2.

1. bukti kas;

2. surat permohonan untuk melaksanakan kegiatan lembur
kepada kepala SKPD;

3. surat perintah kerja lembur dari kepala SKPD;

4. daftar hadir kegiatan lembur;

5. daftar rincian penerimaan; dan

6. e-billing pajak.

d. belanja beasiswa pendidikan diatur tersendiri dengan Peraturan

Bupati.

e. Dbelanja bantuan pendidikan penyelesaian studi:

1. bukti kas;

2. proposal yang ditujukan kepada Bupati;

3. keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;

4. keterangan tidak mampu;

5. indeks prestasi kumulatif (IPK);

6. izin penelitian;

7. nomor rekening bank penerima bantuan penyelesaian studi;

8. surat rekomendasi dari tim verifikasi yang diketahui oleh
koordinator  anggaran berdasarkan formulir = penelitian
persyaratan/kelengkapan berkas; dan

9. keputusan Bupati tentang penerima bantuan pendidikan.

f. belanja bantuan pasca bencana:

1. bukti kas;

2. laporan dari kecamatan/instansi terkait;

3. daftar/data yang ditandatangani oleh tim penilai besaran
kerugian;

4. keputusan Bupati tentang besaran penerima bantuan;

5. daftar penerima bantuan yang ditandatangani oleh penerima
bantuan dan tim penilai; dan

6. foto/dokumentasi.

g. belanja subsidi:

1. bukti kas;

2. kontrak/kerja sama operasional yang ditandatangani oleh
Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk;

3. surat tagihan permintaan pembayaran dari bank; dan

4. bukti transfer.

h. belanja peningkatan kapasitas SDM:

bukti kas;
fotokopi sertifikat/tanda lulus;
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3. surat perjalanan dinas (SPD), bukti pengeluaran tiket
pesawat/kapal laut, boarding pass dan laporan perjalanan dinas
(kecuali diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan);

4. surat tugas; dan

5. kwitansi dan/atau bill kepesertaan.

belanja pemeliharaan kesehatan (khusus Bupati dan Wakil Bupati):
1. bukti kas; dan

2. fotokopi resep dari dokter atau keterangan dari rumah sakit
yang disahkan.

kelengkapan bukti belanja perjalanan dinas diatur terpisah pada
BAB VIII yang mengatur tentang perjalanan dinas;

belanja pengadaan tanah:
1. bukti kas;

2. bukti pembayaran yang sah/kwitansi/daftar penerimaan;
3. bukti transfer (jika perlu);
4

berita acara pelepasan hak atas tanah yang diterbitkan oleh
notaris dan/atau sertifikat dan/atau surat lain yang sah; dan

keputusan bupati tentang pembentukan tim pengadaan tanah.

b

Pasal 109

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, penerima hibah, bantuan
sosial, bantuan keuangan selaku obyek terperiksa wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilengkapi bukti
pendukung yang sah kepada auditor internal/auditor eksternal
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum disampaikan, maka akan menjadi
pertimbangan untuk pemberian dana bantuan berikutnya.

BAB V
BEKERJA DI LUAR JAM DINAS/LEMBUR

Pasal 110

Untuk kepentingan dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai
Negeri Sipil dapat diperintahkan untuk bekerja diluar jam
dinas/kerja lembur.

Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan surat perintah kerja lembur (SPK-Lembur) yang
dikeluarkan oleh kepala SKPD/unit kerja.

Waktu bekerja diluar jam dinas/kerja lembur dalam sehari paling
sedikit 2 (dua) jam dan paling lama 3 (tiga) jam.

Waktu bekerja diluar jam dinas/kerja lembur yang dilakukan pada
hari libur, dalam sehari dapat dilakukan selama lebih dari 3 (tiga)
jam dan maksimum selama 6 (enam) jam.
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Besaran Uang Lembur serta Uang Makan dan Minum Lembur
diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 111

Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya penunjang operasional
untuk mendukung pelaksanaan tugasnya yang disesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur sebagai berikut:

a. Bupati diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu
anggaran;

b. Wakil Bupati diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari
pagu anggaran.

: BAB VII
BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

STRUKTURAL/TEKNIS FUNGSIONAL DAN PELATIHAN PRAJABATAN

(1)

(3)

Pasal 112

Bagi pejabat/pegawai/calon pegawai yang akan/telah menduduki
jabatan tertentu yang ditugasi mengikuti pendidikan dan pelatihan
(diklat) kepemimpinan struktural/teknis fungsional diberikan
biaya diklat.

Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pelatihan
prajabatan sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri
Sipil diberikan biaya pelatihan prajabatan sesuai kemampuan
keuangan daerah.

Besaran biaya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
struktural/teknis fungsional dan pelatihan prajabatan diatur
dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Asas Umum Perjalanan Dinas

Pasal 113

Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat
kedudukan semula.

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
sebagai berikut:
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se%ek‘tif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan;

efisien yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan
secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;

efektif yaitu perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian
kinerja SKPD; dan

akuntabel yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan

dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan
dinas.

Bagian Kedua
Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 114

Perjalanan dinas digolongkan menjadi:

a.

b.

perjalanan dinas dalam negeri yaitu perjalanan dinas ke luar

tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik
Indonesia;

perjalanan dinas luar negeri yaitu perjalanan dinas yang
melewati batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari:

a.

perjalanan dinas biasa, yaitu perjalanan dinas jabatan melewati
batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah,
pegawali negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

perjalanan dinas tetap, yaitu perjalanan dinas tetap yang
dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang
melaksanakan perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk
pelayanan masyarakat, seperti perjalanan dinas oleh tenaga
penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan
lainnya;

perjalanan dinas dalam kota, yaitu perjalanan dinas di dalam
kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap,
dan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam
termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam
rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya;

perjalanan dinas paket meeting dalam kota, yaitu perjalanan
dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah
penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah
penyelenggara di dalam kota daerah peserta dan biaya
perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah
peserta; dan
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perjalanan dinas paket meeting luar kota, yaitu perjalanan
dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di Iuar kota pada pemerintah daerah
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah
penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah

daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung
oleh pemerintah daerah peserta.

(3) Biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah daerah
penyelenggara maupun pemerintah daerah peserta sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e meliputi:

a.

biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau

narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari
luar kota;

biaya paket meeting (halfday/ fullday/ fullboard),

uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber
baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; dan

uang harian dan/atau biaya penginapan  peserta,
panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami
kesulitan transportasi.

(4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
pula perjalanan dinas dalam hal:

a.
b;

o

pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

mengikuti rapat, seminar, pelatihan, workshop, pameran,
promosi daerah, lomba dan sejenisnya;

pengumandahan (detasering);
menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

memberi keterangan atau menjadi saksi terhadap kasus terkait
tugas dan jabatan;

mengikuti pendidikan tugas belajar setara diploma/S1/S2/33;
mengikuti pendidikan dan pelatihan;

menjemput/mengantarkan ketempat jenazah bupati dan wakil
bupati/pimpinan dan anggota DPRD /pegawai ASN yang
meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;

menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah
bupati dan wakil bupati/pimpinan dan anggota DPRD/Pegawai
ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke
kota tempat pemakaman; dan

pegawai negeri sipil diluar instansi pemerintah daerah yang
melakukan perjalanan dinas sesuai nota kesepakatan atau
perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah.
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 115

Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang
berwenang dan tertuang dalam SPT.

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai
berikut:

a. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil
Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati;

b. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris
Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas
persetujuan Bupati,

c. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan

Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Unsur Pimpinan
DPRD;

d. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD,
Staf Ahli Bupati, dan Asisten Sekretaris Daerah, SPT
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

e. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan eselon III, eselon IV
dan staf dari setiap SKPD, SPT ditandatangani oleh Kepala
SKPD;

f. untuk perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan
Anggota TP-PKK dan/atau Dekranasda yang biaya perjalanan
dinasnya dibebankan pada SKPD, SPT ditandatangani oleh
Kepala SKPD.

g. untuk perjalanan dinas khusus masyarakat yang mengikuti
kegiatan seminar, workshop, lokakarya, monitoring, sosialisasi,
studi banding, kegiatan promosi, kursus, lomba dan sejenisnya
yang dilaksanakan di luar daerah dan merupakan bagian dari
pelaksanaan kegiatan SKPD, SPT ditandatangani oleh Kepala
SKPD.

Kewenangan penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g
dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

a. pemberi tugas;

b. pelaksana tugas;

c. waktu pelaksanaan tugas;

d. tempat pelaksanaan tugas; dan
e. maksud pelaksanaan tugas.

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan
Surat Perjalanan Dinas (SPD).
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SPD_pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Setigp pe;laksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan
hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang menerbitkan SPT dan

terhadap hasil perjalanan dinas yang bersifat khusus dilaporkan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Pasal 116

Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari:
biaya transportasi;
biaya penginapan;
sewa kendaraan dalam kota;
uang harian;
uang representasi;
biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri; dan

biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/rapid test
antigen/PCR test/swab test/pemeriksaan sejenis) sepanjang
dalam masa pandemi COVID-19.

R R B L

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

Biaya yang dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bilamana telah dilengkapi dengan bukti yang sah.

Khusus untuk biaya pemetian jenazah termasuk yang
berhubungan dengan pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 114 ayat (4) huruf h dan huruf i dibayarkan sesuai
dengan biaya riil yang dilengkapi dengan bukti yang sah.

Khusus wuntuk biaya angkutan jenazah termasuk yang
berhubungan dengan pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud
pada pasal 114 ayat (4) huruf h dan huruf i dibayarkan sesuai
dengan biaya riil yang dilengkapi dengan bukti yang sah.

Besaran satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur terpisah melalui Peraturan Bupati tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah.

Pasal 117

Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116
ayat (1) huruf a meliputi biaya transportasi laut, darat dan/atau
udara pergi pulang (PP) dari pelabuhan bandara/terminal/stasiun
keberangkatan suatu kota ke pelabuhan/bandara/terminal/
stasiun kota tujuan.
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Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta
biaya retribusi lainnya.

Dalam_ melakukan perjalanan dinas, satuan biaya transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode at cost

(sesuai bukti pengeluaran) dan dapat diberikan uang muka biaya
transportasi.

Uang muka biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diberikan maksimal 50% (lima puluh persen) dari standar yang
ditetapkan dan akan dipertanggungjawabkan sesuai bukti
pengeluaran.

Khusus untuk biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4) huruf h dan huruf i diberikan
tambahan biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 118

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1)
huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel
atau tempat menginap lainnya.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
secara at coast (sesuai bukti pembayaran/bill payment).

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan
fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya, kepada yang
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
persen} dari tarif hotel atau penginapan dengan standar hotel
dalam ibu kota provinsi tempat tujuan.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan
secara lumpsum.

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk
melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya,
seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada
hotel/penginapan yang sama.

Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya
hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Tahun Anggaran 2023, maka pelaksana perjalanan dinas
menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada
hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 119

Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
116 ayat (1) huruf ¢ dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati
dan Pimpinan DPRD yang melakukan perjalanan dinas.

Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah
termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
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Pasal 120

(1) | Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1)
huruf d merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi
pelaksana perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk:

a. uang makan;
b. uang transport lokal; dan

Cc. uang saku.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
secara lumpsum, yang besarannya diatur dalam Peraturan Bupati

tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Tahun Anggaran 2023.

Pasal 121

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1)
huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD,
Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Sekretaris DPRD/Pelaksana Tugas
Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Pelaksana Tugas Kepala Dinas, dan

Kepala Badan/Pelaksana Tugas Kepala Badan selama melakukan
perjalanan dinas.

Pasal 122

(1) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 116 ayat (1) huruf f merupakan biaya yang digunakan
untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali
perjalanan taksi antara lain:

a. satuan Dbiaya taksi keberangkatan dari kantor tempat
kedudukan asal menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun
keberangkatan ke tempat tujuan;

b. satuan biaya taksi Keberangkatan dari
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju
tempat tujuan;

c. satuan biaya taksi kepulangan dari tempat tujuan menuju
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke
tempat kedudukan asal;

d. satuan biaya taksi Kepulangan dari bandara/pelabuhan/
terminal/stasiun  kedatangan menuju  kantor tempat
kedudukan asal.

(2) Dalam setiap satu kali perjalanan dinas dalam negeri, pelaksana
perjalanan dinas diberikan biaya taksi maksimal sebanyak 4
(empat) kali perjalanan taksi.

(3) Standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumsum berdasarkan
besaran yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar
Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran
2023.
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Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat melebihi
besaran standar biaya yang telah ditetapkan sebagaimana

d.i‘maksud pada ayat (3) sepanjang didukung dengan pengeluaran
riil (pembiayaan secara at cost).

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya berlaku untuk perjalanan dinas wilayah luar
daerah Kabupaten Wakatobi.

Pasal 123

Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/ rapid test
antigen/PCR test/swab test/pemeriksaan sejenis) sepanjang dalam
masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116
ayat (1) huruf g dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas

yang dalam perjalanannya disyaratkan untuk melakukan rapid
test/ PCR test/swab test.

Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan secara at cost.

Bagian Kelima
Jumlah Hari Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 124

Jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah dalam
daerah maksimal 3 (tiga) hari.

Jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar
daerah sebagai berikut:

a. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah dalam provinsi
dengan pelaksanaan kegiatan selama 1-2 (satu sampai dua)
hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 4 (empat) hari;

b. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah dalam provinsi
dengan pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) hari diberikan
waktu perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari;

c. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi
dengan pelaksanaan kegiatan selama 1-2 (satu sampai dua)
hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari;

d. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi
dengan pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) hari diberikan
waktu perjalanan dinas maksimal 6 (enam) hari;

e. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi
dengan pelaksanaan kegiatan selama 4 (empat) hari diberikan
waktu perjalanan dinas maksimal 7 (tujuh) hari; dan

f. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi
dengan pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) hari diberikan
waktu perjalanan dinas maksimal 7 (tujuh) hari.
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(3) Kggiatan perjalanan dinas dalam rangka kajian antar daerah
ditentukan secara selektif dan dibatasi waktunya maksimal 5 (lima)
hari untuk luar provinsi, dan 4 (empat) hari untuk dalam provinsi.

(4) thsus Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan kegiatan
perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi yang
kegiatannya bersambung disesuaikan dengan jadwal kegiatan

sampai selesai dan dibayarkan uang harian sesuai jumlah hari
pelaksanaan tugas.

(5) Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati dalam melakukan
kegiatan perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi
mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan uang harian
sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas mendampingi Bupati dan
Wakil Bupati.

(6) Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka rapat/
sosialisasi/seminar/bimtek/diklat/workshop dan sejenisnya
diberikan jumlah hari perjalanan sesuai surat undangan
pelaksanaan kegiatan.

(7) Peserta diklat/workshop dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya diberikan biaya

kepesertaan secara at cost (sesuai kwitansi dari penyelenggara
kegiatan).

(8) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Inspektorat
untuk melakukan pemeriksaan dalam daerah dapat dilakukan
lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan dan surat tugas.

(9) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Wakatobi untuk melakukan pengurusan Kepegawaian
dapat dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan dan
surat tugas.

(10) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan konsinyering
penyusunan laporan Kkeuangan Pemerintah Daerah dapat
dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan dan surat
tugas.

(11) Perjalanan dinas dalam rangka rapat sosialisasi/seminar/
bimtek/Diklat/workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh
badan/lembaga Diklat kementerian dapat dilakukan lebih dari 7
(tujuh) hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan sampai selesai.

(12) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan reses anggota DPRD
dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari disesuaikan dengan jadwal
kegiatan dan surat tugas.

(13) Perjalanan dinas anggota DPRD dalam rangka sosialisasi peraturan
perundang-undangan dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari
disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan surat tugas.

Pasal 125

(1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari
sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) dan
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tldak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPD, dapat
diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang
representasi, dan sewa kendaraan.

Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan
sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dimintakan pada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan
melampirkan dokumen berupa:

a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/ kepala
bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau

b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya

penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan pada DPA-
SKPD yang bersangkutan.

Dalam hal hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang
ditetapkan dalam SPD dan SPT, pelaksana SPD harus
mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang
representasi, dan sewa kendaraan yang telah diterimanya kepada
PA/KPA.

Bagian Keenam
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 126

Satuan biaya transportasi luar negeri diperuntukan bagi pembelian
tiket pesawat udara dari bandara tempat berkedudukan, pindah
pesawat ke berbagai bandara kota tujuan diluar negeri PP.

Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta
biaya retribusi lainnya.

Dalam melakukan perjalanan dinas, satuan biaya transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode at cost
(sesuai bukti pengeluaran) dan diberikan uang muka biaya
transportasi.

Uang muka biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diberikan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari standar
yang ditetapkan dan akan dipertanggungjawabkan sesuai bukti
pengeluaran.

Jika bukti pengeluaran (tiket) lebih besar dari uang muka, maka
akan mengajukan reimburstment (tambahan biaya) kepada
bendahara pengeluaran dan/atau bukti pengeluaran (tiket) lebih
kecil dari uang muka, maka kelebihan uang muka akan
dikembalikan ke kas bendahara pengeluaran.

Uang harian dan operasional luar negeri ditetapkan untuk
komponen biaya perjalanan dinas Luar Negeri perhari meliputi
biaya penginapan dan uang harian (uang saku, transport lokal dan
uang makan).
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Perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapatkan izin dari
pejabat yang berwenang dan melaporkan hasil perjalanan dinas
kepada Bupati secara tertulis.

Perjalanan dinas ke luar negeri hanya diperuntukkan bagi kegiatan
yang merupakan agenda Pemerintah sebagai berikut:

a. kegiatan rapat, simposium dan seminar yang didukung dengan
undangan resmi dari kementerian/lembaga negara dan badan
dunia/internasional untuk bertindak mewakili pemerintah
daerah dan/atau pemerintah pusat;

b. kegiatan promosi daerah yang kegiatannya sangat signifikan

bagi kepentingan daerah dan pelaksanaannya harus mendapat
persetujuan Bupati.

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala SKPD, Pegawai ASN
dan Pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri
dapat diberi fasilitas sewa kendaraan sesuai dengan
peruntukannya dan diberikan secara at cost (sesuai pengeluaran).

(10) Besaran satuan biaya perjalanan dinas luar negeri diatur tersendiri

dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga
Pemerintah Daerah.

(11) Format kelengkapan dokumen perjalanan dinas tercantum dalam

(2)

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 127

Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan
dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada
PA/KPA paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah perjalanan dinas
selesai dilaksanakan.

Pertanggungjawaban  biaya perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:

a. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD dan pejabat
ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang
menjadi tempat tujuan perjalanan dinas (lembar 1 dan lembar 2);

c. rincian perjalanan dinas;
tiket penumpang dan boarding pass (khusus tiket pesawat);

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa

kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh
badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan,

f.  bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
g. bukti rapid test atau sejenisnya (menyesuaikan);

h. bukti pengeluaran riil (jika ada).

i. laporan hasil perjalanan dinas; dan

j. bukti kas.
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Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf j minimal memuat:

a. dasar perjalanan dinas;
b. maksud dan tujuan perjalanan dinas;

c. waktu pelaksanaan perjalanan dinas; dan
d. laporan hasil kegiatan.

Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau hotel atau
tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya

perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pemateri/ narasumber
kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/pelatihan/ kegiatan sejenis
melampirkan dokumen berupa:

surat permohonan narasumber dari SKPD;

surat persetujuan sebagai narasumber/surat perintah tugas;
rincian biaya perjalanan,

tiket penumpang dan/atau boarding pass (tiket pesawat);
bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
bukti rapid test atau sejenisnya (menyesuaikan); dan

bukti kas.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas peserta kegiatan
seminar/rakor/sosialisasi/pelatihan/lomba/kegiatan sejenis dalam
daerah khusus non ASN melampirkan dokumen berupa:

@ ™m0 Q0 TP

a. undangan;

b. daftar rincian biaya perjalanan dinas peserta (kolektif);
c. tiket penumpang; dan

d. bukti kas.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas peserta kegiatan
seminar/rakor/sosialisasi/pelatihan/ lomba/kegiatan sejenis luar
daerah khusus non ASN melampirkan dokumen berupa:

a. undangan,

b. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1);

tiket penumpang dan/atau boarding pass (tiket pesawat);
bukti rapid test atau sejenisnya (menyesuaikan);

bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
daftar rincian biaya perjalanan dinas peserta (kolektif); dan
bukti kas.

@ ™o a0
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Pasal 128

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya
pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.

D.okumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan
biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari
Kepala SKPD pelaksana SPD;

surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan
dinas; dan

pernyataan / tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor
dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi
dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.

Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.

b.

biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan;
atau

sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya
penginapan yang tidak dapat dikembalikan / refund.

BAB IX
PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 129

Pergeseran anggaran belanja dapat dilakukan apabila terdapat
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran.

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a.

program, kegiatan, dan sub kegiatan pelayanan dasar
masyarakat yang belum tersedia dan/atau belum tercukupi
dalam tahun anggaran berjalan,;

pergeseran yang disebabkan adanya penambahan atau
pengurangan pagu anggaran belanja baik objek belanja, rincian
objek belanja maupun uraian dalam rincian objek belanja
dengan tidak mengurangi jumlah anggaran yang ditetapkan
dalam DPA;

pergeseran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk
teknis/petunjuk operasional terhadap kegiatan yang bersumber
dari dana transfer pemerintah pusat dan/atau dana transfer
pemerintah provinsi yang sudah jelas peruntukannya;

pergeseran yang disebabkan adanya penerimaan dari
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, serta dana
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transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya yang belum
cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD;

e. pergeseran yang disebabkan adanya kebijakan dari pemerintah
pusat;

f. pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih
perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau
pergeseran  belanja  tidak  terduga untuk  bantuan
penanggulangan bencana alam/bencana sosial;

g. penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-
obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan ke dalam
RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan
kegiatan dimaksud;

h. penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan
disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa yang dilanda
bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Dbelanja
bantuan keuangan;

i. pergeseran yang disebabkan adanya keadaan kahar dan/atau
keadaan luar biasa yang harus merubah anggaran; dan

j. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua
Jenis dan Mekanisme Pergeseran Anggaran

Pasal 130

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat
(1) dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar
program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok,
antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau antar sub
rincian objek.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:

a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan

b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD.

Pergeseran angggaran yang menyebabkan perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:

pergeseran antar organisasi;
pergeseran antar unit organisasi;
pergeseran antar program,
pergeseran antar kegiatan;
pergeseran antar sub kegiatan;
pergeseran antar kelompok; dan

I

pergeseran antar jenis.
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Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:

a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub
kegiatan berkenaan;

b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub
kegiatan berkenaan;

C. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang
sama pada sub kegiatan berkenaan; dan

d. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek;

Pergesaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d
dapat berupa perubahan lokasi, perubahan uraian keterangan,
perubahan harga satuan berdasarkan jenis barang/jasa, dan/atau
volume.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,
huruf b, dan huruf ¢ dapat dilakukan melalui perubahan RKA
SKPD untuk selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahan Peraturan Bupati
tentang perubahan penjabaran APBD;

Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagiamana
dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat dilakukan melalui
penyusunan perubahan DPA SKPD pada tahapan pelaksanaan
tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD dan/atau perubahan Peraturan Bupati tentang perubahan
penjabaran APBD;

Pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan untuk
kelompok Dbelanja modal bilamana pergeseran tersebut
menyebabkan perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah.

Pasal 131

Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2)
huruf a dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui
Peraturan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional maupun daerah diantaranya:
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program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang belum

tersedia dan/atau belum tercukupi dalam tahun anggaran
berjalan;

penyesuaian belanja pada program, kegiatan, maupun sub
kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas
peruntukannya, dana darurat yang diterima daerah pada tahap
pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang
belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan;

penyesuaian belanja pada program, kegiatan, maupun sub
kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas
peruntukannya, dana darurat yang diterima daerah pada tahap
pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang
belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan;

adanya kebijakan mendesak dari pemerintah pusat yang
menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar organisasi,
unit organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
dan/atau jenis;

keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan/atau masyarakat;

pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih
perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau
pergeseran belanja  tidak terduga untuk  bantuan

penanggulangan bencana alam/non alam, dan/atau bencana
sosial; dan

pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih
perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya untuk
pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:

1. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima
pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan
pembayaran; dan

2. akibat putusan pengadilan yang telah mempunya kekuatan
hukum tetap (incracht) dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
meliputi:

a.

kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib; dan

pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan.

Jika pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran anggaran
ditampung dalam Perda Perubahan APBD.
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Jika pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam laporan
realisasi anggaran.

Pasal 132

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
yang dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan tanpa

melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
terlebih dahulu.

Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan
Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pergeseran anggaran yang dilakukan setelah ditetapkannya
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD harus dilaporkan
dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Semua pergeseran dapat dilakukan berdasarkan perubahan DPA-
SKPD.

Pasal 133

Pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan menyusun
perubahan DPA-SKPD.

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD
mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.

Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Pasal 134

Kepala SKPD mengusulkan pergeseran anggaran untuk evaluasi
oleh TAPD disertai dengan:

a. penjelasan latar belakang dilakukannya pergeseran;
b. rencana perubahan DPA;
c. realisasi anggaran yang akan mengalami pergeseran.

Hasil evaluasi oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:

a. menerbitkan berita acara persetujuan jika pergeseran anggaran
tidak merubah perda APBD;

b. tidak menerbitkan berita acara persetujuan jika pergeseran
anggaran merubah perda APBD; dan

c. menerbitkan berita acara persetujuan jika pergeseran anggaran
merubah perda APBD disebabkan kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1).
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Sekretaris Daerah berdasarkan berita acara persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat
keputusan persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar objek
dalam jenis yang sama pada sub kegiatan berkenaan.

PPKD Dberdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat keputusan
persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar rincian objek

dalam objek yang sama dalam satu jenis pada sub kegiatan
berkenaan.

PPKD Dberdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat keputusan
persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar sub rincian objek
dalam rincian objek dan dalam objek yang sama dalam satu jenis
pada sub kegiatan berkenaan.

PPKD berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat keputusan

persetujuan terhadap pergeseran anggaran atas uraian dari sub
rincian objek.

Berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c:

a. PPKD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran APBD;

b. Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan
Bupati; dan

c. PPKD menyiapkan surat Bupati perihal pemberitahuan atas
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada
pimpinan DPRD.

PA menyiapkan rancangan perubahan anggaran kas.

Berdasarkan rancangan perubahan anggaran kas sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), PA menyiapkan rancangan perubahan

DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.

Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

Format kelengkapan dokumen pergeseran anggaran tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama

Pasal 135

Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
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(2)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan

(1)

(6)

(7)

(8)

perbanc?iingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode
Ja_nual} s.d. Juni pada tahun anggaran berkenaan serta
menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

pendapatan-LRA;
belanja;

transfer;
surplus/defisit-LRA;

pembiayaan; dan

I I N

sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran.

Pasal 136

PPK-SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD

dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk
ditandatangani.

Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti
ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam
penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan

realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang
diserahkan oleh PPK SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku PA menandatangani
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD.

Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani
kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester
pertama berakhir.

Dalam hal laporan realisasi semester pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terlambat disampaikan, maka akan
dilakukan penundaan penerbitan SP2D Ganti Uang.

Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), PPKD selaku BUD melalui bidang akuntansi dan pelaporan
melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD
dengan:

a. pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan

b. pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada
di BUD.

Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dinyatakan telah sesuai, PPKD selaku BUD menggabungkan
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD
menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
pemerintah daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Draft laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
pemerintah daerah hasil penggabungan sebagaimana dimaksud
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pada ayat (7) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku

koordinator pengelolaan keuangan daerah untuk mendapat
persetujuan.

Setelah disetujui, draft sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani paling lambat
minggu ketiga bulan Juli.

Bupati menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD

dan prognosis pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat
akhir bulan Juli.

Laporan realisasi semester pertama sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (4) di dilampiri dengan:

a. pernyataan tanggung jawab kepala SKPD per 30 Juni 2023;

b. hasil verifikasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan
bendahara pemerintah daerah semester II tahun anggaran
2022 dan semester I Tahun Anggaran 2023 dari Bidang

Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Wakatobi;

c. rekening koran per 30 Juni 2023;
penjabaran LRA per 30 Juni 2023;

e. ringkasan LRA Pendapatan dan Belanja Daerah per 30 Juni
2023;

f. register SP2D UP/GU/TU /LS /nihil per 30 Juni 2023;

g. SPJ pendapatan fungsional per 30 Juni 2023;

h. SPJ belanja fungsional per 30 Juni 2023;

i. STS pengembalian pembayaran per 30 Juni 2023;

j. STS pengembalian TU per 30 Juni 2023;

k. buku pajak, PPN/PPh/pajak daerah per 30 Juni 2023;

1. jurnal penyesuaian per 30 Juni 2023 (jika ada);

m. jurnal koreksi per 30 Juni 2023 (jika aday;

n. bukti memorial jurnal dan pembukuan per 30 Juni 2023 (jika

ada);
o. SP2T (Surat Pengesahan Pendapatan Transfer) untuk
pengakuan pendapatan transfer dana desa,

p. SP2DK (Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi) untuk
pengakuan pendapatan dana kapitasi; dan

q. SPB dan SP2B bagi laporan dana BOS, BLUD, dana desa dan
JKN pada FKTP per 30 Juni 2023;

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 137

PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran
berkenaan dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran
untuk ditetapkan sebagai laporan keuangan SKPD.
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Lgporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan pada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan

keuangan Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 bulan
Januari tahun berikutnya.

Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terlambat disampaikan, maka akan dilakukan penundaan
penerbitan SP2D Uang Persediaan.

Pasal 138

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137
ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi anggaran (LRA);

b. neraca;

c. laporan operasional (LO);

d. laporan perubahan ekuitas (LPE); dan
e. catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan:

a. pernyataan tanggung jawab kepala SKPD per 31 Desember
2023;

b. hasil verifikasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan
bendahara pemerintah daerah semester Il tahun anggaran
2022 dan semester I Tahun Anggaran 2023 dari Bidang
Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Wakatobi,

rekening koran per 31 Desember 2023;
penjabaran LRA per 31 Desember 2023;
register SP2D UP/GU/TU/LS /nihil per 31 Desember 2023:

BKU bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran
tahun 2023;

SPJ pendapatan fungsional per 31 Desember 2023;
h. SPJ belanja fungsional per 31 Desember 2023;
i. STS pengembalian sisa UP/TU per 31 Desember 2023;

j. STS pengembalian akibat kesalahan pembayaran per 31
Desember 2023;

k. buku pajak, PPN/PPh/pajak daerah 31 Desember 2023;

1. rekap piutang pendapatan tahun 2022 yang terbayar pada
tahun 2023;

m. daftar piutang pendapatan per 31 Desember 2023;

- 0 a0

e

n. rekap penyisihan piutang pendapatan tahun 2022 yang
terbayar pada tahun 2023;

o. daftar penyisihan piutang pendapatan per 31 Desember 2023;
berita acara rekonsiliasi persediaan per 31 Desember 2023;
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q. rekap berita acara perhitungan fisik persediaan 31 Desember
2023:

r. kartu persediaan per 31 Desember 2023 (metode FIFO);
s. rekap persediaan per 31 Desember 2023;

t. rincian barang persediaan per 31 Desember 2023 (khusus
persediaan obat lampirkan obat program dan obat kadarluarsa
s.d 31 Desember 2023);

u. mutasi penyesuaian aset tetap dan aset lainnya per 31
Desember 2023;

laporan rekapitulasi penyusutan per 31 Desember 2023;
. daftar mutasi aset tetap per 31 Desember 2023;

daftar mutasi aset lainnya per 31 Desember 2023;

daftar beban pegawai per 31 Desember 2023;

daftar beban jasa per 31 Desember 2023;

. daftar penyelesaian utang jangka pendek lainya s.d 31
Desember 2023;

daftar utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023;

perbandingan prestasi pekerjaan dengan realisasi keuangan per
31 Desember 2023;

aa. daftar pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengadaan
barang/jasa SKPD per 31 Desember 2023;

bb. jurnal balik per 31 Desember 2023;
cc. jurnal penyesuaian per 31 Desember 2023;
dd. jurnal koreksi per 31 Desember 2023;

ee. bukti memorial jurnal dan pembukuan (jika ada) per 31
Desember 2023;

ff. register data kontrak per 31 Desember 2023;

gg. SP2T (Surat Pengesahan Pendapatan Transfer) untuk
pengakuan pendapatan transfer dana desa;

hh.SP2DK (Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi) untuk
pengakuan pendapatan dana kapitasi; dan

ii. SPB dan SP2B bagi laporan dana BOS, BLUD, dana desa dan
JKN pada FKTP per 31 Desember 2023;

jj. rincian penerimaan dan pengeluaran dana BOS s.d 31
Desember 2023;

kk. rincian penerimaan dan pengeluaran dana JKN pada FKTP s.d
31 Desember 2023; dan

1I. rincian penerimaan dan pengeluaran BLUD s.d 31 desember
2023.

§ N T K g =

po Q@
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Pasal 139

PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan
cara menggabungkan laporan keuangan SKPD paling lambat 3
(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

laporan realisasi anggaran (LRA);

laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSal);
neraca;

laporan operasional (LO);
laporan arus kas (LAK);
laporan perubahan ekuitas (LPE); dan

-0 a0 oo

g catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur
standar akuntansi pemerintahan dan dilampiri dengan ikhtisar
realisasi kinerja, laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah,
dan laporan realisasi APBD.

Pasal 140

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat
(2) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir, setelah dilakukan review oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Wakatobi.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan surat pernyataan pertanggungjawaban Bupati yang
menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil
pemeriksaan BPK.

Pasal 141

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan
keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan
kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
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Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan
keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 142

Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan

keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersama
DPRD untuk mendapat persetujuan bersama yang dituangkan
dalam berita acara persetujuan.

Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 143

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
142 ayat (1) dan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 142 ayat (4) disampaikan kepada Gubernur
paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati.

Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada DPRD.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 144

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah
dilaksanakan oleh Bupati.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta
penelitian dan pengembangan.

Hicmsetdawktb 0231007




= 113

Pengawasan_ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan

bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 145

Pfembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3)

(4)

(9)

(8)

(9)

BAB XII
HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pasal 146

Batas pengajuan SPM Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK)
setiap bulannya adalah tanggal 25 bulan sebelumnya.

Pgngajuan SPM Tambahan Penghasilan PNS untuk tahun berjalan
diajukan setiap bulan setelah terbitnya rekomendasi dari
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam rangka penyerapan anggaran, pengajuan SPM disesuaikan
dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) dan Rencana Pencairan Dana
(RPD).

Untuk kegiatan yang progres pekerjaannya kurang dari 50% (lima
puluh persen) sampai berakhirnya masa kontrak, maka PPK
langsung melakukan pemutusan kontrak setelah melaksanakan 3
(tiga) kali Show Cause Meeting (CSM).

Setelah pemutusan Kontrak, PPK wajib melakukan:

a. mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan;

b. mengembalikan sisa uang muka yang telah dibayarkan; dan
c. merekomendasikan Penyedia ke dalam daftar Black List LKPP.

PPK dapat memberikan kesempatan kepada penyedia yang masa
pelaksanaan pekejaannya telah berakhir maksimal 50 (lima puluh)
hari kalender dengan pertimbangan bahwa pekerjaan tersebut
dapat diselesaikan 100%, dengan terlebih dahulu melakukan
addendum kontrak dan perpanjangan masa berlaku jaminan
pelaksanaan (apabila ada).

Untuk kegiatan yang mekanisme pencairannya lewat SPM-LS
pengadaan barang dan jasa (selain LS Rutin), wajib menggunakan
rekening penyedia.

Pengadaan barang melalui e-purchasing/toko daring dengan nilai
sampai dengan Rp10.000.000,00 dapat melalui mekanisme Uang
Persediaan (UP).

Untuk pengadaan tanah, wajib melampirkan Kesesuaian Kegiatan
Penataan Ruang (KKPR) yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi.
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Penyedia dapat mengajukan uang muka setelah PPK menerbitkan

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai dengan klausal yang
diatur dalam kontrak.

Pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada
pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan
dengan ketentuan dilakukan sebagai berikut:

a. tahap konsepsi perancangan sebesar 15% (lima belas persen);
b. tahap pra rancangan sebesar 20% (dua puluh persen);

c. tahap pengembangan rancangan sebesar 25% (dua puluh lima
persen);

d. tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan
gambar detail dan penyusunan rencana kerja dan syarat, serta
rencana anggaran biaya sebesar 20% (dua puluh persen);

e. tahap tender penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5%
(lima persen); dan

f. tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas persen).

Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan secara
bulanan atau tahapan tertentu didasarkan pada prestasi atau
kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik
sampai dengan serah terima pertama (provisional hand over
pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90% (sembilan
puluh persen); dan

b. pengawasan konstruksi tahap Pemeliharaan sampai dengan
serah terima akhir (final hand over) pekerjaan konstruksi
sebesar 10% sepuluh persen).

Pencairan Permintaan untuk pembayaran LS yang masa
kontraknya berakhir antara tanggal 20 s.d. 31 Desember dengan
progres kemajuan pekerjaan 95% (sembilan puluh lima persen)
atau menurut pertimbangan PPK pekerjaan tersebut dapat
diselesaikan, maka dapat dilakukan pembayaran sebesar 100%
(seratus persen) dengan ketentuan penyedia harus menyetor
jaminan/Garansi Bank ke PPK senilai besaran progres pekerjaan
fisik yang belum terselesaikan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 147

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Wakatobi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor
3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 148
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Wakatobi.
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BERITA H KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 7
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FORMAT  KELENGKAPAN
KABUPATEN WAKATOBI

1. Buku Kas Umum BUD

-116 -

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR ‘7 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
ANGGARAN 2023

DOKUMEN PELAKSANAAN  APBD

" PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
 BENDAHARA UMUM DAERAH
. TAHUN ANGGARAN............

BUKU KAS uUMuUM
Periode: i e

Nj;" Tanggal | No. Bukti

Uraian

Penerimaan |Pengeluaran Saldo

Disiapkan oleh,
BUD/KuasaBUD

a%&
2]

Nama
NIP: ...
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2. Register SP2D
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| PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
| REGISTER SP2D
| Beriace L
Mo | TANGGAL NO.§P2D JENIS SPM URAIAN MILAI $P2D
TOTAL
|
senge .‘;yv; <
Fusss BUD
Wi
“asman i de 1
=T 5
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3. Regi#ter surat penolakan penerbitan SP2D

|
| PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBT
[ REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D
g ace ¥

anseaL | el no sem ENIS S URAzAN ML SPH
| S 1
| oA

e g
Aaass BUD
=

|
1

T b T 5 2 vma

I
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4. Laporan Posisi Kas Harian
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_ PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Rekapitulasi Posisi Kas di BUD:
SaldoBank1 :Rp
SaldoBank2 :Rp
dst. :Rp
Total Saldo Kas*: Rp

LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Tahun Anggaran........
ilo No. Bukti Transaksi ok S bancal
T S | ainkh nerimaan | Pengeluaran
Jumlah
Perubahan Posisi Kas horiini
Posisi Kas (H-1)
Posisi Kas (H)

“Total Saldo Kas harus sama dengan Posisi Kas (H)

Disiapkan oleh,
BUD/Kuasa BUD

¥
A

B

Nama
NIP: ...
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5. Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian

REKONSILIASI BANK
Tahun Anggaran.........

.......................

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

1. Saldo Kas Umum Daerah menurut Buku
2. Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank

Selisih

Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat ole h Buku,
belum dicatat oleh Bank
i8. STS No.....
b. Bukti lain yang sah
6. Dst.....

B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Buku,
‘belum dicatat oleh Bank
a 5P2DNo....
b. Bukt Lain yang sah
¢ Dst....

| C. Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank,
'belum dicatat oleh Buku

a. NotaKreditNo....

b. Pendapatan Bunga

c. Pendapatan Jasa Giro

d. Bukti lain yang sah

D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank,
belum dicatat oleh Buku

] a. Nota DebitNo.....

| b. Biaya Administrasi Bank

¢. Bukti Lain yang sah

d. Dst..

R ersimaii sansasnives
Rp... S
Rp.....
3 ¢ S
BPamnerismiimsirsdirid
R eticcaiominiimmmisanie B it sas iy aiins
B e
5]« SORUIE—————
Rp... -

Bendahara Umum Daerah

R
Nama
NIP: ..........
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Pada Hari int, voe. Tenggal coiceinenas Bulan ...ccoemeaia Tehun .eeeeeeeeen. vang bertande tangan
dibawzh it Tun Anggeren Pemerinizh Daersh (TAPD), dan sesuat dengan Surat Sckretarns
Daerah Kabupaten Wekatobt No. .., Tenggal . . perthal pendusunan dan
penvampaian rancangan DPA-SKPD Tehun Anggaran . weleh melakuhen venifikas:

terhadap DPA SKPD Tahun Anggaren 2020 vang dizjukan oleh:

Nama Lenghap @ e
NP R
Jabaten

Adapun hest! venfikast mensatzhan bahwe DPA-SKPD Telal sesuai / Tidak Seswaf dengon
Peraturan Bupet: tentang Penjebearan APBD yvang diurakan sebagar bertkut:

Niaisa SKPD' 2 e

s

Rp.

Jumiah | Rp.

Demihian Berite Acera mi dibuat den ditendatengeni untuk digunahin sebagannana nwestiny 2.

Pihak SKPD lim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD):
Jabatan
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7. Format Persetujuan Sekda atas Pengesahan DPA oleh PPKD

LOGO
PEMERINTAH
DAERAH

PROVINS/KABUPATEN 'KOTA..............

PERSETUJUAN REKAPITULAS!

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DEA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN ...........

Herdasarkan hasil verifikast Tim Anggaran Pemenntah Daerah atas seluruh
dokumen pelaksansan anggaran satuan kerja perangkat dasrah:

a. Namsa
b. NiP

c. Jabatan

menyetujul untuk diaskukan pengesshan atas dokumen pelaksanaan anggasan
satuan kerja perangkat daersh Pemerintah Provins/ Kabupaten /Kota ... sebagai
dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran

Kode Nams Formulr
DEASHPD Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Helan;a SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKFPD Rincian Anggeran Pembiayaan Daerah SKPD

Derm:kian disampatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

wyemmnens TOSEERL L

Disetujui oleh, Disahkan oleh,
Sekretants Dasran #PKD
3!
aﬁbfiﬁ g
2] 9]
Nama Nama
NiE NIP
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8. Format DPA-SKPD

LOGO
PEMERINTAH
DAERAH

PROVINS]/ KABUPATEN/KOTA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
{(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN ...

URUSAN PEMERINTAHAN C X
BIDANG URUSAN §XEXX
ORGANISASI T ONXX.NX

Pengguna Anggeran:

a Nama ¢
b NIP
c Jabatan

Kode Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD Rinclian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayvaan Daerah SKPD

Disahkan oieh, " .; Tangga!l
PPKD Pengguna Anggaran
Y
) 2]
Nama Nama
NiP: ... b NIP:
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9. Format Ringkasan DPA-SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERALL

Provins:/Kabupaten/Kota *}

Tahun

.-1::Eara::, ani

Formulir
DPA/SKPD

Orpganisas:

D X0 XX

Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan

Kode Jumlah
Uraian
Rexenin e (Rp
‘ 2 a
Pendapatan
Belania
Surpius/(Defisit]
Pernerimaan PemOsyean
Pengeiuaran Pembiayaan
Pemzxayvaan Neto
Rencana Reaiisasi Rencans Penarnxan
Pesernimaan per Bulan ) Dana per Bulan % . tanggal
Januar Ko.......... |Januari 5+ » N, Pengguna Anggaran
Februari Rp....oooe..o |Februmred oo
Maret Rp............ [Maret T au
Apxil Ro April 2 Sy (o}
Me: Rp. Met Rz
Juni Rp. Juni REX . oocteic Nama
Juli Ro. Juli 5.5+ MNP covieranse
Apasius Rp. Agastus ;1=
Sepxember Ro Sepzember R sauscvzss Mengesahkan,
Oxtober o Oktober BE . ooiinmn it PPKD
November Rp. November = - S
Desember Rno. Desember e %ﬁ
Jumiah Ro Jumiah RU..onenaiei (o}
Nama
NIP: vovees
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan | Tanca Tangan
1
2
dst

Hkmsetdawktb 0231007
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10. Format DPA-Pendapatan

Halaman.............

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PER.

Provinst/Kabupaten,/ Kota. .......

ANGKAT DAERAH Farmulir DPA-
BENDABATAN
SKED

Tehun Anggaran....

Organisas: @ XN XXX

Rincian Dokumen Felaksanaan Anggaran Pendapatan

Saruan Keria Perangkat Daerah

Kode ey Rincian Perhitungan Jumilah
Uraian

= THTY, sTaT
Rekening Valume ) s

Satuan L 1Rp]

Jumiah

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan©)
e . A2 L.
Januart

wotanggal......

i

Februari Fengguna Anggaran

Maret

April

Mei

Juni
Juli
Agustus

September
Oktober

Novermber

Desember

ckEpEEpRER?

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

Nao. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

ol 14

* Sesusi pericdisasi SFD

Hkmsetdawktb 0231007
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11. Format DPA-Belanja

EOKUMEN FELAKSANAAN ANGGARAN
AN KERJA PERANGEAT GAERALL

‘Ko

X. 20X X XX

3 Duicwmen Pelnksansan Geiene Berdasarins Progmm, Kegiatwer car Sub Kegiatan

= gle g .
-] =l3]l. s Lraiarn Lokasi o S, . | Eans |
3 Ak 32 Takbune! | Baana - Btane Tokun+:
: H 2 : et BEE 87
- =1z =z
i ry T E 3 ) 2 2 3 <

SubKemata=

dgs
It

K=gatar

gat

Belana Penuniang Lrusan

o3t

Edarg Urusan

Progras. ..

bz

Rerzaca Peracican Laca pes Buar®
Ro . tangsa.
3 Calece
[ Disetujul oleh, Disiapkan clek,
Ep . Pengguna Anggaran PPED

Ko
Ro
Rp .

NF: ..

Jur

* Sesux dSengan penodisasi SPD

Hkmsetdawktb 0231007
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12; Fo:rmat DPA-Rincian Belanja

DUORKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGRAT DAERAH

Proviiisi/ AsbupRier / Xota.

Tahun Anggarsas.

Formulir DPA-
RINCIAN
BELANJA SKPD

Namaor DPA &

Lrusen Pemenntalien : x
Hidarg Urusan 3.0, 2
Hrogran: T e S——

| mogiston DoC. IO e 5
Organisesi L.
[ £ AE 0 . =
Alokast Taliui -1 Rp. . (terbilang)

Alokesi Telun

Rp. ftechiloa)
L=
Alokesi Tahun =1

: Rp. . terbilang)

indikator dar Tolek Lkur Xiners aegistar
Tolak Ukur xeris

brd tkator
Mosuker
Aeolusran

Hastl

mmmak Sosararn

Target Kinerja

WEglater::

Sub Kegioronr
Sumber Perdenconr
Lokes:
Keluarar Sub Kegiotan

M08 3% = 4

L Proninsl sampel Aecamatans, nebupaten Xots sempet Dess/Kelurshan)
: IRGentiles, dengan setuan disemakan: dergar sub kegiatan)

Waliryu Pel et -1 58 3 M\.\ig_l. Sompat_ .
Ketarongan 2
Kode Rizian Perbitucgern SJumlal:
Rekening Uraian ¥oe fisien ¢ Satizan | Hargs PR {Rp
Vaolums i
Jumlel Avggeran Sub Regiotar
Sub Ksgiotan %300 XK

Sumber Pendonaarn
Lokasi
Keinorar Sub Kegiaran

[ Provinsi sempsl kecon: star, Rab Kote sampal Dess/Kelurahan)
s iXuantites, dergan sor

- disemakar dergan seub kegiaran
Wkt Peloksansan : Mulsi. . Sampal.
Kelerangel: i
Kode Risian Perbiiun g surnial
Reksing Uraian Koelisien / Satuan | Herga PEN PRp
Valume
Jurlal cEgerer Sub J=gioter
HRercaing Perarikar Dara per Bulan®
grruatrl Rp. PR e i gtanggal.
bruari L Perggune AnEESren
Rp. ..
Rp.
2p
RE. o oo
B s fiea s
ARUSIUS Rp . .‘.eng::n#zkuu.
Seprember Hp. - PEAL
Qletober Rp.i.o ocoais
Nowember [
Dessimber Ry
Jumlal Rp.
T Arggerel femerintel Dasral:
No. Nama NiE Jabstar Tarda Torngon
Pl
dst

*| Gasuni dergar periodisest SPD

Hkmsetdawktb 0231007
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13. Format DPA Pembiayaan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEVBIAY AAN
Provinsi/Kabupaten/Kota........ SKPD
Tahun Anggaran......
Rincian Dolcamen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pemiayaan
Saruan Kerja Perangkar Daerah

Organisast DXL XXX s
Kode Jumiah
) Uraian -
Rekening IRpi

Jumlah Penerimaan Pembiavaan

Jumiah Pengeluaran Pembiayaan

Jumiah
Rencana Realisasi Pendapatan per
Bulan®)

Januari RO rosioremnrsimsosimmmsized ssewsssasy tanggal.........
Felxruar: (0 o N By Pengguna Anggaran
Maret RO sus sitsise
Met L Nama
Juni R visnanimisinssamsssinss NIP
Juli LT
Agustus Rp e Mengesahkan,
Seprember Ro S PPKD
Oxroder Rp....... s SR AR SRR oy
Novemer B ainavasasas s L
Desember Ry T Nama

JumlahiRp...cooeoeaiiiariairene. NP caivesnas

Tim Anggaran Pemerintah Daeran

No. Nama NP Jabatan |Tanda Tangan

2

dst

* Sesual dengan pericdisas: SPD

Hkmsetdawktb 0231007
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14. Format Rencana Anggaran Kas (RAK) SKPD

PR MBI .
490
ASEGHEIN 146 SPT

4 3 i H
1 4 ] 1
H 1
e b ke fot s Batnr A H i |
b : i
T
ki i i
L Bt bd rputee
T + —
A i i k } :
H i y
somind s B g G i e g [ |
s e b
S b e T SN T i i
< dertpaamye bt i ! £ & .

ﬁkmsetdawktb 0231007
|
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15 Foq.'nat Anggaran Kas Pemerintah Daerah

e

S S (N SO ANE. e T

i
S
i
Tighe Swrwiage 2z i i 5 b
¥ ] | ! -
i 1 { i ¥
1 ! 4 ¥
T

e At gt

g S
s

FE T B e mu Fe s

I P . } i 1 !
| bwoes 3oy § ! i i 1
e |
Bt s Ngame 4 I
J , : !
e o i T e e |
| ‘ b ! i
] ] 1
| " bt isini Aliva T wads i i -
{ e i o { i f |
= i T T T 1
il i ’ 4 . 5 i
| M ; + i + } + 4
| 1 } i | !

il

1 §

T 1 i ! i i :

| t 1 T ! 1 i

i H i L h oW &

| P 5 g 1 * *T ] ?
| i o 1 { } ; i
i i T 1
i 1
i g
{ |
| i
! o
i
| T : | |
{ Vit (ARt ARl i W A TR et ¢ 1 i i
! s T I R H i i i |
‘ L i 4 ] : !
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16. Format Surat Penyediaan Dana (SPD)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

PPKD SELAKU BUD

Menimbang | bahwa untuk melaksanakan anggaran belanjasub kegiaan tahun anggaran .. berdasarkan
DPASKPD/Perubahan OPA-SKPO dan anggaran kasyangteiah ditetapkan, periu disiapkan
nendanans denean mene rhitkan Surat P nverdman Nans 15PN

Mengingst - 1 Pergturan Doersh . .tentang penetapsn APBD/PAPBD Provinsi/Kabupaten/
Kota . . Tahun Angzeran. ...
2. Peraturan Kepola Doeran Nomor... Tahun......... tentang Penjabaran APBD
| Provinsi/Kabupaten/Kota . Tahun Anggaren....... ...

3. DPA-SKPD/ Perubahan DPA-SKPD*] Pravinsi/Kabupaten/Kota... . Tahun ...

| MEMU TU SKAN:

| Serdasarkan Peraturan Oserah ProvinsifKabupaten/Kota....... Tanggal ... Bulan. ...
Tahun......tentang Anggaran Pendapatan dan Be lanjaDaeran Provinsi/Kabupate n/Kcta Tahun Anggaran
. Mienetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai be rikut:

i Dasar Penyedisan Dana:
DPA-SKPO/Perubahan DPA-SKPD
Ditunjukan kepada S5KPO
3 Kepaia SKPD
4 tumish Penyediaan Dana

"

S Untuk Kebutuhan
& ikhtisar Penyediaan Dana

23 Jumlah DanaDPA-SKPD/ Perubahan RPu e v o i s st e
DPA-SKPD (Terbilang. ... ociciir — i
b Akumulas SPD Sebelumny? fp
(Terbilang. .. e R P e ) .
¢ SisaDena yeng be lum di SPD-kan [ T —
d Jumish Donayeng di SPO-kaN 500t i FPiw s sevm rwses ae sersus sres sy 1 s v
(Terbilang. " el
e. Sisalumish Dana DPA- SRTD e as s s om0 4
SKPO/Penaahan DPA-SKPO vang FFEBRION et s simivis o s ass st
belum diSPD-kan
Ketentuan-ketentuan lain
Ditetapkandi.. ...
Pada Tengge! .
PPKD SELAKU BUD

Temduzon diramosha kes 580,
£, nasakiur Nama

[, | e——

Hikmsetdawktbh 0231007
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17. Fod:mat Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD)

Lampiran : Surat Penyediaan Dana {SPD}

Nomor SPD B e o st RS

Tanggal Rt

SKPD R

periode S i b el
; Talhun Anggaran REECE s
. Nomor dan Tanggal DPA- e

SKPD/Perubahan DPA-SKPD

Jumiah i

Jumiah Penyediaan dana R
{terbiiang 4

Ditetapkan Giivmsonee
PadaTanggalin ...

PPKD SELAKU BUD

Nama
W s

Hikmsetdawltb 0231007
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18. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D)

C. Formar Surar Penatausahaan Penerimaan

1. Surat Ketetapan Paiak Daerah
‘ PEMERINTAH SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NO. URUT :
| KABUPATEN WAKATOBI {SKP - DAERAH)
|
Mase
Tehun
Nama .
Alamat
Nomar Pokok Wsjit Paiak Daersh
INPWPL)
Tanggal jarulz temipo
'NO. KODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH JU{;I;;\H

Jumiah Ketetapan Pokok Pajax

Jumlah
Sanks: : a. Bunga
b. Kenaikan

Jumiah Keseluranhan

PERHATIAN

Pengan huruf

Harsp penyetoran dilakukan pada Bank; Berdahars Penerimsasn
Apabila SXPD i tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 20

Lar

sctelal SKPD direrima atau (tanggal jstul tempo) dikenskar sanksi administrasi
berupe bungse sebessr 2% per bulan

..., tanggal

Pejabat Pengelola
Keuangan Daeran

Tar.da Terima

Name
Alamiar
NPWPD

Porong <iosire

siwisaassesy CRDERR

Yang Menerima,

A iCoret yang lidak perlu

Satazen
Fepetapan jumlsh SKP-Unersh didsssrkan pada note pernilungan sebage: dasar penstapan pajaic.

Hkmsetdawktb 0231007




o

19. Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D)

2. Formar Surat Ketetapan Retribusi Daerah

PEMERINTAH SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NO. URUT :
KABUPATEN WAKATOBI (SKR - DAERAH)
hasa
Takun
Nama
Alamar
Nomor Pokak Wajib Retrisusi
Deerah INPWRD)
Targgel jaruh tempo
!
. NO. KODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH JU::;AH

Jumiah Keterapan Poxok
Retribusi

Jumlah
Sankst a. Bunga

b. Kenaikan

Jumlah Keseluruhan

Harsp penyetoran dilskukar pads Bark/ Bendshars Penerimasn ...
Apabils SKPD ini tidak atau kurang dibsyar lewat wekru psling lama 30 hari
sctelan SXPD diterim:a atau (tanggs! jatul tempo) dikeriakan sanksi
admiristrasi berupe bungs scbesar 2% per bulan

Peiabat Pengelola
Keuangan Daerah

NIP.

Tanda Terima

atang dising

Neme
Alamat
NPWPD

No. Urut

SOUE /-4 p1 - A

Yang Menerims,

“4Corel vang Lidsk peric

Calatan:

Penetzpan jumnish SKR-Daerah didessrcan pade nols perhitungan sshagai daser peneispan

Retribusi.

Hkmse’tdawktb 0231007
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PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

¥~ Laoqs Ne 02 ke Manaa LI €ecviang -vang Seaman Kac waadilt

SSPD

[SURAT SETORAN PAJAK DAERAN)

Tanun 202

“ama

Aanx

Nama Jsaia

AmaE Jsana

NPWED

MeyeEnr Dertasaran

Nomor
Tanggal

v 2020

.. XAnKDtA. WRGEDD , KOO POS. -

;[:Fu: . Dsw:
CF‘”T [ JseTec

B{POCET

SK Kac&atan

[:F-::’:-(S DS(?rrn:t_a' at-a
Do T Peneacan 3 e SPTRDL, .. £202.
Masa Pajac YN 3 p SRR SV 12 7 ] Tandn 221
Ca‘a femzayaan T una [ les~
837« gne” ma S&oat ¢ BANK SULTRA , No. Rae ! 10501020000038
Jraan 1 Pajac Rumat Maan ... Suan. ., Taam 282 .
Jengan “NCaT 22187 MAAT SEITA0 $e0a3a Terwt!
L= Lce R g Jan s Pajac wa (Reh
1]4.1.1.02.82.61 et Maan i
man Cag
Terz a7 | 7ga rALS SEMDNEN DUiLh SEMBUAn riBU LpiaT
Raang uatue Teraan Dagrma Qe Wang-Wang, ... 202,
Kas Rag sterTavza Tagan KABIS PENAGIAN Perpear

f=.gas fanerma

Aapnes ice 1

IHkl"nsetdo.‘:!wktb 0231007
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PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

Ba3za" fangeca PaE¢ o3t AZous Dasdt

T

3 - & *asp 1)
AR T ke NELIN IR LI GGG JHAW R AW -

Tarur Pajen ©

SPPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
Palak . ok

£2caca @ Yo

SEPALA SADAN PENGEOA PAJAK & RETRIBJSL CAZRAH

O3 - Vang-hag

NWPD
ara Jsata
Nama Fem o«
| Lgmeangat

PERHATIAN :

1. Harao &S SR ‘angNas 2 (Suajcan diu s gengan

naraf CETAK

{ 2. BB \IMaT Sa0A KOTA YANG TEMSAZ 3 U7TL< JAanAty) yANg S o2er<at

3
avaat 187358 300U an TerautTya

| 4 KEESINCAAT 2€NYENAT 227 TaNgGAa 1250 O A 34N L awan Penanian Sadt Tegaan

Setea 05 T30 273°C&aga0 SavAD 252737430 <2TIa3 <azata Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, za "

A DIISI OLEH WAJIB PAJAK [/ PENANGGUNG PAJAK

1. Tama Do Pajae

Na.

Jaan

70 ume Tanase
M3 TR

=333 Pasa
%a smncer

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT

Joman Pemoa@at 220 Pajad tetang LoTuc Masa Pajae Sedaang [amo fone cony SoxuMen)

2 Amgmng

Daser darigenss & Tard

e Temtang oo e

Jomean Dosce (22,

Jiman

“aanet 1can i

Hkmsetdawktb 0231007




- 137 -

C PERNYATAAN

227237 METYAlAT SA0ETUNTE 3@ 38533 I, WAL 327G -G 5853 187037 «EENIL3T C&LNIANG- 190037
| ATg Zerads, 533 AL 4ANg 53y3 D& asa MENaladdt aoad yatg tedn @M Lenlan.an aset.l a3 leseta
AMTAT-AM2 TATYA 82337 Leny, NGt 0N Jeas

wang-vang .

wajlb pajak
1
| -
. T Tamaes
D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA
| Tter T Tangga
l “ara Peigas
\ 51F
|
{ fomm G s i i
|
|
| e e e e Gt B 87 e o e e e e —— -
{
| No. Formullr
[ TANDA TERIMA
Nama
Alamat
| Nama Usaha

ang-wang. .

Yarg Meneima
|

B i

S 8T L OB &

Hkmsetdawktb 0231007
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Zﬁ. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jrr carons %002 ke Marcer L] Kenviang -dang Seaten b st

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
(DITETAPKAN SECARA JABATAN)

%oma- Nom Seratungan

Nomor : Tahun : ...
Masa Pajak

{ Nema Viejo fmrak i
Yiama iy Peex H
Lamat i
{ Sams Liahe i
| famat Lgsns 1
NELED i
Tanggs Jaan Tempo 1
i

1

“eeranzan
|
| 1. Darzagaramn pasy 17) Uscaegemceny tomor 28 mnn 2003 At Clauest DETMISTIIAST S KEETEATIAT (80 8185 D8 <3888
| xenajoen
o Amoen ng Pamc Jens Pae Jesar Sengenasn 3p) | Gajex Termuascg (Ra)
1
Jumisn

1i Imr pemericssan stal asTratgaT &7ISTSEDLS Coatas, DRGNS
1, Dasa Pengerasn
i Pajexyangternuang
1. wrect ek

“oTDeTIas <S8l ST IaT 1AL sele UV

Setoren pang S Bkuxan

noow

s o
2. Jamiat yeng Se0et Swredtean

| 4 Jumaraswuangan Demoeseran DaOs pase [2-32)
5. Sews aomngr?

a Bungs

5. dene<an

c. Juman mws somnsrs javl)
£, Joman rang Mt enul SRy

Dergen e

SIS ST TS NErUS CUayST SCB 8N S2IACe DETCLT !

LE]
EE-

33
Ha
2 "
£ 302
o e pEm—————
]
L

BERMATIAN |
mergpresan Sost Setores Jmsx Deerar (8590

samamras Den.os Sugs seoess 2h: e Duan

Brao e mores 2 saxan mes. Jenzansts Meenimssn eis. e Jsera-  SANK SULTRA M. Rek. 10561020000036, e~z

3 fosos SEPDND m tosk stas Kiesng SoSiar ST Snst waetc 287g e 1) nar wmms SGFInE n oE-me Ckesssn RS

fang-Seny
<apas Qazan Pegmoa fase & AeT D5 Jsemt

i
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23 Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
!i (SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jm eruky %o Jide ¥arcet 1] desiteng ang Seaten <ad Jaestod

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Nomar R, Tshun : 202..
Masa Pajak [R>S 7 TR . -
Sams Wepo fmas i
Eamat 1
| Nams Laane H]
| Aamet Ugava H
NOWED i
| Targsa lens: Tergo 1
oMY R Ter il gt i
| werangen '

3

i 1 Beezasarcan pass 1TD Lodenpessats 9 28 mnun 2003 teen Clecuesn DeTETasasT AL MET&TATCAT ST M8 DE B<SaNSRT

| xEnaoen:
‘i a Aewernng Paym e Pae Dimter Jemgensen (R | Fame Ternzang (33
PR 0 A L G L O Wise rite | Lottage 323 2,02
{
Jamen alis) 2.2
1l Ies pem<SBaT IS ESTRTEET &7ASTEEDLA T AIBS DENZTILOGET UTIAT /TG TSN NSYLI D0B/ST 508 8T SEDAGS DETA:
i Dmter Pergenann R, 15
i Dmp gang ternasng 25 oy
3, dreds Palsx
8 4omMD=nsAs ke SDNeN SAT AT ISR
5 Setorat yang Cimmikan
| c snemn
= Juman yang ceost SwesTasn -] 3,00
& lumisn kseurangan pacTng;atan DOROK Dajse (I3l £ -] 400
|
5 Saws aomnerst?
a Buoga
5. ke
£ Jmasus scmngret’ a=d) E=) 399
5 Jumstyang mash herus Soapsr E~] am
Dengan rnd 1 (Sepdun pre npan;
PERMATIAN ;

3 Bras J=myetes & Swest meau Jesdsnscs Semesmast sin. a3 Cismesn  BANK SULTRA ho. Rek, 10501020000038, egen
mangsoranan Surst Setores Pziex Deeran (G50,

I fosooa SCOMA m Toad atau KUS8Ng CONPA SEEAT EnSl GBI D857 aMa 30 mar sme« SP04E n omome Jkensest WOKS
sSMARras DenuDa DUz saoeser Il Det DU 8Y

doang heng
<=ga & dace- e os Yajac & deTios Deerst

HMEXTR 18352

Hicmsetdawktb 0231007
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21‘4 Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

o caruce %000 4 Marcat [l deciiang -iang Seatet a5 matan

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

Namar Qe Tahun i 202.
Mass Prjak i T« -
| fiama Waro Peje i
hama i
Lemelasns 1
Aama: Coama i
NRNED i
Tagse Jans Teron i

| o rs derntungan i
|
| wterang a [

1. Dercessrean Dass 1

cadepanseny e I8 e 2303 tean Ciskuasn DETetdEest #in. «SETRNZST R A1ST DR auSenast

aEaRjoeT:
{ Na Fmamnog Smse Jenis Fepme Dssae degensen (Rp; | Faiss Terhzang (3]
i Jumian )] 2.3
|
| 1l Dec oEnecxESen ST eEETETGET B STIRDLS S818L DEOFTILOGET JUTIET FEG TIAET NSTLS ID8;ET 8N 87 IE38CE DET AL
1 Deser Pergensan . 3450
2 mpc yorg ternutang 32 IMm
3 drectogax
& 4OoMDEnsas XS ED 8T ON° 18T EEDRUTIR LE] 3,0
9. Seoran yerg discicsn L] 230
£. ovin LH) 353
————— s
I, Juman pang c2ast SweIian - 23
| 4 Jumien kSrenget DeTIE, A78N DS DR b 22055 L= v
3 Swis admngrad
3. dunga EH] 3
2 emaika 2w a%
| ¢ Jumae saks acroEcstf (aed; E=Y 332
| ) -
6. Jomiah yang masT nsuISoers E-] 22
Dengan e UM A8 nOEt

PERMATIAN @

b Brag pamoemet & sexdt TmsL Jessstars Smmermssn sis. <2 Csaran | BANK SULTRA No. Rek, 1050102000003 zenzs
menggunesn Sorat Setoren Pac Deeran 1850

3 foans SEPUNA M toak msL kirSTg COSyST BEWET OnSI aSet D8NG eME 1D mar wmae SO o oA Shenssn gwTNy
22 A Eras JeruDs Dugs seoeser 13 oer DUt

warg g
<ens s daza~ fenge s Jzas A AeTous Desrsr

Hkmsetdawktb 0231007
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25. Format Tanda Bukti Pembayaran (TBP)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR BUKTI .cvimnins
Srsryitea kAL
WE e TILYG MRS
[~ g A
a: ‘ama
ATE
&3 remTad s
o HODE REKENING URATIAN RINCIAN OBYEK AN
(Ao}
NMLAR
WeIEW T G
Mg

Bandahard Pengsima Pasabayas | Penyetor
amce As - TS e DU e
S ca 1 PR S LT b o e
e e 1 e

T

Hkmsetdawktb 0231007
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26 Format Surat Tanda Setoran (STS)

| 3. Formar Sura: Tanda Setoran

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
SURAT TANDA SETORAN

(STS)

8T8 Now.isiiaa Bank

No. Rekening

Harap diterims Gang Sebesar ...
b i e s S s Gl g R T

Dengan rincisn pererimasn sebagai berikut @

= - . Prini a— Jumlah (R
No. KodeRekening Ursian Rincian Obyek R

JUMLAH

{ LUang tersebut diterima pada tanggal ...

Mengetahui !

Perigguiia Anggaran Berdahara Pererimaan
Kussa Pengguns ARgEaran Beridshara Pererimsaan Pembantu

Lembar Asli  Untuk Pembsyar/Penyeror/Pikak Ketiga
Salinan 1 Untuk Bendakara Pererimasan/ Bendshare Pererimasn Pembaniu
Salinan 2 1 Arsip

Cararan : STS dilampin Siip Setaran

" Coret yanrg tidak perlu

Cars Pengisiarn @

xode Rekening diisi dengan kode rekening setisp rincian obyek pendatasn:
raiarn & jer Obyek diisi ursisn nama rinciar obyek peridaras::

1 Jumlal: diisi jumish nilai nominal pererimaan setiap nncian abyek pendspatan,

unrulk menyewr purguman daerah (pajck daerch, rembus: dan

pererimoean lainnyc)

Hkmsetdawktb 0231007
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27. Format Laporan Penerimaan dan Penyetoran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ...
L ¢ & —
TAHUN ANGGARAN....ne.ce.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENY ETORAN
Ponade: o wen

|
|
|
|
!
L 10
11
12
13
14
15
1€
‘ ah Banerimasn:
ural 1Rp
on Turai rek SKPD +Rp
| o iRy ‘
‘ OTAR iRp
Jumiah Peyetonn:
T uma 1Rp 1
T ase :fp |
TOTAL Rp
{5 5idc Kas i Bend Penerimain:
! Turai 1 Bp
[ i &M 1 Ro
Sramtuiui oieh, Dmgpsan ah.'-,
Pengguns Anggann/ Kuasa Penggund Bendanara Peoerimpan/
Aoeraien Bendshaa Penerimaan
&
Rama Mama
1 J— [ [

Hicmsetdawktb 0231007

|




|
|

i
2?. Format Register STS

= 14~

PEMERINTAH PROVINSY/ KABUPATEN/KOTA ...

TAHUN ANGGARAN .
REGISTER §T5
LT
| No.i No.5TS Tanggal | Kode Rekening Urgian Jumizh Saldo Ket
1
|
| i
|
|
|
|
|
|
‘ 1
|
|
Drsetugu oeh, Dusiaphanoleh

Penggura Arggarey Kuasa Bendabara Penairmsn/

| Pangguna Angparan Bendshars Penenmaan
Y
5 =
O
Hama Hama
HIP: ... | [

Hkmsetdawktb 0231007
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29. Format Buku Kas Umum

! BUKURAS UniUn

| L —
| Kode
| He. | Tam N, Bukti Uealan Pengeluaran | Saldo
: i Rekesing : e
|
1
|
|
|
|
|
|
|

Sdo Kae 5 Bendahars Fanetimaan Ber ihaa Pensemian Fembanty

Disaaghan ole®,

Disatujul cieh,
Pengguns angghian/
Kupsa Penggurs

BLLE

;.: .!

Ham

L T

|
|
Hkmsetdawktb 0231007

Bendanid Pengromann/
Bandahars Janerimaan

Harma
| —




30. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

SKPD

PERIODE

- 146 -

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

A. Penerimaan

1. Tunat melalul bendahara penerimaan.

2. Tunai melalui bendahara penenmaan pembantu
3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan

4. Melalui ke rekening kas umum daerah

B. Jjumlah penerimaan yang harus disetorkan {Al+A2Z+A3)

€. lumliah penyetaran

D. Saldo Kas di Bendahara

1.

2.
- 4
4

Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan Pembantu ...
BendaharaPenerimaan Pembantu ...

Disetujul oleh,
Pengguna Arggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

B
£l
o
Nama,
NIF: s

Hkmsetdawktb 0231007

Rp....
Rp....
Rp. ...
Rp...

Rp...
Rp. ..
Rp......
11 .

Disiapkan oleh,
Bendahara Penerimaan/
rimagn Pembantu

Bendahara Pene|

REY. ciierismin

B i

LTS

)
o]

3

Nama,

NP
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31. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

' Administratif
\
|

D. Formar Laporan Pertanggungiawaban Bendahara Penenimaan

Admunistrant

{ PR EINTAN EASIS R 1R WENA T DR
APORN AWABAN
| (5P) PENDASATAN - ADNINISTRATIF)

P
L Lt
st g

B o egmarar
e A 8 P Bt & R

| ek P e
| o

i s | Besdn i I "“‘"1‘...,....1’ s

wae & | Abtidn . e
o ‘ H g b
. | e s Py
;_ L
i
Jomian i
{ i
Baciana s hae s
w
|
|
|
|
|
- waw

Hkmsetdawktb 0231007
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42. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Fungsional

2. Fungsional

PRI NTAR AR 8 s VN WL s 1oL
LAPORAN P
[5F} PENDAPATAN - FUNCALONAL )

e

BEug Mo reaas

e

Sl Satean
e

s b
e
| [ i T T ;
oowmeeay | wiars | s |
it . i Rénss { Eaaany PRETTREE
warse e resen i Loy
i b Pera) |
(e |
L. 3 - i PSSR
|
| R — o i - — —rd
e |
i i
 RTUUOUVISRESNIRE APRUPRTIRINSSI VSRR |
1 {
e 1
| P b Pt |
8 |
s 3 |
|
|
!

I F sirw x|
T > |

Hicmsetdawktb 0231007




- 149 -

33. Format Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan

JL. ADHYANSA NO 30 WANGHWANGI SELATAN Tulp. (0800 2223080 Fax. (606 2220080
emall - dppicad_ waicatchi@hymail com

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
@ BADAN PENGELOLA KEUAGAN DAN ASET DAERAH

BERITA ACARA REKONSILIASI BULAN —-........... 221
ANTARA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKAD KAB. WAKATOBI
DENGAN «+-reerevivunisssansssessnsessassssnisnnsassans - KAB. WAKATOBI
Nomor : ~-+/BAR/ AK-PL/ -/ 2021

erernna ¢ Bidang Akusans! Lan Pelap:

ing jawab suies s’ phos Jes Heoay SesEaiar ruk aeniints

PHAKKEDUA

prrar BRRAL Kat

s ier Fedoral [od Persege ogl soeh o Pendapaten OPD untuk periode . 98 202 dengan cars

Mummmmmmummmmmdﬁ

entitas siomtansi dengan data pada entitas pelaporsn, dengan hasil sehagai berilas ©

Mot Alomtansi Meusut OPD Selisih Kat

b{r £ 30

L S A
[ 18 B B B |

1K o prakan seperoryve fan anobiie G Rert.lan R e ReRS N

-EF Earn

Kehiz e
NE

Hkmsetdawktb 0231007
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|

%4. Format Nota Pencairan Dana (NPD)

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
[T PR | LT T LT

1 0 Panjar

QO Tanpn Panjar

|

|

| :

|

« Jurrd ah

i Gisetigui oleh, Distaphkan oleh,

| Pangguna Anggaran/Kuass Pe jabnat Pelaksans Tekols Kegistan
l Penggunas Angraean

|
Hikmsetdawktb 0231007
{

Nama,

NP e
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35. Format Rencana Pencairan Dana

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
RENCANA PENCAIRAN DANA
TAHUN ANGGARAN ......ocoinvivans

Hkmsetdawktb 0231007

PAGL RENCANA PENCAIRAN
KODE REXENING Uraian JUMLAH
ANGBARAN [™yioay T s
1 < 3 L E] [ 7T=4+5+8
JUMLAN
Fang - Weeny

Pengguna Anggaran
NE
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36. Format Surat Pengantar SPP-UP
|

2. Format Surat Pengantar SPP-UP

PEMERINTAM KABUPATEN WaNATORT

| SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

AT PVRANTAE

remt e gLl e T

i tEcEer BEa Ar 3 demed v dedses

waa ey
WS P AL AR TERETR e b R

N R R T )

[ T

I A tegeae 30Dl

& P "
| *
| R R L T L
§ LR Mt e g ivu -
@y

S e RS by are

e

ot

WA E AR Fah A RaN

Hkmsetdawktb 0231007
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37. Format Ringkasan SPP-UP

KAB. WAKATOBI

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor:

Uang Persediaan

SPP-UP

1. [nama SEPD/UniL Kerja

2. [Nama Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

3. [Nama Bandahara
Pengeluaran

1

- |[KPWP Bendahara
Pengeluaran

b

Kama Bank

. |homor Rekening Bank

le

. [untuk Keperluan

8, [Dasar Pengeluaranil

Ho Uraisn

1 | SPD

Tanggal | Nomor

Il_|SP2D Sebelumnya

I Tanggal . - i Nomaor : - &

Pada SPP i1 ditetapkan lampirar-lampiran yang diperiukan sebagammana tertera pada daftar kelengkapan
dokurmen 5PP-1

Wanqewangi,
Bendahara Pengeluaran

Hlgoret yang tidak perlu.

Lembar Asli - Untuk Pengguna Anggoran/PPE-SKPD
Salinan 1 Untuk Xuasa BUD

salinan 2 - Untuk Bendahara Pengeluaran

salinan 3 . Untuk Arsip Bendahara Pangeluaran

Hikmsetdawktb 0231007
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38. Format Rincian SPP-UP

KAB. WAKATOBI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: . £
Tahurn Anggaran:
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
[ me | Kode Rekaning | Uraian | Jumlah
Taotad :

tertilang | empat ratus juta lima puluh delapan nburupisn

Mengetahun/Menyetuju: Wang-wangi,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran
Anggaran

Hkmsetdawktb 0231007
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39. Format Draft pernyataan pengajuan SPP-UP untuk ditandatangani
oleh PA

G. Format Surat Pernyvatasn Pengajuan SPP-UP

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP
T R,

Serubungan gdengan Surat Permintaan Pembayaran Lanrg Perseciaan (SPP-UP!
ND et LA VARg Kami 3jukan Sebesdr R ceiwiwins  (TEFBIkING:
e Untuk Kepeérthan 5SKPD .o .. Kab. ‘Wakatob:

e Tarun
gar inimanyatakan sergar sebenatrya Dahwa:

1..umian Uang Persefiadc (UP) terseDLl S2135 akan Cpergunakan Lnluk keperilan gura
Membiayal kegiaman yang kar aksanakan s2suai DPA-SKPD.
2. iumiat Jarg Periediaan [UP tesebut TCak 3Kan Sigurakan LTl membayai pergeiaran

-pergeiuaran yang menurut ketertuar varg beriako rarus cilakukan dergar Pembayaran
angiurg |8

Dermikian Surat PernyBIaan in; 2ibuat wntuk meengkapi persyamian pengajan SPP-UPSKPD

Wergetahy

PerggLra Arggaran  Kiasa Pengguna Angarnn

B2

Hkmsetdawitb 0231007
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40. Format Surat Pengantar SPP-GU

2. Formmat Surat Penganter SPP-GU

PEMERINTAR KABUPATEN WAKATOR!
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSECTAAN (SPP-GU)

g

BRAT MNEANTAR

e e

e CEnvEwa CeEe e wwT ‘wany

frames - lerd Zew «k pasr Ty

« At e
e L A T e N ) T RERheE don Remome WA Skt g Raiae SN
ot

5 Teme et

¢ fwairgiae

T Ry B e

e c
b R
| M e L
3 lrr teaaaw rglrcn L3
ey

B ERAE§ Rehde s SPT e A

Hkmsetdawiktb 0231007
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41. Format Ringkasan SPP-GU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" . ..
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomsar s e

Ganti Usng Persediaan

EPP.QU

“ama SKPD

Nama Peng

L] Urzian

i
g

1 |SPD

ITangaaly . oo

Tangaal ! v

Ds:

11 |SP2D Sebelumnya

BOZLY v inaninnin : Rotmar: .- oo JRE

angaal: ... : e Romar. | : Rg

IR % ocmnsmmss wns v pnoes Lt ssavaneizs: | JRD

Pads SP7 ini ditetapkan mpitsn-ampiren yang $pericken sebagummana teriera pade deflar kele ngiapan dokumen §PPin

s AERERR L
Bendahara Pengeluaran

tends tangsni

rams lengkspi

NIP.

Hkmsetdawktb 0231007




42. Format Rincian SPP-

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTAY) ......

- 158 -

GU

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN [SPP-GU)

N .
Tal L] 4 - y .
Tahun Arggaran: ...........

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

Y Krda Balr pot Wi Baniad
N Bece Rekening Uraz l Nilal Rupah
Yarma Kag n Qi Ka "
NAILA REZIaTAn; 20 Aeglalar

R XX LK

2. N0 XU XY

apa a Wam ata Cuh Kanraram 3
\3L3 A8giaman - JUd h‘.‘g. alan <

4, O K
3

PR

B, | XK A R

« AKX XXX XXX

8. ja&t
Nama Regiatan /Sub Kegiatan 3
¥, o X
N s
TOTAL.....covvmrers
Tertiwyg i+ . ruploh 32

Mangatahyti Slapsatiiog
Mengetamn aLlP il

Pengguna Anggaran

Hikmsetdawktb 0231007

Tempat, Tanggal

Bendahara Pengeluaran

s PG, (.
MNAE LENRRAD
e
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43. Format draft pernyataan pengajuan SPP-GU untuk ditandatangani
oleh PA

5. 5. Format Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
SKPD .

NOMOT e

SURAT PERNYATAAN PENGAIUAN SPP-GU

Seruburgan cengan Surat Permirtaan Perbayarar Gant Uang Parsecaan [SPP-GU
No. targEal ... yacg. kaeti ajukan sebesar Rp.

s (TEFDIlORG:
wsmememimsness)  WRIUK Kepefitan SKPD

Kab. ‘Wakatob: Tahur

Anggaran

dergar wimenyatakan fdengar tsberamya bahrwa:

1oiumian Ganti Uang Persesiaan (GUY tersebut 2atas akan Cipergurakan untukl Kepefiuangura
membiaya kegiatan vang kamiiaksanakan sesual DPA-SKPD.

2. .uriah GantiUarg Perses @an [GU] tersebut Iioak akan Sgurakan untuk membiayaipargeiann -
pengeluaran yarg merurut ketentuar yang beraku hans Sildkukar dengan Pembayanr
Largieng (LS8!

Demikian Surat Pernyataar ir Sibuat urtuk melengkapi persvaratan pergajuan SPR-GU SKPD
nar

Mergetahe

Perggira Arggaran [ Kuasa Penggund Anggaran

Hkmsetdawktb 0231007
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44. Format surat permohonan pengajuan Tambahan Uang Persediaan
2. Format Surat Permohonan Pengajuan SPP-TU

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BPED s
FA wunanoinni

............

201,

Kepada

Nomor Y wmaaras ¥th. Pejabat Pengelola Keuangan
Lampiran - Daeran Kab. Wakatodi
Perihal : Permohonan Pengajuan di-

m hahar 4

Wangi-Wang!

Sehubungan dengan Kebutuhan Keglatam kami maka
dengan iy mohon Kepada Bapak xiranya dapar dibenkan
Tambahan Uang Sebesar el

(oo oswmrraies e disnasiatas ) OERRAN: Ritvelan -

Program ..... Rp -

Kegiatan ..... Rp

Demikcan Sura: Permohonan ini semoga Bapaxk dapac
menveraul dan atmas Rerasamanya Kami ucapkan ternma

xasih

Kepala SKPD...........

Hkmsetdawktb 0231007
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45. Format Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

Email: k

w tobi @ v ot

Jin. Adhyaksz No. 30 Wangi-Wang: Selatan, KodePos: 53751

Nomor
Hal : Persetu

Kepeda Yih,

Wang:-Wangi,

p Tambsahan U Persedisan

Pengpune Anggeran  Kuasa Pengguna Anggaran

Kab.Wakatobt
Di-
Wengi-Wangt

1. Dasar:

. Peraturen Menteri Delam Negert Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedomen Pengelolaen

Tekms Pengelolzen Keuangan Daerzh,

b. Surat Permohenan Tambzhan Usng Persedizen dan PA KPA Nomer . lanpgal

. tentang Permchonen Tambehen Usng Persediaan.

Sehubungan dengan butir 1 tersebut diztas, dengan qw dibenihan persejuan Taunbahen Uang
Persedizan sebesar RP. cuvseeeen- (terbilang), untuk keperiuan mendesak SKPD

dengan rinctan:

kode
Rek

LUraian

Jumlah

Jumlah

Rp. -

(]

Tambehan Uang Persedizan tersebut udak depat digunahen untuk men

thigvar pengeluaren

yvang menurut hetentuan harus dilakuken dengan Pembayvaran Lengsung (LS}

3. Tumbehen Uzng Persedican tersebut digunakan untuk paling tama 1 (sa) bulan sejak tanggel

§PD diterbitkan. Apebile Tambahan Usng Persediazn tersebut tdak habis delam satu bulan,
make sise dane veng ade pade Bendahara Pengeluaran di setorkan hembalt ke Kas Duzreh
Kabupaten Wekatob: Rek.Nomor 105.01.02.000003 6 pede Bank Suitra Cabang Wekatob:.

Denukian untuk menyad: perhatan.

Hkmsetdawktb 0231007

Kepala BPRKAD
Selahu BLD,
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46. Format Surat Pengantar SPP-TU

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-TU)

SURAT PENGANTAR

o B 1Y B PSR

3 Temaat

Cega” memzermatikis Feat.r33e &
a0\ neme Tarwe ICwA tertacg Fa
A A X Ml

eTIatg PR azaces ASgeara” Fecd
az3ras APRD, Tatgama M am o m

Cagram KAy WIKINED
"33t FaTIaviras

£ TEnrleggaar
& Dasx FwrgaLaw R0 mer

g lumiy Ssalaal®el L

ARSIt IR

§ soir ReTiaaay rwglinca Az

S
Ben 2ahara PEADRILI AN

Hkmsetdawktbh 0231007
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47. Format Ringkasan SPP-TU

PEM ERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA™ . ...
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

iy S

Tambaban Uang Persedisan

SPP-TU

£ NFWP Bendakara

Nama Hank

8§ Noamar Relkening dank

3 U £ Keaperisd
12 Dasar Fengeloanan EPDx .. Hoomzar: tangzal
2t
s e e —
Na Lralan
I T
| - s
1 {SPD
Tangsa. Rp
Tangzal Xomor Rp.
Dst Dst RE

11 |SP2D Sebelumnys

'_:.':53:.
: Bendabamm Pengeluaran/Bendabara
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengeluaran Pembants

tanda tangan

KiP.

Satinan 2 3
Sanand Lo A RO

Hikmsetdawkth 0231007
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48. Format Rincian rencana penggunaan TU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

------

SURAT PERMINTAAN PEM BAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

WO e
Tahun ANGEAran : ...

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

Non I

Kode Rekening

Uraizn I

Nila Rupiah

Nama Kegiatan/Sub

Kegiatan !

© o 0030 200 XXX

2. | e oo

ost

s

Nama Kegatan‘SubKe

4, 00300 500 X0 RXX

RO XL XXX

v en

0. R0 3K 00 0L XXX

o fR 0000 X0 XXX

9, 00X KKK
3. Jast

TOTAL.oorrvaerinens
Terbliang | 7% rupiah =€

Mengztahui Menyetujul

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

&

zma Lengkani

Hkmsetdawktb 0231007

{Tempat. Tangga

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu

ama Lenzkap
Lrama LENZLED

RIP.cocissviancinsmnsss
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49. Format Surat Keterangan TU

3. Formar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU

Setubungan dengan Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan SPP-TU} yang kami ajukan sebesar Rp .

ltetka hgperiuan . ......8KPD Tahun Anggaran

btsvpartakan dengan sebenarma bahwa jumiah tambahan digunakan untuk

keperluan :

3:.;1 Kode Rekening Uraian Ju[::h
Jumlah

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan

SPP-tn Sa{Fdh
Venastahu
Fangguna Anggaan’Kuasa Pangguna Angaaran
ftands tangani
hama Langrap!
NP
Catatan :

Dokuran ini oiah Bendahara Pangeluaran’PPTK dan ditardatangsni oiah Pangguna Anggaran.
Kuasa Pangguna Anggaran pada saat pangauan penarbian SP2D kepada Kuasa BUD

Hkmsetdawktb 0231007
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50. Format draft pernyataan pengajuan SPP-TU untuk ditandatangani
oleh PA

6. Format Pernyataan Pengajuan SPP-TU

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TU

NOMOL e

Sghuburgar gdengan Surat Permintaan Pembavaran Tarmbahtatarg Pertécaan SPP-TU

NG v L BAERl L. sB80g  Kami ajukan sebesat RP. weeniciwina,-  (Terbllong:
G i) Oetu XapauEn SKPD oo Kab. ‘Nakatobi Tahun
ArgEamn ..........SENgAN Ini meryatakan Jengar ieberarrya Danwa:

1.iumiah Tambaran Uarg Pérsesaan (TU] tersebut Ciatas 2kan Sipfgunakan Lntuk keperian gura

membiaya kegatan yang kami aksarakan 385031 DPA-SKP D

2. jumiah Tambahan Uang Perseciaarn [TU) tersebul hiak akarn Sigunakanunivk membiayal pargaiuann

-pergeluaran yvarg menurut ketentian vang beraku harus Siakukan cergan Pembayaran
Langsurg {iS!

Semikian Surat Perryataan ini SLAT Lrduk melengkapl persyaratan pengauan SPP-TUSKPD
xar

Nengetanu
Perggica Arggararn / Kuasa Pergguna Anggarc

P, casiiiomiiiiig

Hkmsetdawktb 0231007
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51. Format Surat Pengantar SPP-LS

2. Format Surat Pengantas SPP-LS Gajt dan Tunjangan

PEMERINTAN KASUPATEN WAKATOR?

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN

(BPP-LS-CAJL-TUNJANGAN)
T

BAAT ACNCANTAR

rar trutew ‘e ® W TeET ey femmaw dr Sers Ser
| c S e

cemra - W TELGT bux demiemr Frziaw
T
. &
ws g
[
R e Tk
= Lerhersvaw wilres =3
weyg

ey ‘g ettt

e L
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| 2. Format Sura: Pengantar SPP-LS Barang dun Jasa

PEMERINTAN KABUPATEN WAKE TON!

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA

(SPP-LS BARANG DAN JASA)
Ty
WAAT PENGANTAR
LT NS e

EE e
i wwg

‘met be WA
toamaw

EaLe aoases
T

Persaaw

i B

ot M

ST

Pode A Woees

Ser bmErawe

ez
Tl ey

ST sy wileos e

Siag
SR
PUPIL Abadied fhas bty
Bt et

o tarx Luw m
racrsaa

BT 4 3. wee
apcg daay e e e

E

WROhmAk L G A AN

’Hkmsetdawktb 0231007
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52. Format Ringkasan SPP-LS

PEMERINTAH PROVINS!/KABUPATEN/ KOTA"™
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Normaor

Langsung Gaji dan Tucjangac

8PP.LS
giaten
Anggaran Kussa Pengguna Anggamas
SPD % targga
R
— — —
o Cralan
I I
| e
1 BP0
Tangga Nt Re
— Nama R
Ter Dt Rp
1 [EPID Sehelumnya
[farngga. o Rp
arggs: Noma Rp
at D3t Ry

Y ikee sehsgmmans 1eters pads doltar weiengkapan doiumern SFP

4T ggel
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Berndaharz Pengeluarac
Hands tangan| tanis langan

DL T el
bercaiznn TR
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"'
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPF)

Nomior :

Langsung Barang dan Jasa

$PP-L8

&  NPWP Dendahara Pengeiuscan Dendahar

7. Namsz Dank

8, Nomar Rekezing Sank

5 Untk Keperivanr

12, Ueser Pengeivaran

=D . Naomwar ET T
Sebesar Re
Teraisrg
A ———
Na Urzlan
I I
1 T
I BPD
Canggel Namar Ry
TangEa Nomar Rg
st e Rp
n 2D Bebelumzys
fangeal Namar Rp
angga Hamar Ry
- Dot R
Fads 3PP :r: diterapian lampranelmrpran vang dpencian selagaicana tenena cada dafrar peiengiapan dojamen

Pejadst Pelaksans Teknis Kegiatan

langas..

Dendshare Pengeluaran /Bendehara Pengeluaran

Hkmsetdawktb 0231007
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA™ . .
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: .

Langsung Pikak KetigaLainnys

SPP.LS

Xera

Kade dan Nama Suc Kegman

[ %
3

na Anggets = ‘Koasa Pengguna Anggancn

P Namar targEs
Re
—
Tralan
I T
'
I
Namor: Rp
Xamor Re
-~ o
Dat o
11 |8P2D Sebelumnya
Tanggzal Xamor Rz
= -
Tangaai RE
jal §1

; ditetapi@n lamEraneian

an vang dipericharn sebagaunana 1er1e3 gada dafiar ks

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

tangga.

Bendakara Pecgeluaran

Hkmsetdawktb 0231007




53. Format Rincian SPP-LS

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA")

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN

Nomor: ...

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

N I Kade Rekening Lraian I Niiai Rupah
Nama Kegatan 'SubKegaan 1

[ B E -8 5. 803

3, ferouexcotoon

1 B
Nama Kegamn SuoKegamn 2

4 PR 000 N0 K. X0

5, oA XXX oL xxe

[ 85835855

7. poeconoonos

[ =i
Nama Kegatan SusKegatan 3

G LXK 3002003000

o ps
Tebiiong.®s . . . ... ... TUplOR RS

Mengemanul Menyeiiul Temmt, Tangga:
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Hicmsetdawktb 0231007

h3ma Leng<ap
NP




PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN,KOTA?)

= 173 =«

......

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS| BARANG DAN JASA

Tahun Anggaran : ...,

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

Kece Rekening

Namz Kegiatan Sub Kegiatan |

[

OO0, X0 XK. 300 X000

st

L3

Nama Ke

e

atan

ub Kz

Ll
C:'ll

a1an £

4, o000

5 RO X

§, JROCK.306. 300,300, XXX

7 frooccax oo

g JX, 300 XKL XXX

10, 1=t

Terbilong : #% ..ocvvivouenrmems TUE

Mengetahul

Menye tajui:

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nameg Lenzgap

NP

Hkmsetdawktb 0231007

fiempal, (2nggal

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Na oy
Nama Lanzgan
ENBOE LS Deskah




PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA?|

= 19 =

......

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS| Pihak Ketiga Lainnya

JoTc 1173 RO

Tahur Anggaran ...

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

N Ko Rekening Uraian Nla: Rupizh
Nama Kegamn SubKegiaan |
slewoomeoxx
7 fernooxas
3, fs
Nara Kegatan ‘SubKegiatan 2
2 oo
] LB R RS
R R R RS o
R ER LR TR
8 &
Nama Kegatan, SubKegiatan 2
g, LRCXTRCRR 0N
o, fast
Teblang (9% .oen nupinh ##
Manpgamahui/Menemyun Tempr, Tangzal

PFengguna Anggaran

hama Lenzkap

KIP.

Hkmsetdawktb 0231007

Bendahara Pengeluaran

hama Lengzzap
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54, Format Rincian Penggunaan LS Barang dan Jasa (untuk rutin
pendukung)

6. Duftar Rincien Penggunass Anggaran SPP LS- Darang den Jesa | untuk belanjarutin!

Potongen Patek b
No Uraten Furslah Kotoe [ 0 TPl Pastl | POB Pasnl | OPhPaa | PPhDma 3 | Pajek Furieh iy
; 21 2 23 2 Deerzh Paeh s
Tota!
Wang-Wang, e 2080
|
| Mengetehus,
Kepale SXI'D Bendehors Pengelueran
Nip NI,

Coratan * wine doowt praan diie sesuai uraion & roids Aula kas

Hkmsetdawktb 0231007
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55. Format SPM-UP

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Uang Persediaan [UP)
Tahun Anggaran: No, SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongac !
PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA Uraian
Ka. Jumlak |Heterangan
{No. Rekening|
Supaya menerbtkan SP2D Kemda
Jumahl Rp

SKED i ‘[nfnrmui: Tidak mengurnngi umian pembayaren S
bendafara phax lain Uraian

W 3 Hho. . Jumlah Heterangan
No. RekeningBanx flo. Rekening|

Nama Bang

XPap 3 et e e JumbshRn oo

Dgsar Pebayaran -
Untuk Keperiuan
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URALAN NILAI Jumiah YangDimina Rp .

Ko
Jimah REb: sz Jumah YangDiavarkan Rps s
Lang Sejnmlah: |
Jumlak 8PP Yang Diminta: Rp..o .o.or
 tangasl
terbLang Pergguna Anggaran
snds tangan
Kemer dan Tanggal SPP
P gah apatda ik Sindamesan: dae Qetenpel sieh Kerals 25

Hicmsetdawktb 0231007
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56. Format Surat pernyataan pengajuan SPM-UP oleh PA

5. Format Surat Pernyatasn Pengaiuan SPM

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
SKPD ....

RAT PERNYAT M-UP

Komor: ..

Sehibungar sengar Sumat Penrtah Mermbavar Uang Perseziaan ISPM-UP WD,

wemiamse~ [TEFDIORG:
Xab. Wakatobi Tanmun

ceendanggal........v3ng kami  ajukar sebesar Rp.
wisscmsnns) Urituk Xepariwan SKPD

_nar,

.oargan iri Menyatakan cengan sebenarrya bahwa:

L jumiah Uang Persegaan {UP) terisbul Cata: akan Jigergurakarn uniuk weperiiangura
rbiayal kegiatan vang kami laksanakan sesual DPA-SKPD

2 iumiah Jang Persesiaan (UP) tersebut tdak akar Sigurakanuntuk membiayai pergeianan -
pengeiLaran yang mMeruril wetentuan vang benaky hars diakukan sengan Pembayarar
Langsung (L8

Cemikar Surat Perryataarn ir Sibuat untuk melengkapiparsyaratan sengaarn SPM-UPSKPD
kari,

Nergetahui,

Panggura Anagaar / Keasa Pergaura Anggarar

Hkmsetdawktb 0231007
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57 Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh PA

R. Formar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mudak (SPTIM; uniek URSGU
1. Format Surat Pernyatsan Tunggung Jawab Motiak (SPTUM] untuk
UPrGU

Nama SKPD..............

g PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
Almat BREE v visss sigasman

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Nomor ‘.o...dl)

Yang bertanda tangan & bawah ini :

Nama N e N e L B A A PR R s {2}
NIP L SPU Sy TR A m S eY i3
Jabaran

(%3

Dengan ini menyataxan dengan sesungguhnyva bahwa :

L. Perhitungan .....(5}...... sebesar ......(6i...... {(dengan huruf) telah dihitung
dengan benar.

2. Apabila di kemudian har terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas

pembayaran ....[7)... tersebu:, sebagian atau selurubnya., kami

bertanggung jawab sepenuhbnya dan bersedia menyetorkan aias

xesalahan dan/atau Reledthan pembayvaran tersebur ke Kas Daerah

Bukti-buksi dan dokumen asli tersebut telah diverifikasi oleh Pejabat
Penatausahaan Keunangan (PPK-SKPD} dan disimpan sesual kelentuan
vang berlaku pada Satuan Kerja ... (8)..... untuk Kelengtapan
administras: dan keperiuan pemernksaan aparat pengawas fungsional

Demikian surat pernyaraan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan
sadar, dan tidak dibawah texanan.

Pengguna Anggaran,;Kuasa Pengguna
Anggaran,
Mazerai

110

Nama lengkap
NiP

Hkmsetdawktb 0231007
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58. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
DAN LAMPIRAN SPP-UP

Says yang bertanda tangan di bawsh ini:
hams >

lzbatan : PPK-SKPD

Wenyatakan dengan sesungguhnya bahws dokumen dan lampiran Surat Permintaan
Pembzyzran UF Nomor ... Tanggsl ... telzh lengksp dan ssh sesuzi ketentuzn
peraturan perundang-undangan. Jikz i kemudizn hari pernystaan saya ini tidak benar,
maska seys bersediz diberikan sanksi sesusi peraturan yang berlzku.

Cemikizn surat pernyatzan ini says bust dalam keadaan sadar dan tanpa paksasn dari pihak
managun.

WENBI-WENELL s

_ PPK-SKPD........

Naterai |

[, ||

Hkmsetdawktb 0231007
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59. Format Checklist kelengkapan dokumen SPP-UP yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD

SPP - UP

surat pengantar SPP-LP
ringkasan SPP-UP

rincian SPP-UP

SK Bupati tentang Besaran UP
salinan SPD

draft Pernyataan pengajuan SPP-UP untuk ditandstangzni cleh P4

HiENNIE

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tangga!
hame

NP

Tandz Tangan

Lembaran Asii ;Untuk Penggunz Anggaran / PPK -SKPD
Sslinan 1 :Untuk Kuasz BUD

Sslinanl :Untuk Bendshars Pengeluzran / PPTK
Salinan 3 . 4rsip Bendshara Pengeluaran (PPTK

Hkmsetdawktb 0231007




60. Format SPM-GU

- 181 -

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA%
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Ganti Uang |GU)

Tahun Anggaran:

No. SPM:

Supava mensrhitkan SP20 Kepada:

SKPD

sndandra phas lan

[r3)

Na Rexening Bank
hama Banx
NPWP

Dasar Pembavaran

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA

Potongan - potongan !

Uraian
{No. Rekening|

Ne. Jumlah

Keterangan

Jumlah

Rii ...

Informasi : Tidok menqueang wmiah pembaaran ST

Uraian
Ne. Jumlah
[No. Rekeniny

Keterangarn

Jamlah

I

Untuk Kepetivan

Pembebanan Pada Hegiatan

M Yang Dibayarkan

HKODE KEGIATAN URAIAN

NILAL

T

Jumian Patenigan

Juman

B

Jumiakh Yang Ditavaskarn

IR:..N. i

LCangSejumiahid. . ooinminararnan

Jumlah SPP Yang Diminta:

Rp..... .-

... isrggs!

Nomor dan Tanggal SPP

Pergguna Anggaran

2308 et g2

sedazpiak Sranduraxgans don fisrempsl oieh Henas SXPL

Hikmsetdawktb 0231007
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61. Format Surat pernyataan pengajuan SPM-GU oleh PA

6. Format Sur

Pernyatasn Pengaiuan SPM-GU

ANBRAN DTV

SKPD

e e T S S e e =
SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-GU
SIORMDT:. iociciasscsimivmsisnssanmiviins
Sehuburgan cergar Surat Perintak Wembayar Ganti Uarg Persecaan [SPAM-GU NO.
e SAPEER e ARG kDR Bjukan  sebESR!  RD.  aeieiiein.,- [Terbliang:
s UBtK Keperlae BPD oo acvaasai Kat. Wakatobi Tahurn

Arggaran .........S8NFaN inimenvatakan dengan sebenarnya bahtwa:

1.iemiah Gann Uang Fersesiaan [BU) tarsebit ciatas akan dipargurakan unluk kepericanguna

meambiayai kegiatan yang kam: laksanakan 2503 OPA-SKPD

2 jumian Santi Uang Perseciaar (GU] tersebut tiak akan digurakarn uniuk membiayaipengeiuanan -

pargsiuaran yarg menurut ketentuar yang beraku narus Cdakukan Sengan Pembavaran
Largsurg |L5)

Der ikar Surat Permyataan ini 2ibuat urtuk meengkapi persyaratarn pangajean SPV-GU SKPD
kami

Nergemhu

Penggura Arggaran / Kuaza Pengguna Anggaric

NP

Hkmsetdawktb 0231007
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62.'} Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA
|

Nama SKPD..............

| g PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
Alamat SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Nomor :.........[ 1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama 1 e S MR e N B (2}
NIP . U, "W 13
Jabatan B L R R R s e R

Dengan ini menyvatakan dengan sesungguhnya banwa !

1. Perhitungan .....i53j..... sebesar ...._.i6}...... (dengan hurud) telah dibizung
dengan benar.

2. Apabia di kemudian hari terdapar kesalahan dan/atau keleihan atas
pembayaran (7} tersebuz, sebagian atau seluruhnya, xani
bertanggung jawab sepenuhnya dan Dbersedia menyetorzan atas
wesalanan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daeran

Bukri-oukt dan dokumen asli tersebur telah divenfikasi oleh Pejabal
Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD;} dan disimpan sesual <elentuan
vang beriaku pada Saruan Kema ... (8. untuk  Kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsiona..

Demikian surat pernyaraan in: dibuat dengan sebenarnya. dalam xeadaan
sadar, dan tidak dibawah texanan.

TP S TIPSR Lo | DRSNS ARt
Pengguna Anggaran/Kuasa Penggana
Anggaran,

Materal
(1O

Nama lengkap
NiP

Hkmsetdawktb 0231007
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63. | Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
Nama SKPD..............

ALt SKPD . .covinuia

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)
Nomor :......f1}

Yang bertanda tangan d: bawah ini :

Nama i e T o R )

NIP A T r e

Jabartan b RS L 4}

Dengan ini menvaiakan dan bertanggung jewabd penuh atas segala
pengeluaran SPD2 . ..(5}..... sebesar ... (6i....idengan huruf} telan di
belanjakan sebesar .. 7). (dengan huruf} oleh Satuan Kerja . _.i8

Kab Wakazobi.

Bukri-bukei dan dokumen asii tersebut di atas telah diverfikas! oleh
Pejana: Penarausahaan Keuangan (PPK) dan disimpan sesus: xetentuan

vang berlaku pada Satuan Kerja ... (9)..... unruk xeleng<apan administras:
den keperiuan pemerixsaan aparat pengawas fungsional.

Demikuan surat pemyataan ini dibuar dengan sebenarnya, dalam eadaan
sadar, dan tidak dibawah texanan.

Pengguna Anggaran,/Kuasa Penggana
Anggaran,
Matera:
6000
BBy
Nama lengkap
NIP

Hkmsetdawktb 0231007




- 185 -

64. Format Berita Acara Rekonsiliasi pendapatan dan Berita Acara
Rekonsiliasi belanja dari bidang akuntansi

JL. ADHYAIKSA NO 30 WANGEHWANGE SELATAN Telp. (400 S223080 Fux. (0400 £220080
smail © dppad_weimohifiymal com

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
g BADAN FENGELOLA KEUAGAN DAN ASET DAERAH

BERITA ACARA REKONSILIASI BULAN ... 2021
mmmmmmmnm WAKATOBI
DENGAN :s10ssaerssssansns . KAB. WAKATOBI
Nomor : »-/ BAR/ AK-PLS -~/ 2021

r g

& o Bl Akmens San Pelspumn BPEAL Kt

.H:lll hﬂ&-ﬂlm

13 DErLTL

Cak TLK LA GLAA REmE PEnEnQnng | Bweh i 1a8 akonians parts [T s  Heanan  SecEariar. LK & anjiuins

daBidirg AR rna don Pelapore Beder,

v b Dannn e mel s ke lekorsllied Perange rgl sv b Pendapatan OPD untuk periode . 96/ 2021 dengan cara
mummmmmmummmmmw
entitas alnmtansi dengan dsta pada entitas pelaparn, dengan hasl sshagai berilot ©

p Taen Mot Alaztes Mawnut OFD Selinh Kat
Saldo Kas = = =

Fal aprre,
s

Hkmsetdawktb 0231007
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rmail * dpploed_ walcstobiiiymadl com

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BADAN PENGELOLA KEUAGAN DAN ASET DAERAH
JL. ADSYAICSA O30 WANGEHWANGL SELATAN Tep. (D ZZZRN0 Fcx. (D400 22280

ANTARA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKAD KAB. WAKATORI
DENGAN +* ... KAB. WAKATOBI
Nemor : 900/~

Wi e

4 Big

-/ BAR/ AK-PL/V /2021

ang Akiriaal S Pelapne

BERAL K

has denmns sars e Badsy

- PYHAK KEDUA

sk hexorslied Pemargeongia

EALLES DEsRarer DRl

& Hinerg Akornena den Pdaporen Badan

= Belanja OPD untuk periode ... 94/.... 202! dengan cara

ik adanpianys

eammbendinghan dats berdaserkan Surst Partsnggung Jawsban (SPT) Fungaicnal dan belengkapen befn recoailias yang disssn cldh

entitas siomtensi dengsn data pada entitss pelaporan, dengan hesil ssbagai berilost ©

Liginn Vet Aeodzis Menoma UF] $elin

Berdasarkan hasil rekonailiasi tersebut, hummwm
2 Saldo Kas Tuna

b. Saldo Bank sesusi SIMDA

. Saldo Pajalc

¢ Surst Berharga =

Total SaldoKas ’ =

Catatan®
1) Saldo Releening Koran
2 Saldo Pernedismn.

Hkmsetdawktb 0231007
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65. Format Berita Acara Rekonsiliasi persediaan dari bidang aset

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jir: Adhysksa No: 30 Wangi-Wangi, Kode Pos 33791
Telp./Fax. (0404} 222230, Emeil: dppkad_Wskatobigym

BERITA ACARA REKONSILIASI PERSEDIAAN
PADA DINAS ... .. KABUPATEN WAKATOBI TAHUN. .. ...

Pada hari ini ..o Tanggal oo Bulan cicon tabun ... bertempat
d: Bidung Pengelolsan Aset Bedan Pengelols Kevaengen dan Aset Daerah
Kabupates: Waketobt, kam vang bertanda tangan & bawah in:

Nama

NP

Jabatan :

dalarm  hal i berindak untuk dan  atas nama  Pengurus Barang
Pengguna pada Dinas ... ... Kab. Wakatob: untuk selanjutnys disebut

Pihak Perturns;

Nama

NIP

Jabatan ‘

dalarn ha! im bertndak umtuk den atas narna bideng pengelolaan aset
pada  Badan Pengelola Keusngan dan Aset Daerah Kab. Wakatobi uniuk
selanjutnya disebut Pihak Kedus;

menyatakan bahwa telah melakukan rekonsiias date persediaan dengan cara
smembandingkan  data persedisan  pada laporan  yang  disusun oleh  Unit
Pengguna Harang dengan laporan Realisas: Keusngan pads BPRAD Kab.
Wakatobi untuk periode Tanggal .......... s.d. ... ..., dengan hasil
sebaga bedkut @

Hasil Rekonsiliasi Data Persedisan (Daftar Terlampin

Il. Hal-ha! penting lainnys mengenal data terkait pesyvusunan Laporan Persedisan
disajiksn dalam Lampiran Berite Acara ini yang merupakan bagan yang tidek
terpisanikan dest Berita Acam inl

Demikian Derita Acara i dibust untk digunakan seperlunya, spabila di
kemnudisn hatn terdepat kekeliruan skan dilekukan perbatkan sebugaimana
mestinye.

ot - b= 21 . 5 '
Pinak Pertarma : Pihak XKedua:

Mengetahui
Kepala Bidang Pengelolaan Aset
Kab. Wakatob:,
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66. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
VERIAKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
DAN LAMPIRAN SPP-GU

Says yang bertands tangan di bawah ini:
Namas :

NIP A

iabstan : PPK-SKPD

Menyatzkan dengsn sesungguhnya bazhws dokumen dan ‘zmpiran Surzt Permintazn
Pembayaran GU Nomer ... Tanggs! .... telan lengkap dan szh sesusi ketentuan
peraturan perundang-undangan. likz di kemudian hari pernyataan szyz ini tidzk benar,

maka says bersedia diberikan sanksi sesuzi peraturan yang berizku.

Cemikian surat pernyataan ini says bust dalam keadaan sadar dan tanpz paksasn dari pihak
managun.

WaNE-WANEL e

PPK-SKPD ...

Naterai

WP e,
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67. Format Checklist kelengkapan dokumen SPP-GU yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD

l

SPP - GU

surat sengantar SPP-GU
ringkasan SPP-GU
rincian SPP-GU

laperan pertanggungjawaban ILPJ) penggunaan UP disertai dengan bukti-tukti

transaksi yang lengkap dan szh, termasuk dokumen perpzjz kan terkait
draft surat pernyataan pengajuan SPP-GU untuk ditandstangani c'en PA

sziinan SPD

00 oboy

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tangga!
Namsz

NIP

Tandz Tangan

Lembaran Asli :Untuk Pengzunz Anggsran / PPK - SKPD
Salinan 1 :Untuk Kuzsz BUD

Sziinan 2 :Untuk Bendzharz Pengeluaran / PPTK
Ssinan3 : Arsip Bendahara Pengeluaran /PPTK
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA"

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tambah Uang (TU}

Tehun Anggaran:

No. SPM:

Supava meneritkan SP20 Kepada:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA

Potongan - potongan :

Urai
Neo. - Jumlah  |Keterangan
{No. Rtkentn!l
Jumiahl Ra ...

Informasi ¢ Tidok mengumng jumich pembaueran SEAL

SHPB @000 Euesereeeesemssswe
Bendangra phas lan 'rai
SRR No. . Jumlah Iﬂetenn(ln
No Rexening Bank [No. Rekening|
Nama Bang
XPRP Jumiah|Rs .
Dasar Permtavaran @
Uhiuk Keperivan
Pembebanan Pada Kegiatan 8PM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NLAI Jumiah Yang Dizunna B s
Junlak Patmgan -
Jumah ke . Jumlan Yang Dimayarzan |Re .
Lang Seiumak: (L.,
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp.....
Per.gguca Anggaran/Kuass Pengguna Anggaran
1ands tengsn
Nomor dan Tanggal SPP
SN tre aak apakia reiah dirandatangant dan Saxempel ek Xg
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69. Format Surat Persetujuan TU oleh PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jin. Adhyzkse Noo 30 Wangi-Wang: Selatan, KodePes: §3781
Email: had wakatobi@vmail.com

Waengi-Wangi,

‘Persetujuan Tambahan U n

| Pengpuns Anggeran  Kuase Pengguna Anggaran

Kab. Wakatobt
D -
Wengi-Wang:

1. Dasar:
& Peraturzn Menter: Dalam Negert Nomor 77 Tahun 2020 renteng Pedoman Pengelolzan
chmis Pengelolazn Keugngan Daereh.
b. Surat Permohonan Tambzhen Uang Persedizen dart PAXPA Nomor .. langgel
- tenang Permohonan Tambahan Usng Persedizan.

Sehubungan dengan butir © ersebut diates, dengan ini diberikan persewjuan Tambahan Uang

Persedizan scbhesar Rp. vocviavanin (terbilang), untuk Keperiuan mendesck SKPD
dengan rincian:
kode :
Uraian Jumlah
Rek
Jumlah | Rp. -
2. Tumbzhen Usng Persediaan tersebut tdak depel digunshen untuk membieyar pengeluaren
vang menurut ketentuan herus dilzkukan dengan Pemmbayeran Langsung (LS)
3. Tambehen Uang Persedizan tersebut diguneken untuk palmg lama 1 (satu} bulan sepek tanpgel

SP2D diterbithan. Apebile Tambahan Usng Persedizan tersebul tudek habis dalam satu bulen,
micke sise dane vang eda pade Bendzherz Pengeluaran di setorken kembal ke Kas Daerah
Kabupaten Wakatob: Rek Nomor @ 103.01.02.600003.6 pada Bank Suitra Cabang Wakatob:,

Derukian untuk men) ad: perhatian,

Kepala BPKAD
Selaku BUD,
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70. Format Surat pernyataan pengajuan SPM-TU oleh PA

7. Formart Pernyataan Pengajuan SPM.TU

SURAT PERNYATAAN PENGAIUAN SPM-TU

NORIBE i ins
Seriburgan cergan Surat Perintah Membayar Tamoaraoang Parsediasn (SPA-TU ND,
..anggal.. wewyang  kamio ajukan sebesat R ciccacmiwnnn,s  (Terbliong:
4 Urtuk Xepeduan SKPD ..l 5 Kap. wWakatob Tahun

Arggarar ..OEngan inimenyatakar cengar seberarrva banwa:

i..uriah Tampanar Uang Perseciaan (TU! térsebul Ci@1as akan DipErguracar Lrluk kepériuan gura

membaya: kegiatan yang kamiizkiarakar sesua DPA-SKPD

2. lumiah Tambaran Uang Perseciaar (TU) tersebutticak akan Jigurakan criuvi membayai pengeluaran

- pergeivarar yang menurut ketertuan yang Deraky harss cdakikan dengan Permbayanr
Langsung 18]

Demikian Surat Permyataan in Sibuat urtuk Meengkapi perayaratan penga;.an SPAN-TU SK#D
Kar

Nengetanu
Penggura Arggaran/ Kuasa Pergguna Arggaran
i1 bk L1 L1 ]

PEBE. .coicivasmminroimre
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71, Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA

2. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM] untuk TU /LS

Nama SKPD..............

g PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
Alamat SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Nomor t.........1}

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama o AR e SRR S R R (2}
Jabatan B A A S R S A e RS S A A s 2 L

[ Dengan ni menyatakan dengan sesungguhnya bahwa !

1. Perhitangan ....(5)......... (B} ...... sebesar ......(7}..... (dengan huruf

telah dihitung dengan denar.

2. Apabila di kemudian harl terdapat kesalahan dan/atau Relebihan atas
pembayaran ....(8)... rtersebu:, sebagan atau seluruhinya, =aml
bertanggung jawab sepenuhnya dan Dersedia menyetorkan alas
kesalghan dan/arau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daeran

Bukti-buksi dan dokumen asli tersebur telah diverifikas: oleh Pejabar
Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD} dan disimpan sesua: <etentuan
vang berlaku pada Satuan Kerja ... {9)... untuk kelengkapan

administras: dan keperiuan pemeriksaan aparat pengewas fungsional.

Demikian sura:r pernyazaan ini dibuar dengan sebenarnya, dalam ceadaan
sadar, dan tidak dibawah rekanan.

CinsivaTaTsst A = S
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,
Materal
(11§

Nama lengxap
NIP
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72. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
VERIAKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
DAN LAMPIRAN 5PP-TU

Saya yang oertandz tangan di bawsh ini:
hams 2

NIP 5

Jsbstan : PPK-SKPD

Menyataksn fengzn sesungguhnys bahwz dokumen dan zmpirzn Surat Permintaan
Pembayaran TU Namer ....... Tanggs ... telsh lengksp dan ssh sesusi ketentuan
peratursn perundang-undangan, Jiks di kemudisn hari pernyatasn saya ini tidak benar,
mzka says bersediz diberikan sanksi sesuai peratursn yang oerizku.

Cemikian surat pernyataan ini saya bust dalam keadzan szdar dan tanpa peksasn dari pihak
manapun.
WANZ-WENEL i

PPK-SKPD ..........

Naterai

] —
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73. Format Checklist kelengkapan dokumen SPP-TU yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD

k

SPP - TU

Surat Persetujuan TU cien PPKD
surat pengantar SPP-TU
ringkasan SPP-TU

rincian rencanz penggunasn TU
sziinan SPD

draft surat pernyataan pengasjuzan pengsjuan SPP-TU untuk ditandatangani oleh PA

Looobo

surat keterangan TU

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggs!
hamz

NP

Tanda Tangan

Lembaran Asli :Untuk Pengguns Anggaran / PPK - SKPD
Sslinan 1 ‘Untuk Kuzsz BUD

Ssiinanl :Untuk Bendzhara Pengeiuaran / PPTE
Sslinan 3 : Arsip Bendzhara Pengeiuzran /PPTK
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Format SPM-LS

- 196 -

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung |LS)
Takur Anggaran: No. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH [Potosga-potorgas:
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Uraian
No. Jumlak  |Keteracgac
{No. Rekernicg)
Supeve menertithar 3920 Kepada:
Jumsz] R
s Inbrmasi : (idar mengurana umise pembaygran, 2
Afrl -
..... Uraiac
No. . Jumlak Heteraegan
[No. Rekering)
wiAIAL ;%:

Urdek Keperisan

Pembebacan Pada Kegiatar
KODE KEGIATAN URALAN NILAL Re
Jemak Ro. Re ..
lang Sejumlak
Jumlak SPP Yarg Diminta: Rp.
b Sak-ve 34

Penggunz Anggaran Kuasa Pengguns Anggaran

Nomor dar Tanggal SPP

SPU irsak qpabiis elsh sueedayosy fan Be%vpe bish Kepaa S0R0
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75. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA

2. Format Surat Pernyatann Tanggung Jawab Mutiak (SPTJMN untek TU /LS

Nama SKPD.

g FEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
Alamat SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Nomor s 01}

| Yang bertanda rangan di bawah ini :

J Nama ey B L T P T VNS, 7.
Jebatan i Y s A B R EIIRRRRR
Dengan ini menyata<an dengan sesungguhnva bahwa :
1. Perhitungan .ofBlcacse (B} o Sebesar ... (T}...... idengan huruf)

telah dihitung dengan benar.

2. Apabila d: kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas
pembayaran ....i8j... tersebul, sebagian atau seiuruhnya, kam!
bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan aras
<esalahan dan/atau Kelebihan pembavaran tersebur Xe Kas Daeran

Bukti-oukti dan dokumen asli tersebur telah diverifixas. oleh Pejaba:
Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPDj dan disimpan sesua: <etentuan
vang berlaku pada Satuan Kena ... (9., untuk kelengkapan
administrast dan keperiuan pemeriksaan aparal pengawas fungsional.
Demikian surat pernvataan ini dibuar dengan sebenarnya. dalam keadaan
sadar, dan tidak dibawah texanan.

RIS, s 1 & 2 N s RSN
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,
Marerai
(1%

Nama leng=<ap
NIP
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76. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
VERIAKAS! KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
DAN LAMPIRAN SPP-LS

Says yang certands tangan di bawah ini:
Nams ;

NP :

lzbstan © PPK-SKPD

henyztzkan dengan sesungguhnyz bahws dokumen dan lempiran Surat Permintaan
Pembaysran LS Nemor ........ Tanggs! .... telsh lengkap dan sah sesuai ketentuan

peraturzn perundang-undangsn. liks di kemudisn har paernyataan saya ini tidsk benar,
maka sayz bersediz diberikan sanksi sesuzi peraturan yang berlzku.

Cemikian surst pernyataan ini says buat dalam keadaan szdar dan tanpa paksaan dari pinzk
manapun.
Wangi-wangi, .....uee

PPK-SKPD ... ...

Waterai

|

NP....
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77. Format Checklist kelengkapan dokumen
ditandatangani oleh PPK-SKPD

SURAT PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

SPP - L5 Gaji dan Tunjangan
surat pengantar SPP-LS
nngkasan SPP-LS
rncian SPP-LS

salinsn SPD

iampiran SPP-L5
pembaysran gaji induk
g3ji susulzn
kekurangan gaji

gsji terusan

sJurat xeputusan pengangkatan caion pegawai negerisip!

surat xeputusan pengangxatan pegawai negeri sipli
surat kaputusan kenaikan pangkat

surst kegutuszn pengangkatan dalam jabatan
kenaikan gaji berkals

surat pernyataan peantikan

surst gernyataan menduduki jsDatan

surat pernyatsan meiaksanakan tugas

surat keterangan pembayaran tunjangan keluarga/kartu permohanan cenamobahan
penghasi an pegawsl negeri sipil KP4

fato copy surat niksh

foto copy akte kelahiran

surat keterangan pemberhantizn pembayaran (SKPP) gaji
surat keterangan masih sekolzn/kulizh

surat pindan

syrat kematian

e-biliingdan
peratursn perundzng-undangan mengenai penghasiian pimeinan
dan znggota DPRO sertz gaji dan tunjangan Bupsti/WVakil Bupsti

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Tanges!
hema

NP

Tandz Tangan

Lembaran Asli :Untuk Pengguna Anggaran / PPK - SKPD
Ssinanl :ntuk Kuass BUD

Saiinan 2 -Untuk Bendshars Pengeluzran { PPTK
Sslinzn 3 - Arsip Bendzharz Pengeluzran /PPTK
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t

SPP - LS Pengedsan Barang dan Jasa

st pengantar SFP-LS

rngeassn SFE-LS

rinzian SPF-LS

#mziran SPF-LS

48 14n SPD

syinan gutat resomended: dar SKFD tersat

Bt ing paire 380 1sctur paan yang e ah 2 lancateng s Wt Do

Sartalpetamian annlrag SFK cangadasn Serang/iase anlaa pengons anggaren wosie
Cemgguna SREEeTan SENGAT I INAY K81 S SErtE MENCETLLMAT TEMIT teRE N N TANK B AL nel g8
sursl geronian moa K SPLIK G

o1 topy NEmeT SoASk WA

Sajad peTLsatasn penyvel s
Lo copy rekaning Sane AN, pRTLAETART e nvEd R
surat Feranpen Kenp Sema [FES| antars pemerntsh daersh cengin Thacelge
sta8cnre kETajLE neweriaan yang d tardatangen et KFA oomacsetgaden omsutEn pengawss

dan/aths dreis teknd vang 8 tunjuk dengs sesatusan aeceis SKPD

4

Womtn v Zetfomte (WD) vang s tandatangen cet KPA, &S50 00 Zengawid nad kelige dan

dress lexns D8 ade

s2tap LAMAD permintagn Cembayarat 1e e n San nerminlpan cambayaras LO0H [serats
T ATE NET LEIK LD CHIBReTIRLAT feR e N8 Dekerjasn

1en] haruy

1o copy S8~ $078t AT NEn LANg MUKEDe ANt aET S/ ataL AT nan cemel hatgan N Lani il

tgd pershmbaan VANE J um Lpraan Coen DET Stas &miagh weusngan non DNk

e la BLATE DETVEL4A AN Dekeriaan LTlan DEREHARN A2NSluNs
DertE AZatEEerAN (R A AAS AT AKT S TATANgOET jAiA
berleacata Sembavar s

o tand berewelers) mota/lectsr yang o tenchtangen & ey aet gacen PPN derladielajl St cengiung
Bnggersn /wLsis pengaunsenggaran

surmliamings ban SlE2 vang 40ErATALAY VENG e LB AT Tieh DETY SlBL @MESFE RS LATEET NaN LAT
surat Angaulen sisd xondse™en 28T 8 fangad berang doSGANSCAN 3 us W AvEh aeT s

surst pemberishian poion Senss emleramcalan peceriaan 380 FEN sosc s oe

s gnnatan
o buke) deesmentisy bngaat te TSN pETVE 328N DeseTiaan

oetong AT Jarsciliey (potongan sedus sEtenlian yanger 8<udursl peribertanlen lamicitek]
8 8 8

7 OO0 000 0 0 0 (LD (O

Srodud SMIok DeErisAT dznaL 18T VATS DETRALAGEN REGANVE MENZEInEAT LV D
berte acaTa Dredisg eTALAn &

SenlshALAN WAkl TaKErjEen 48T UKL Detvewssn pemis N 88 CeTLTANE I8 1 LUkl aa Zan Tuld

{piting r ate}
{man 2 aempt dengsn fucl kmhac can Jan lenagaioniotan desils

DEnge S8TaT @TNYVE DRt dESETAET T ATAT 28 A SUTHL SeTawSTAT
PENEL!ITIKELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Targge
Nama
NF

TandaTangsn

TSRt &b tuc Pangguns Anggatan | PRK-3KPD
Sp el LntiaKosse BUD
Seingn 2 Untuw Bendgnges Pangsiusren / FETH
Seinanl Ari s Bendanara Pange caren | FRTK
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SPP - L5 Pihak Ketiga Lainnya [Hibah Berupa Uang)

surst gengantar SPP-LS

nngkasan SPP-LS

nncian SPP-LS

salingn SPD

Surat keputusan bupati tentang penerims hiczh

NPHD

Propasal penggunaan

Pakts integritas

Foto copy rekening penerima hiban

Fotzcopy KTP Ketua dan Bendaharz penerima hibah

Foto copy NPWP cenerima hibsh |kecusli hibah kepada panitiz pembangunan masjid;
Lapecran realisasi penggunaan dana hibsh tahap sebelumya
SPTiM

Bukti Kas

noopooooooooog

Dokumen ke eangkaoan jzin cerdasarkan peraturan perundang-undangan.

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggs!
Nama

NP

Tanda Tangan

Lembaran Asii ‘Untuk Penggunz Anggaran / PPK -SKPD
Ssiinanl :Untuk Kussa BUD

Saiinan 2 :Untuk Bendznarz Pengeluaran [ PPTK
Saiinan 3 : Arsip Bendzharz Pengeluaran /PPTK
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SURAT PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

SPP - LS Pihak Ketiga Lainnya (Bansos Berupa Uang)

surat pengantar SPP-LS

ringkasan SPP-LS

nncian SPP-LS

szlinzn SPD

Surat keputusan bupati tentang penerima bansas
Proposal

Foto copy rekening penerima bansas

Fote copy KTP penerimas banscs

Bukti Kas

SPTIRA

Bukti Kas

Loooouuoooon

Dokumen ke'engkapan lain berdasarkan persturan perundang-undangan

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanda Tangan

Lembaran Asii 1Untuk Pengguna Anggaran / PPK -SKPD
Ssiinanl :Untuk Kuass BUD

Ssinanl :Untuk Bendaharz Pengeluaran / PPTK
Ssiinegn 3 : Arsip Bandzhara Pengeluaran /PPTK
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SURAT PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

SPP - LS Pihak Ketigs Lainnys (Bantuan Keusngan)

Surst pengsntar SPP-LS
rirgkasan SPP-LS
rincian SPR-LS

salinan SPD

Peraturar bupatitertang tata cara pembagian dan penetapan besarsn aiokasi
22n3 cesa Ji setiap o33 Jikabupaten wakatobi

Rekomencasidari oinas vang membidangi perrerintaban desa
Surat permohonan pencairan dari kepals Jesa

SPT.M Kepala Desa

Pakrz integritas

Fotocopy TP Kepeia Desa, Benzahara Desa

NEWP Desa

Fotacopy rekening Zesa

Rinzizn penggunaan dara desa

SPT.B

Realisas' paak burridan bangunan

Sukt Kas

Qobdnooonoin oogod

Dokurren kelengkapar lain berdasarkan peraturan perundang-urdangan

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Targgal
Nama

Nip

Tards Tzngzn N i

Lembarzn Azl tJdntuk Pengguna Anggaran / PPK - SKPD
Salinan 1 rUntuk Kuasa BUD

Sslinan 2 tUntuk Bendarara Pengeivaran /PPTK
Salirar 3 1 Arsip Bendahara Pengeluaran / PPTK
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SPP - LS Pihak Ketiga Lainnya (Subsidi}

surat pengantar SPP-LS

ringkasan 5PP.L§

rinc@nSPP.L3

saliran SPD

Suratkeputusan bupati tentang penerima subsidi

Surst permohanan perrbayaran subsidi bunga KUR Mikro UKM dari Dinas teknis
Lzporanpentairan Kredit UM dari Banklen baga ksuangan lainnya

SPT.M Kepala dinas terwat

Bukt Kas

Hoaogngoon

Dokumen velengkapan lain berdasarkan persturar per undang-undangan

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Targza
Nama
NP

Tards Tangan

Lembaran Ash tUntuk Penggura Anggaran /PP -SKPD
Salinan 1 rUntuk Kuzss SUD

Saliran 2 rJntk Bandahara Pengsivaran / OPTK
Szfinar 3 Arsip Bendahara Pengeluarar / PPTK

Hkmsetdawiktb 0231007
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E

SPP - LS Pihak Ketiga Lainnya [Bagi Hasil}

sur3t pengantar §PO-L8
rirgkasan SPP-S
rinciEn §PP-LS

szliran SPD

Peraturan bupatitentang tata cara pembagian dan peretapan besaran bag: hasil pajak
dar retribusi Saerah setiap Jesa Jikabupaten wakarob

Rekomenoasi dari oinas yang membidangipemerintahan desa
Surat permohonan pencaran dana SariKepala Desa
Surstpelunasan PBB

SPTM Kepala Desa

Bukt Kas

nooood oodoo

Dokurren kelenghapar lain berdasarkan peraturan perundang-urdangan
4 £ 2

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Targzsl
Nama

Nip

Tarda Tangan

tembzaran Ash 1 Untuk Pengguna Anggaran ¢ PPK - SKPD
Satinar 1 : Untuk Kuasa BUD

Ssiinan 2 + Jntux Bergahars Pergeluarar /PRTK
Szliran 3 + Arsip Bendzhara Pengeluaran [ PPTK

Hikmsetdawktb 0231007
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f

SPP - LS Pihak Ketiga Lainnya {Belanja Tidak Terduga)}

ringkasan SPP-LS
rincian SPP-LS

saliran SPD

[0 anoood

Targgal
MNama

NP

Tanda Tangan

Lembarar Ash
Salinar 1
Salinar 2
Salinan 3

Hkmsetdawktb 0231007

surst pengantar §PP-(S

SuratKetetapan Lebih Bayar [SKLB|

Surst ketetapan pergguraan BTT untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjao:
padatahun anggaran sebelumnya yang Sananya bersumber Jari pusat Jan proving

Dokumen kelengkaoar lain berdasarkan peratursn perundeng-undangan

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

1 Untuk Pengguna Anggaran / PPK -SKPD
» Untuk Kuasa BUD

T Untuk Bencahars Pengeivaran / PPTK

s Arsip Bendzhara Pengeluaran /[ PPTK
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i

SPP - LS Pihak Ketiga Lainnya (g Pembayaran kewajiban pemda 3tas putusen pengadilan,
dan rekomendasi APIP dan/atsu rekomendasi BPK)

surat pengantar SPP-§

ringkasar SPP-LS

rincian §PP-LS

saliran SPD

Surat ketetapar tertang pembayaran kewsjiban pen da 3TEs pUTUSan pENZadian,
danrekomendasi APIP Jan fatau rekomendasi BPK

Surat rekomendasi dari instansiflembaga terkaityang beraenang
Fotoczopy rekening penerima

Fotacopy KTPpenerima

nooo0 oodon

Dokumen kelengkapan iain berdasarkan peraturan peruniang-urdangan

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tangga!

MNama

NiP

Tanda Tangan B e Al TR R A

Lemparan Ash s Untuk Pergauna Anggaran / PPX -SKPD
Salipar L s Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 s Untuk Bergzhars Pengeiuaran [ PPTK
Szlinan 3 + Arsip Bendanzra Pengeluaran / PPTK

Hkmsetdawktb 0231007
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E

SPP - LS untuk Pengekuan belanja pendukung belanja modal
serta kegistan operasional lainnya yang telah ditetspkan dalam
Rencana Pencawran Dena dibayarkan melalui mekanisme LS
surat pengantar SPP-LS

rirgkasar SPP-LS

rincan $PP-LS

saliran §PD

satinan suratrekomendas: dan SKPDterkait;

ebilling paak danfaktur pajak yang telah ditandatangan wajib pajan;
suratkeputusan perunjukar paniia;

buktikas;

nota pesanan dar faktur pembelian; dan

surat tugas, SPPDy gan

Qooaodoodon

buktikelengkapan l3inm 3 yang sah

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanos Tangan

Lembzran Asli : Untuk Pergguns Anggaran / PPX -5KPD
Salinan L rJntuk Kuasa BUD

Saiinar 2 T Urtuk Bencahars Pargearan PPTK
Saimarn 3 s Arsip Bengahara Pengeluaran / PPTK

Hkmsetdawktb 0231007
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F

SPP - L5 Swaketola Pemeliharaan Rutin Jalan

ringkasan SPP-LS
rincian SPP-LS

saliran§PD

N0000noo oooooo

backupdata

Tzrggal
Nama

NP

Tanda Tangan

Lembaran Asli
Sslinzn L
Szlinan 2
Saiinan 3

Hkmsetdawitb 0231007

surat pengantar SPP-LS

e-biling pajak danfaktur pajak yarg teiah sitandatangam wajib pajak:
Kerangks AcuznKers (KAK Term of Reference (ToR):

SuratKeputusan PA tertang pembentukan tim peregncanaan, pelaksanazn, Jdan
pengawasan kegiatar perelinaraan jalan dan embatan:

Renzanz Anggaran Baya (RAB)

Laparan PerargEungjawsban (SR

Laporan harian yang dtandatangan oleh PPK, tim pelaksara, Jan Um pergawas)

Laporan mingguan yang ditansatangani oleh PPK, tim pelaksana, dantim pengawas;
Nonthiy Certificate (MC! vang ditansatangani oleh PPK, tim pelaksana, 930 DM pengawas;
foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekeraan;

gambar hasil peiaksanaan peheraan asbuidtdrawing:

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

s Untuk Pergguna Arggaran / PPX - 5KPD
* Untuk Kuass BUD

- Untuk Benozhars Pengeluaran J PPTK

s mrsip Bendahara Pengeluaran / PPTK
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78. Format Resume kontrak

U Formar Resume Dokumen Kontrak

KONTRAK

Namar SPKKaatrak
Tangga 584 4anra
373 P348: P58 33"
a0z iacy

Na {oras

B7g Fosiag

"Kzd8 Srangd SAITA BUT
“Noror Rageerd Svda

=nam

k]

PERUSAHAAN
‘aTa frisaan
S8ts Parusanaan
Aamai fenmanaan
S7oongn Favusanaan
RINCIAN ASET
‘aTad¥ang
Netae

Jiran

=3'z3 Sauan

Ta3 =333

AaTatiengea Tat
Eaaan

SP20 UANG MUKA

No §P20 Taxgge 5720

%3

“zwangan

5P20 TERMIN

Ne 5720 Tanggal 8722

N3

Hkmsetdawktb 0231007

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
NAMA OPD
Aamat OPD

RESUME KONTRAK

NPwa
S3n¢
A3z NaTa

o Resring

433 sas

| daaT saua Vewr
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<gwrangan

SP20 PENUNJANG [ATK, HONORARIUM, PERJALANAN DINAS DLL|
%2.572C Tangga 5720

v 3

LsWwangan " 4 ens sedung

V& faain 3dang Penget @0 Asst

R

<saadPC

NP

* Jia Jenis Postingan Kapiraiisasi. isi kode Darang dan register barang sesuai SIIDA BMD

" Jika mengajukan permintaan. SP2D termin sebelumnya harus sudah tenisi

Hikmsetdawktb 0231007

Al




- 212 -

79. Format surat keterangan bebas Barang Milik Daerah

KOP OPD

SURAT KETERANGAN BEBAS ASET

NOMOR :
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Alamat
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
Nama
NIP
Jabatan

Alamat

benar-benar tidak menguasai Barang Milik Daerah yang tercatat pada Kelurahan
Patipelong, Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperiumya,

Kepala OPD,

Hkmsetdawktb 0231007
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80. Format Register SPM-UP/SPM-GU /SPM-TU/SPM-LS

S. Format Register SPM
1. Register SPM-UP/GU/TU/LS

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
REGISTER SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
Taace e
Lrudn
Boag
Unit Grgansds
S Unt Orgdndal
JENLS SPM

W3] TANGGAL NO. 5P APIGUITUILS URALAN NILAT SPH

g s

EPALA SKPD L PPH SKPD
NF
IS

Hikmsetdawktb 0231007
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Format Register surat penolakan penerbitan SPM

Jraman
Bdamg
it Segansas

PEMERINTAN KABUPATEN WAKATOS!
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

S Ut Sgaraas
TANGGAL ST ETRAY o See ENIS Siv URALAN N1LAL SFF
FENOLAKA N
LAY
“aGEa . n
KEPALASKPD .. BEN 8K PD
M

Hkmsetdawkth 0231007




82. Format SP2D-UP

= 215-

FURMAT SP22 - UP
PHROVINSI KABUPATEN | KUY SLURAT PERINTAH P CAlR MNA ISP
N St
Dmr: BLUD Konea

: SPA

T mnmes.

B SRITD

BLD NTWT

T mriis Angee mn

Hank Peogivim @ . Kaids 5 wdigs RESF e S e s S TR He
vdakial mgrcairkan / m2mindal bukukarn dan ke Reke i g Moo
aeln ssr Ry i o . . aumarsd
Ka patn
RTeT
ha Rew
M-
e pa
Pago Anmmes "o
JUNLAN
L5 DR GIATAN, SUT KEGIATAN LRAIAN
R
|
a
2omiak
T nER N-E an gan
Jamiah
Na - WALAT aR KA
2p
i
2
a
Sanian
i formae . WdGR TeREWTGNG AT ar B aTGeyeree S35
N Lrmian Na Rekeriog Warerar gen
R
3
E]
i i
Rz -
23 -
Rz -

e Fa-s Yerg Tivemias tarEg
ana Tacgta A AnETATAT KUSES TECEEL T8 ATEERTE K mea Bendanars LUmam e
et d Are Kises LU
At e A FaTerima

tRrAN tATEe T

Hkmsetdawktb 0231007




83. Format SP2D-GU
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FORMAT SP2D - GU

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"

Nomor

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA |SP2D)

Navor SPM
Tanggal

Nama SKB

Lari
NPWE

Tabhun Anggaran

D Kdesa BUD

Bank Pengiri
Hendeklah

noairkan f men

dablukukan dari baki Rekening Nomar .. .., ...

Usngsebesar Rp ... ... ... ferbilong o
Kepaza
NPEWE
Ne. Rewening Bank .
Bank Fanaray .
Keparinan Untuk
Fagu snggaran Rp
SJUMLAN
NO KODE RECGLIATAN,/SUB KEGIATAN URALAN =
il
2
]
Jumiak
Potongan-potoagesc:
Jumlab
Neo. Uraian (Mo, Reksaing) el Katerangan
-
3
Jumis
—
Leformasl: fico: ~earpurong e st pervry oren SR200
Jumlah
No. Uraian |No, Rekeningl Hetarangan
{Rp|
3
Jumiah
e &
Juriet P e =3 =
Jumluhymblhlaikgi— Ry -

Usng Sejumiah

Bank Yang Ditunjulk

:Araip Kussa BUD
Pikak Panerima

Fengguns Anggaran/ Kusss Pangguns Anggeran

| e

Kusss Bendshars Umum Duerah

tursia targar

Hkmsetdawktb 0231007
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84. Format SP2D-TU

FORMAT 8SP2D - TU

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA™ SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Namar
Ngmar SPM Darn BUD Kuasa BLD
NPAP
T s
Tabsn Anggasan
M SK P
Buna Peogn 3
Hendax a 1ence i rRas baw: Rekeruig Namar .
Lang mebenar Rp
Kepada
NPAP
Nu Rekeniog Batis
Bardie Pene -
Kepericen Untuk
Page Arauras L1
JUM L AN
ND KODE KEGIATAN ) 3UN KEGLAT AN URAIAN -
Pl
1
3
3
Jumish
Potangan-p stangan:
Jumish
Ka. Ursian (No. Rakan ingl Ketesran gan
|y
1
4
3
Jumiak
lalarmesi: tidox marguror g u s CaMGRLGran. 3420
Jumiahk
Na Uratan (No. Rakening P Kt wran gan
1
Fi
3
Jumsinh
BP0 yang Dibaysskan
g Himinie s
Jumish yang Dibsysrkss

Usng Sajumiah

eriar | Bank Yasng Ditunjuk

Lemoar 2 Puesgguns Anggsran; X usas PP enggu s Asggs ran
Lemsar 3 Aralp Kusss BUD

Lembmr 4 Plhak Fensrima

, La e
Husss Besdabare Umum Dasrab

tande ta

Hkmsetdawktb 0231007




85. Format SP2D-LS

- 218 -

FORMAT SP2D - LB

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"™ |

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA |SP2D)

Tangma!

harma EKPD

BUD 'Kiasa B

Banrk Pergirim :

Herdaklal mencsirkan / memindahbukuckan dari baki Relening Nomor .

Unnrgsebesor Rp. . . wmrhilong ;. 3
e
Keperican L
Fagu Anggaran Ko .
JUMLAM
NO KODE KEGIATAN;SUS KEOLATAN URALAN
iRp)
2
3
Jumi ahl
Putnnpﬂ-pucon:ﬂ:
Jumish
Nao. Ursinr (No. Mekeningl Ketesangen
"y
2
3
Jumis
Informasl: fidox marguuorg ool or pariaorns SP20,
Jumlah
Na. Ursian (No. Hekseing) Katerangan
p!
2
a
Jumlak
e

AFI0 yang Dibsyarkan

urtte

- Potangen

Jumlak yeng Dibaysrban

Usny Sejumiah

lembar | - Bank ¥Yany Dltunjuk
Lewbar 2
lermbar 3 c Arslp Kusss BUD
i hak Penarima

lerbur &

Fangguna Anggeran/Kusss Fangguns Anggarnn

) e el
Kuasss Hendahsrs Umum Desrab

turda tangsn

Hkmsetdawktb 0231007
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'Buku Kas Umum

P. Format Dokumen Bendahara Pengeluaran
1. Buku Kas Umum
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BUKU KAS UMUM
SKPD 5
Penggana Anggaran/Kuasa Pengguna -\"zgga'a-'x : 2
Bendaihara Penerimaan L 31
No. ; Nomor Kode 4
Urur Tanggal Bukti | Rekenin Uraian | Penerimaan| Pengeluaran
1 2 3 4 5 2 i
Jumlah Rp Ro
Jumiah periode int Rp Rp
Jumlah sampat periode lalu Rp Rp
Jumiah semua sampai periode ini Rp Rp
Sisa Kas Rp
Pada hariini tanggal ....ccnoeeeeens, 20000

O eh kam: didapar dalam Kas R:: ..............
s U SR A .. dengan hurui)

d. Tunat Rp
e. Saldo Bank Q"

f.  Surat Berharga Rf'
Mengetahu

Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan
Kuasa Pengguna Anggaran

A
o
=
'u

ist denpan nama SKPD:

12. 2{ Diist L.!:"lg.-.i.'l TAmE pEggELne anggaran/ 'KUESE DEMNGEUTIE anggaran:

13. 3| Diis: dengan nama bendahars penenmasn;

14. Kolom 1 diisi dengan normer urut penerimaan kas atau r.:"lge waran Kas:
15. Kolom 2 ditsi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas;

16. Kolom 3 ditsi dengan nomer bukti penerimasn kas atau penge! luaran kas;
17. Kolom 4 ditsi dengun kode rekering penerimaan kas atau pengeluaran kas:
18, Kolom 5 diist dengan Uraian penerimasan kas atac pengeivaran kas;

19, Kolom 6 dengan jumlah penerimaan kas;

20. Kolom 7 disi dengan jumlah pengeluaran kas.

Caratan :
Pengeriaan Buku Kas Umum dapat :nﬂ'lgg!...naxa:x komputer/aplikasi software

- Penendatanganan pleh penggune anggaran/kuasa QE'lbgL.'lu anggasan peda
buke kas wemnum  dilakukan pads  SE8l pENgAUET  pETlANGRUIOTAW aban
penerinaanvieh bendshare penenimasn ke PPRD

Hkmsetdawktb 0231007




- 220 -

87. Buku Pembantu Bank

2. Buku Pembaniu Simpanan Bank

PEMERINTAM KABUPATEN WANATDS)
BUKU PEMBANTU SIMPANAN /BANK
BENDAHARL PENGELLUARAN
e ¥
Bt g Py A
o Cagad
Bt Crganans
M| ome | waun P €0k ke MR IEA N L tAN .o
|

i i
{

W ere e o
sepad

Vaowia SAIT S fanars Ppagetearae

Hicmsetdawktb 0231007
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' Buku Pembantu Kas Tunai

- PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
SKPD
" TAHUN ANGGARAN..........

BUIKLI PEMBANTU KAS FUNAL
L30T ——

No. | Tanggal | No. Bukti Uraian Penerimaan

| Disetujui oden.
Pengguna Anggaran/
| Wansa Pengguna

. PEMERINTAH PROVINS| KABUPATEN/KOTA ...
5T L T——
TAHUN ANGGARAN ... .

BN PERIBANMTU BANK
Periode: on e

Disiaplan olen,
Bendabaa Penenmam/
Bendabara Pene nimann

3
a
0

Liama

No. | Tanggal | No. Bukti Uralan Penedmaan

Pengeluaran Sakdo

Dise tijun aleh,
Pengguns Anggaran/
Kagna Pengguna

fioma

L7

Hkmsetdawktb 0231007

Desiapaan oleh
Be nd g or a Pererimasn,
Bentahas Penedmasn
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89. Buku Pembantu Pajak

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BUKU PEMBANTU PAJAK

BENDAHARA PENGELUARAN
Jerce &7

Urusan Pemerintahan

Bigang Pemerintahan

Unit Deganisas

Sub Unit Organisas ]

Pengguna A ngoaran/ Kuded Pengpund Angatan
Bendanasd Pengliudian

RS T Yer | 'O NORT TR “PERVETORAR | SALDD ]
2 a2
KEPALL SKPD .. .. BENDA HARA PENGELUARAN
> 3 4
fro6d 0 U4

Hkmsetdawktb 0231007
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90. Buku pembantu per jenis pajak

Urugan Pemerintanan
Bezang Pemesintandn

Unit Organisasi

Sud Uit Organsas

Peng gund Anpgaran Kudi Peng guna AnQgaran

Bendahara Pengeiuaran

daris Pajak

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

BUKU PEMBANTU PAJAK
PER JENIS PAJAK

b g-ir &2 .

NO. TGL

NO. BUKTL

URALAN PEMOTONGAN PENYETORAN

RTgEE.
Hepaia

Hkmsetdawktb 0231007

RIS
Ben3ahasd RenQetudaan

@

-ex L




91. Buku Pembantu Panjar

4. Buku Pembantu Panjar

Urulas Pamdeintanan ¢

Ut Srganisas

Sub Ul Organdds

Pogram

_yatan '

BeAGhond AnSEE 3 €8s Pendgusd hagparan
[T TH Y PN

- 224 -

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BUKU PEMBANTU PANJAR

BENDAHARA PENGELUARAN
xace

&

w0 Ta1 SO BUKTL URALEN PENERIMAAN | PENGELUARAN SALDO
N z:
WEPALA SKPD . . BENDARARA PENGELUARAN
= =
Lot

Hikmsetdawktb 0231007
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92. Format Register SPP/SPM/SP2D

REGETER SPR/SPM/SPD
[ —

Bedahara Penedmazn/
Bendadan Penetimaan

Li]
...

Hkmsetdawktb 0231007




93. Format register penerimaan laporan pertanggungjawaban

- 226 -

pengeluaran (SPJ)

Formar Laporan Pertanggungiawaban Pengeluaran

1. Register Penerimaan Laporan Pertanggungiawaban Pengeluaran

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
REGISTER PENERIMAAN
LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

xrece 3

Unusan Pemerintahan
Bidang Pemarintahan @
Unnt Drganisasi

Sub uUnit Drganisas

NO. TGL NO. BUKTE URALAN JUM LAH 5P KETERANGAN

- - L
KEPALA SKPD .......... PPK SKPD

o=

)

Hkmsetdawktb 0231007
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94. Format register pengesahan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran (SPJ)

2. Register Pengesahan Laporan Pertanggungiawaban Pengeluaran (SPJ)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
REGISTER PENGESAHAN

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN PENGELUARAN (5P)

xace £z

Urusan Pemaerintahan
Bidang Pemerintanan
Unit Organisas!
SubuUnit Organisas:

NO TGL NO. BUKTI URALAN JUMLAR SP) KETERANGAN

et 0
KEPALA SKPD ... PPN SKPD

NE T

Hkmsetdawktb 0231007




- 228 -

95. Format register penutupan kas

!

5. Register Penurupan Kas Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
REGISTER PENUTUPAN KAS

Tangga! Penurupan Kas
Nama Penutup Kas B i A R
Tangga! Penutupan Kas yang Lalu
Jumiah Transaks! s/d bulan A B TR AN
= Jumiah Penerimaan s/d tanggal........... RO oo
- Jumieh pengeluaran s/d tanggal... ... ... Rp.....
Saido Buku Rp
Saldo Kas Rp
Terd:n aras :
i. Uang Keras :
Pecahan Rp 100000 =.......... ... ... . lembar Kp....
Pecahan Rp. 50.000=. ... ...............lembar Rp
Pecahan Rp. 20.000=.__...............lembar 4 s RN
Pecahan Rp. 10.000=.. ... ...............lembar Rp.....
Pecahan Rp. 5.000=................lembar 1 + SECEEERERV—
Pecanan Rp. 1.000=_.. ... ... ...lembar RO ousonses
Pecahan Rp SO0 ® .. coievvsvassonennsn T EMBAr Rp..
2. Uang Logam :
Pecahan Rp. 1.000=.... ... ... ... .. ...Kkeping R cvcusnvins aroseus
Pecahan Rp. =15 E keping i A
Pecahan Rp. 200 ..o sivsnmnconssnarenes REPIE 23 = SN
Pecahan Rp. FOR® . einras R Reping 7' SR,
Pecahan Rp T S i E B R ) xeping Bpiaa
Pecahan Rp. 25, i rainsisiinis e ROPLLE Rp...
Kertas berharga dan bagian
kas yvang diizinkan ordonasi;/SP2D
wesel, cek, saldo bank, matera:, dan sebagainya ... Rp..
Jumiah B :
Perbedaan Posini/Negartf L { - RPN SscaainR
4. Penjelasan perbedaan baik positif
Maupun
negaufi..............

=

Mengetahui, Mengetahui,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran
Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP NIP

Cararan:

Dalam hal register penurtupan xas digunakan dalem pemeriksaan kas,
letak tanda rangan penggana anggaran/Kuasa pengguna anggaran derada
pada sebelah kanan dan bendahara derada pada sebelah kiri.

Hkmsetdawktb 0231007
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96. Format Register SPP-UP/SPP-GU /SPP-TU/SPP-LS

PEMERNTAH PROVINSU/KABUPATEN/KOTA ...
SKPD..cuee
TAHUN ANGGARAN.. ...

REGETER SPR/SPMW/SPID
L1 ——

Bendahara Penedman/

Hkmsetdawktb 0231007
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97. Format LPJ Bendaharan pengeluaran administratif

| PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......

LAPORAN PERTANGGUNG INNABAN BENDARARA PENGELUARAN
(5P} ADRENISTRATIF|
Buler.........

TUMIAH

pPensrimazs

ity {

- Fatargan Fajak
a PPN

BPenal

gl
3 %0 23
-Lhin-ain
SUTHEN PEAENITESD
Pangaigzan |
BFj LS UPIGL T
< Faryptorsn Faak
3. PPN

g PRl
£ n L‘
dmed
~LAR-AB
Jniah Pengeianin
Saldotas

Merysu Disapuan e

Peogguna Aeggaran Dendanaca Pengeiuaran

Hkmsetdawiktb 0231007
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98. Format LPJ bendahara pengeluaran fungsional

PEMERNTAH PROVINSI/RABUPATEN/KOTA _.....
SHPOL.

Tshuri Anggaran........

LAPORAN PERTANGGURGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
{591 FUNGRIONAL)
Bulate........

JUMLAH
FRigTimiben

- PaLssgan Paak
3. PPN
£ Ppnli
| ¢ P
a.Ppn 23
- Laininie
e ah Pendrisiass
ergeaan |
58 LS URIGUITL
- beoyetoran Paatk
(Rl
o PPnli
[ty
3 FPr 13
-Ldinige
A Rangeiueran

baigo Las

Memptaju

Disiapsan giak

DAT
R

Hama
b1 .

Hikmsetdawktb 0231007
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99. Laporan Pertanggungjawaban TU

4 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Periode...........
Program EE—
Sub Kegiatan B
Tanggal SPIDTU s
 Kode Rekeni " Jemih
TOTAL
Tambahan Uang Persedioan (TU)
sisa Tambahan Uang Persedioan (TU}
Menyetujul, Disiapkan ofeh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
@
Nama Nama
1 S—— .

Hkmsetdawictb 0231007
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100. Format Laporan penutupan kas

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SKPD........
Tahun Anggaran.........

LAPORAN PENUTUPAN KAS
Bulan:..........

Kepada Yth,

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota_. ...
No.......... Tahun....mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keusngan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas

[ Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD_.._. ... . adaiah
sejumiah Rp.............dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.lSaldo awal bulan tanggal Rp.

A2 lumiah Penerimaan Rp.

A3 fumalah Pengeluaran Rp.

A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saido Akhir bulan tanggal.......terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
RP s dan saldo di bank sebesarRp.....oviee.

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

Al Saldo awal butan ranggal Rp,

A2 jJumiah Penerimaan Rp.

A3 jumalah Pengeluaran Rp.

A4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir buizan tanggal....... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rpoeeee. dan saldo di bank sebesarRpeee

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1 Satdo Kas Tunai Rp.
€.2 Saldo Bank Rp.
C.3 Saldo Total Rp.
Bendahara Pengeluaran

Hicmsetdawktb 0231007
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101. Format Berita acara pemeriksaan kas

Y. Format Berita Acara Pemertksaan Kas
1. Pengguna Anggaran;Kuasa Pengguna Anggaran

KABUPATEN WAKATOBI
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada han ini..........tanggal........... yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama LengkRD &...ooinmiiniiicani

Jabatan O R e 1 G

Sesual dengan Peraruran Menteri Dalam  Negeri/Peratruran
Daerah Nomor ........Tahun.........., Kami melakukan pemeriksaan

setempat pada :

Name Jenptan & s
Jabatan 5
Berdasarkan Kepurusan Bupat Nomor...........tanggal .

.o ditugaskan

mengurus uang, dan sesuai hasil pemeriksaan kas serta bukti yang berada

dalam pengurusan itu, kam: menemu! kenyaraan sebagal Derixur :
Jumlah yvang kami hirung dihadapan pejabart tersebur adalah -

a. Uang <ertas =Rp.
b. Uang logam = Rp.
¢. SP2D dan glat pembayaran leinnya vang belum dicairken = Rp.
d Saldo Bank = Rp.
e. Sural'barang bends berharge yang duzinkan = Rp
Jumlah =R ovuavngainzrs

Saldo uang menurur Buku Kas Umum Daerah, Register dan
lain sebagainya berjumliahn o L - T

Perbedaan positif/negarif antara saldo kas dan saldo buxu= Rp

Penjelasan perbedaan positif/ negasf .

Mengetahui :

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

{Nama Lengkap)
NIP

Hkmsetdawktb 0231007
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102. Format Laporan keadaan kas pemegang kas

LAPORAN KEADAAN KAS PEMEGANG KAS

{LKKPK }
PEMERNT AN TADEL
UNT ORCANSAS! AR BULAN
T e T I e
Berjpanas Saskas monzes #ov 0N Pavjaisan Perarimanr Lariisin
T e L= g Teer =
Serw mar B9 R
i e 2 Ted: am
e Kot
a | 2 s a2 .
ax o| 2am zara 2 s as
2z +| 238 secean a: P a:
3z 5 az
az of s 2 s =
L
Jamiak Tenaset Didtan Talsn Di Sator e Kan
Nagara as
sageimg
MENGETAMU:
Pergguradrggwar Berzanars Pegaur s
3 a3

Hkmsetdawktb 0231007
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103. Format penerimaan uang makan minum dan lembur

DAFTAR : PENERIMAAN UANG MAKAN DAN MINUM LEMBUR PADA ...
DALAM RANGKA :
SATUAN KERJA
BULAN
TG A HARLLEMBUR FADA TANGGAL MLAH ﬁ %%%w JUMLAH | PPh JUMLAH TANDA
30 (31| 1|2 3[4s[e6e]7[8]9J10]11]12] 13] 14 | JUML
HEQ i} RaMarMiF | (COL: 1Is|16 |17 [ 18]19 (20|21 |22 |23 |24 |25 (26 | 27 | 28 | 29 | 30 HARI %%M%z KOTOR | 21 BERSIH TANGAN
1 2 3 a4 5 6 7 = 5X6 9=7-8 10
1. 1.
2 2.
3 3,
4 4,
5 5,
6 6.
= 7.
Wangi-Wangi, ..........
Mengetahui : Pembuat Daftar :
Kepala OPD
NIP. wooooeeeooooo

Hkmsetdawktb 0231007




DAFTAR
DALAM RANGKA :
SATUAN KERJA
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: PENERIMAAN UANG LEMBUR PADA ....

BULAN
JUMLAH JAM KERJA LEMBUR PADA TANGGAL
| uANG JUMLAHJAM | HARGA | ;v 0y | pph | JUMLAH | TANDA
o | Nama/nip | oL | 3031 | yakans | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11]|12]|13]14 b3 i . | B | DR
15| 16 | 17 18 | 19 | 20 | 21 |22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | HARI | HARI | LEMBUR
1 | KERJA | LIBUR
1 2 3 7 5 6 7 8-(5'6)x7 | 9 | 10-89 11
L. 1. |
2 2. |
3 3.
4 Z.
5 5.
6 6.
7 7.
Wangi-Wangi, ..........
Mengetahui : Pembuat Daftar :
Kepala OPD
NIR: oo

Hkmsetdawktb 0231007
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104. Format Surat Perintah Tugas (SPT)

JIN. e G Talpe [0404)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
;ANGI-WANG]

SURAT TUGAS
Nomar  09=

Dasar
MENUGASKAN
Kepadsa
Namasa
NIP
Jabsran
2. Nama
NIP
Jabatan
Maksud
Tujuan

Lama Perjslanan

Ditctapkar di @ Wangi-Wangi
erggal

Kepala SKPD

Hkmsetdawktb 0231007
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105. SPD (lembar 1 dan 3)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BEPD .ocvsinsicrnsiosn i sestnssisssn
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
T, iarss sssinssssnsc Tl (0404)

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD|
Nomor :

Pejebat berwenang yanrg memberi perintak

2. | Nama/NIP Pegawai yvang diperintalkan

2. | & Pangkat dan golongan rusng gaii menurut
PP No. 6 Tshun 1977

b. Jabatan instansi

¢. Tingks: menurut Peraturanr Perjalanan

4. | Maksud Periglananr Dinas

5. | Alat angkutan yang dipergunakan
6. |a. Tempat Serangkat.
b. Tempat Tujuan
7 Lamarys Perjslanan Ditas
s. Tanggsi berangkst
b, Tasgesi harus kembalifuba
8. | Pengikut : Nams Pangksat’ Golongan | Jabsten
|
2.
3.

9. | Pembebanran Anggaran
a. Instansi
k. Mata Anggaran

10. | Keterangan lain-lain

Coret vang tudsek periu

Ditetapkan di ©  Wargi-Wangi
tanggal R

Kepala SKPD,

Hkmsetdawktb 0231007
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Berengia: dan
Kz

Pads Tanggei
Kemis

Berangict dan
Ke

Kemb

wovat Kedudukan »

Pads tangg

ntzinye dan sema — mats umak koA

fematen deiam wekt yag seemgaa ety

Namas Jamatan Ke SKPD

NP e

VI PERMATIAN
Penggane Anggaran Kussa Penpgome Anggean  yang
Piaqunzn dan Aaggew DPRD, PNS den Pajmw
mongme nkan langgel Sormphal

1 TEN KTUEAELT 7T

xemiahan, kel an
dan keaipeamaye.

Hkmsetdawktb 0231007
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106. Rincian Perjalanan Dinas

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lsmpiran SPT Nonwor
Tanrggsl

NO PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN

[

L

JUMLAH Rp.

Terbilsng

., taniggal, bulay, tahun.

Telsh dibsyar scjumlah Telah menerima jumlah vang schesar

Bendslara Pengeluaran Yarg Menerima

NIB.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkarn sejumlsh LER - - MR
Yengtelah dibayar semula @ Rp. .
Sisa kurang ¢ lebik (5l . - FR—

Kepala S8KPD . ..ccocvrinnne

Hikmsetdawktb 0231007
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107. Surat Keterangan Perpanjangan Tugas

SURAT KETERANGGAN PERPANJANGAN TUGAS

Yang bertandartarigan dibswsh ini :
Nama
Nip

Jabatan

Berdasarkar Surst Peritital Tugas SPTI Nomar...............

Atas nama. ........

BERBLREBIYE DERWE %o v s ocainononsvsenssmsenssmbrsbnissodontboatn noss s eorols

Adanya perpanjsrgan
pelaksana SPD.

Hkmsetdawktbh 0231007

tugas. ... .ari

. tanggsl.........
meryatakan

Dergan  ini  kami derigan

discbabkar buksr oleh  kelalsian

Pemberi Tugas,
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!
108. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
WOROR 2 o evevss scatmnspraic e

Yarg bowmndatangan dibawalh ini :

Nama i e e s s T e )
i NP 42
Jabatan e P T T P s |
Unit Organisasi R T S P B S e 9 5 4 S P
Lembaga e A e R S e [

Menyatakan dengan scsurgm.:hm &. bahws rugss Perialanan Dinas stas nama :

Nema 5 i R R T it 161
NP - — A7)
Jabaran R iR TR R R AR TR RN S s K s s o S5 T
Unir Organisasi PO |- |
Lembags T S i e R s sy O]
Dibetalkan atau tidak dapat dilsksarskan discbabkanr adanryz keperivan dinas
:5::(;!.3 '“ax.-lq sargst l“c1¢??§%f. ﬁe]..‘t‘mg ds:.ﬂ i - tidak :iapat ditunda

Schubungan dengan pemibatslan tersebut, pcl;kunsm‘ pcrjalal.sr dinas tidak
dapar digantikan oleh pejakat/ PNS ; Pegawsi Tidak Tetsp.

Demikian surat perryswan ini dibust dergan sebenmarmya dst apabila
dikemudiar  han  temyala  surst permyataan ini tidak  benarsaya
bertarggurgawsb penub dan bersedis diproses sesuai dengan kewenruan hokum

| vang berlaku,
R J1 2
Yang Membuar Pernyatasn

13
Peruniuk Pergisian Format Surat Permyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
Jabatan:
i}) [iisinama pejsbat pererbir Surat Tugas
12|  Diisi NIP pejabar penerbit Surat Tugas
12 _,usuabara-' pererbit Surar Tugss
{4 Diisi nema Unit Kerja penerbit Surar Tugas
{53y  Diisi nams SKPD pcrcrbst Surat Tugu
(6] Diisi nama Pelaksans SPD (7iDiisi NIP Peisksana SPD
18 Diisi jebaran Pelaksarna SPD
(% Diisi nema Unit Kerja ?c!aksar.a SPD
1101 Diisi nama SKPD Pelaksana SPD
{111 Diisi alasan pembatalen pelsksarnasn perjslanan dirss
121 Diisi tempat, tanggsal.bulsn dsn whun ditandatangani surat pemysisan
3} Diisi tandstangar dan nams jelas pejabat peverbit Surat Tugss.

Hkmsletdawk‘tb 0231007 ’
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109. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertandstangan dibawah ini:

Nama e
NIP el
Jabstan (31
Unir Organisasi 1 e S s S YRS LT RS P s rE s arEm At
Lembaga R e e oy L. |

Menyatakan dengar sesunggubnys, baliwa tuges Perjslanan Dinas berdasarkan
{ Surst Tugas Nomaoar — (=32 | APl e

dan SPT
INOIIOT. ...vvenee s crrmsamenreee s DLARERAL L Ll i BEES NEMA

Nama A ’ SPRR | |

NP A7)

Jabsaran N el | i s f

i Unit Orgarisasi 2 e T R R e R e )

| Lembags b el

Dibatalkar sesusi dergan surat Pernyatasn Pembavalan Tugas Perjalanan Dinas

Nomor........... .tanggsl... ... ........ Berkensan dengan pembstalan
tersebut, biaya wansport berupe. .. ..cooeeeocidil..dan biaya

penginapas yang telal terlanjur dibayerkar stas bebar DPA- SKPD ndsk dapat

dikembaliksn /refund {sebagian/seluruhnysl sebeser
RP.coiicniiesivsemineemsoissnnnd 128 ciiiciiaciee ... Behinggs dibebankan pads DPA-SKPD
UYL | CESIURESTISPSIERISIS | |1 |- | KNSRI, - | ¥ ., 1 SRS =il L3

Demikian surat pernystssn ini dibust dengarn sebenamya dan  apabila
dikemudisn heri termysts surst pernyatsan ini tdsk bensr.dsn menimbulkan
kerugian Negara.saya bertarggungiawsb penuh darn bersedis menyetarkan
kerugian daerah twersebut ke Kas daerah.

Yang Membuat Pernysraan

TIPS RURTNERNE TR NPT RN . .. |
Perurjuk Pengisiar Format Surat Pernystaan Pembastalan Tugss Perjalanan Dinas
Jabatan @

{1] Diisi nams PAJKPA SKPD/Unit Kerja SKPD ysng dibebari biays perialaran
dinssrys
12] Diisi NIP PA/KPA SKP3/Unit Kerja SKPD yang dibebani biays perialanan
d Y8
13} Diisi j-abstan PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibcbani biaya
perjislarsn dirasrya
141 Diisi nama Urit Xerja SKPD yang dibebani bisys perjalanan dinastysa
|51 Diisi nama SKPD vang dibebarni biaya perjslanan dirasrya
{61 Diisi nama Pelsksana SPPD
{71 Diisi NIP Pelaksars SPPD
{8 [iisi jsbatar Pelaksana SPPD
|31 Diisic ams Unit Kerja SXPC yang dibebsri bisya perjalanarn dinasnys
1101 Diisi nama SXPD vang dibebani biays perjslanan dinasnys
{111 Diisi ransport yargd igunakan
{12y Diisi dengar jumlial rupial bisya trensport dsr ponginapan vang tdsk
dapat dikeribelikan/refurd sebagian/ selunubinys

{13} Diisi nomoar DPA-SKPD, tanggsl dan nama SKPD yang dibebanri biavs
perislaran dinasnya

{14 Oiisi der:gan tempat dar tanggsl merandatangani surat pernystsan

|15y Diisi tandstangsn dan nama jelas PA/KPA pads SHPD/Unit Kerjs SKPD
yeng dibebani bisys perjalarer dinasnys

Hkmsetdawktbh 0231007
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110. Daftar pengeluaran riil

DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertandatangan dibawah ini:

Namas
NiP
Jabatan

Berdasarksn Surat Perintah Tugas SPT) Nomior . Tanggal

ceeeeeen. dengan ini kami menyvatakan dengsan sesungguhinya babwe ¢

Biays penginapan: dar/atau bisya transponasi dibawsh ini yang tidak dapat
diperolel: bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No. URAIAN JUMLAH

2

H

JUMLAH

Jumlah vang tersebut pads angks | diatss, benar-benar dikeluarkar untuk
pelaksarsasr perjalanan dinas dimaksud dar apabils dikernudiar hari
terdzpat kelebilen stas pembeyaran. kami bersedia untuk menyetarkan

kelebikan tersebur ke Kss Daerah
Demikisr pernystaan ini kami buat dergen sebenamys. untuk dipergunaken

schagaimans mestinys.

ranrggal bulan, tahun

Mengetalui) Menyetujui ¢
Perggura Anggaran;
Kussa Pengguns Anggaran

Pelaksanra SPD

Hkmsetdawktb 0231007
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111. Daftar rincian perjalanan dinas peserta (kolektif)

DAFTAR RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS PESERTA

KEGIATAN. . .
TANGGAL -8/D
Biaya Rapid
: i et <3 I Biaya B.aya Taks: Tesz/ JUMLAH ,
Mo AL Songyiy Tracaporcas Penginapan Perjalanan Rp. KET;
F] 3 4 S5 [] §m3-2-5-6-7 g
TOTAL

Mergerahuis Me:

Hikmsetdawktb 0231007
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112. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan
berkenaan

1) Format surat usulan pergeseran

KOP SURAT
SKFD
Kepada

Nomuor Foaisa Bupat Wakatob!
Sifat : Penting Cq. Sekretaris Daerah
Lampiran : 1 (satu) berkas selaka Ketua TAPD
Perihal : Usulan pergeseran anggaran d: -

antar obyek belanja dalam Wang-Wang

jenis belanja yang sama
pada sub kegiatan berkenaan
dalam APBD T.A. ......

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupat!
Wakarob: Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD Kabupaten Wakaiobi Tahun Anggaran
20., dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran
anggaran antar obyek Dbelanja dalam jenis Delanja
berkenaan pada sub kegiatan yang sama dalam APBD
Tahun Anggaran 20.. dengan alasan dan pertimbangan
sebagal berikut:

3. Dst.

Berdasarkan hal rtersebur diatas, xami mohon
pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan
pergeseran anggaran dengan rincian sebagaimana teriampir
dibanas oleh TAPD, uaruk selanjumnye dituangzan dalam
SK Perserujuan Sekretaris Daerah sebaga: dasar penerbitan
rancangan peribahan DPA-SKPD.

Demikian untuk dimakiumi dan atas pertimbangan
Bapak diucapkan terima kasib

Wangi-Wang:, .......

Kepala SKPD,

Nama
NIP.
Tembusan °
1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kab. Wakatobi;
2. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi

Hkmsetdawktb 0231007
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2) Format daftar rincian usulan pergeseran

DAFTAR RNCLAN
FERGESERAN ANGSARAN ANTAR DSIEK BELANIA DALAW JENIS BELANIA YANG SAVA PADASUB KESATAN BERKENALN

INCATOR SEBELLW SESUDAH
LGt <agatet
ke 373"
=3z
2 oma0x 8253730
RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN BELANIA
5edeum Perubanan Seteiah Parutianan
xo3z reazning Uraan g3 erga taetay
waume satuzn Jamian | walume s3tuan Jumian |Daraurangl
S3tu3n S3tuan

dargelatE

@523 §€3C

Hkmsetdawktb 0231007
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3) Berita acara persetujuan TAPD

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD

| Nomor : ....cceeinee veeeanseses/ TAPD [ 20xx
Pada hari ini .......... tanggal ....... Tahun ..., berdasarkan usulan dari
Kepala SKPD ..., menvangku: Surat Nomor :

Substansi Usulan :

a. Pergeseran antar objek dalam jenis yvang sama pada sub kKegiatan
berkenaan;

b. Pergeseran amar rincian objek dalam objek vang sama dalam satu
jenis pada sub kegiatan berkenaan:

c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objex dan dalam
objek vang sama dalam satu jenis pada Kegiazan berkenaan:

. Pergeseran aras uraian dari sub rincian objek.
e. Pergeseran anggaran yang menyebabxan perubahan APBD.

ipilih salah satu yang berkenaan)
Sub Kegatan L ceeeieeeoes, telah dilakukan penelitian
dan analisis ternadap usulan pergeseran yang diajukan oleh Kepala SKPD

zersebur di atas.

Berdasarkan pembahasan vang dilakukan, maka disitmpulkan sebagal

berikur :

1. Usulan pergeseran anggaran ................ (Pilih salah satuj.
DAPAT DISETUJUL.

2. Usulan pergeseran anggaran ................. {Pilth salah satuj.

TIDAK DAPAT DISETUJUI
3. Hai-hal penting lainnya .....

Demilcan berita acara ini dibuat untuk diperganakan sebagaimana
mestinya.

Wangi-Wang:, 20xx

PERSONALIA TAPD,
Nama Lengkap {rande tangan}
{Kepalu Bappeda;

2. Nama Lengkap izanda tangani
{Kepaia BPIAD:

3. Nama Lengkap izanda tangan)
‘Kubug Pembangundarn

F ol

Nama Lengkap iranda tangan}
(Kubtd Anggarar,

5. Nama Lengxap franda tangan)
Kubid Perencanaan Makro;

Hicmsetdawiktb 0231007
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4) Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang persetujuan
pergeseran

KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 20..
TENTANG
FERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK
BELANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA PADA SUB KEGIATAN
BERKENAAN DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20..

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran
dan penggunaan anggaran Delanja secara tepat guna
pada SKPD ..., periu dilakukan pergeseran
anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun
Anggaran 20..;

h.  hahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
pada huraf a twelah dibahas oleh TAPD, dan
dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretarns
Daerah sesuai ketentuan pada Bab VI huruf D
lampiran Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 77
tentang Pedoman Texknis Pengelolaan Keuangan
Daerah,;

c bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huraf a dan b perlu menerapxan
Kepurusan Sekretaris Daerah rtentang Persetujuan
Ternadap Pergeseran Anggaran Antar Obyex Belania
Dalam Jenis Belanja Yang Sama pada sub Kegiatan
berkenaan dalam APBD Tahun Anggaran 20. ..

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan
MEMUTUSKAN
Menetapxan :
KESATU . Menyetwui hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran

anggaran antar oovek Delanja dalam jenis Delanja yvang
sama pada sub kegiatan berkenaan dalam APBD Tahun
Anggaran 20xx, sebagaimana lercanium dalam Lampiran
sebagai hagan vang tidak terpisahixan dar Keputusan ini
KEDUA . persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesata
Kepurtusan ini menjad: dasar dalam :
a. Penerbitan rancangan DPPA-SKPD sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan: dan
b Pelakssnaan pembavaran setelah pengesahan DPPA-
SKFD.
KETIGA © Kepurusan ini mula: beriaku sejax ranggal dizerapkan dan
nanva berlaku untuk Tahun Anggaran 20xX.

Ditetapxan di - Wangi-Wangl
Pada Tangga!l RPN

SEKRETARIS DAERAH

NAMA TANPA GELAR
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113. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dalam satu
jenis pada sub kegiatan berkenaan

1) Format surat usulan pergeseran

KOP SURAT
SKPD
Kepada
Nomor s Bupart Wakatob:
Siat : Penting Cq. PPKD
Lampiran : I (satu} berkas d -
Perihal : Usulan pergeseran anggaran Wang-Wang:

antar rincian obyek belanja
dalam obyek belanja yang sama
dalam satu jenis belanja

pada sub kegiatan berkenaan
dalam APBD T.A. 20..

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupatl
Wakarob: Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD Kabupater Wakatobi Tahun Anggaran
20., dengan ini kam! mengajukan usulan pergeseran
anggaran antar rincian obyek belarza dalam objex belanja
vang sama pada satu jenis belanja pada sub Kegiatan yang
berkenaan dalam APBD Tahun Anggeran 20... dengan
alzsan dan pertimbangan sebagal benkut

SR
3. Dasz.

Berdasarkan hal tersebur diatas, kami mohon
pertimbangan Bapak untus  dapar  kiranya usuan
pergeseran anggaran dengan rincian sebagaimana terlampir
dibahas oleh TAPD, unruk selanjuinyva dituangkan dalam
SK Persetujuan PPKD sebagal dasar penerbizan rancangan
perubahan DPA-SKPD.

Demikian untuk dimakiumi dan aras pertimbangan
Bapax diucapkan terima kasih.

Wangi-Wangl. svize 2DID
Kepala SKPD,

Nama
NIP.
Tembusan :
1. Yith. Kepala Badan Perencanaan, Penelilian dan Pengembangan
Daeran Kab. Wakato:,
2. Kepala BPKAD Kab. Wakatodl.
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2) Format daftar rincian usulan pergeseran

DAFTAR RINCIAN
FAGESEAAN ANTAR RNCIAN DRIEX SELANIA DALAN DRIEX BELANIA YANG SAMA DAlaW SATUJENTSBELANIA PADA SUB KEGIATAN BERKENAAN
Urasan Pgmeratangn

#1ng Semerimman
Jet Drgamaa

55 Jnt Organ s
Eogram
< atan

INDICATOR SERELLWV SESUDAK

D3l o4Rg T2
L S &

=35

£0.9M35s 535373

ANCIAN PERGESERAN ANGGARAN BELANIA

Sebsiam Perudahan Seteah Perunanan
¥ode rénenin Urai a3 Harga rTamoan)
renen ian F3
§ 1 vaume | satan ¥ lman | vaume | smtuaan Jamizn | (baraurang)
$3tuzn Satuan

L& Sl &

@3 50
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' 3) Berita acara persetujuan TAPD

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
ROMNNOL & sisissiissisisvonnsasain /TAPD/20xx

Pada pari ini ....... ... tanggal ... Tahun ..., berdasarkan usulan dari

Kepala SKPD ...., menvangkut Surat Nomor -

Substansi Usulan :

a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan
berkenaan;

b. Pargeseran antar rincian objek dalam objek vang sama pada sub
kegiatan berkenaan;

c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama

pada sub kegiatan berkenaan;
d. P&geseran atas uraian dari sub rincian objek.
e Pergeseran anggaran vang menyebabkan perubahan APBD.

(}xb'h salah satu yang berkenaan)

Suby BBmAan & ..o s s smapsanorsrs telah dilakukan penelitian
dan analisic terhadap usulan pergeseran yang d:a_yukan oleh Kepala SKFPD

tersequt diatas.

Berdasarkan pembahasan vang dilakukan maka disimpulkan sebaga:
bericut -
1. Usulan pergeseran anggaran
DAPAT DISETUJUL
2. Usulan pergeseran anggaran .............c..... {Pilih salah satu).
TIDAK DAPAT DISETUWJUIL
3. Hal-hal penting lainnya .....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagammana
mestaya.

Wangi-Wangi, ...... 20xx
PERSONALIA TAFD,
1. Nama Lengkap {tanda tangan)

(Kepala Bappeda |

2. Nama Lengkap (tanda tangan)
{Kepala BPKAD)

3. Nama Lengkap {tanda tangan)
(Kabag Fembangunan}

4. Nama Lengkap {(tanda tangan)
{Kabyd Anggaranj

5. Nama Lengkap {tanda tangan)
{Kaky Rerencanaan Maloo|
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4) Surat Keputusan PPKD tentang persetujuan pergeseran

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 20XX
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR
| DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX

----------

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertb admmistrasi anggaran
dan pengpunaan anggaran belax_lja secara epat guna

pada SKPD ..., perlu dilakukan pergeseran
anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun
Anggaran 20_;

b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
pada huruf a telah dibahas oleh TAFPD, dan
dilaksanakan berdasarkan persemyjuan PPKD sesua:
ketentuan pada Bab VI huruf D lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan
Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran
Antar ... dalam APBD Tahun Anggaran 20....

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor .._.....;

2. Peraturan Perundangan yang lain yang relevan;
MEMUTUSKAN

Menetapkan -

KESATU : Menvetujui hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran
anggaran antar rincian obyek dalam obyek yang sama
pada sub kegiatan berkenaan dalam APBD Tahun
Anggaran 203, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan i

KEDUA - Persemjuan sebagammana dimaksud dalam diktum Kesata
Keputusan ini menjadi dasar dalam :

a. Penerbitan rancangan DPPA-SKPD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. Pelaksanaan pembayaran setslah pengesahan DPPA-
SKPD

KETIGA - Keputusan ini mulai berlaku sejak tangpal ditetapkan dan
hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Ditetapkan di - Wangr-Wang:
Pada Tanggal S

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH (PPKD)

NAMA TANPA GELAR
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114. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama
pada sub kegiatan berkenaan

1) Format surat usulan pergeseran

KOP SURAT
SKPD
Kepada
Nomor Hizos Bupat Wakatob:
Siat : Pentng Cq. PPKD
Lampiran :1 (sam) berkas di -

Perinal : Usulan pergeseran anggaran Wangi-Wangi
antar sub rincian obyek
dalam rincian obyek yang sama
pada sub kegiatan berkenaan
dalam APBD T.A. 20..

Dengan memperhatkan ketentuan Peraturan Bupati
Wakatobi Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD Kabupaten Wakatob: Tahun Anggaran
20.., dengan i1 kami mengajukan usulan pergeseran
anggaran antar sub rincian obyek dalam rincian objek yang
sama pada sub kegiatan berkenaan dalam APBD Tahun
Angparan 20.., dengan alasan dan pertimbangan sebaga:
berikut

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon
pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan
pergeseran anggaran dengan rincian sebagaimana terlampir
dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam
SK Persetujuan PPKD sebagai dasar penerbitan rancangan
perubahan DPA-SKPD.

Demikian uatuk dimaklumi dan atas perhmbangan
Bapak diucapkan terimakasi.

Wangi-Wangi, ........... 2019
Kepala SKFD,

Nama
NIP.
Tembusan :
1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Penelitan dan Pengembangan
Daerah Kab. Wakatobi;
2. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi
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2) Format daftar rincian usulan pergeseran

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :

Unit Organisasi

DAFTAR RINCIAN

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Sub Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
INDIKATOR SEBELUM SESUDAH
Lokasi Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran
RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA
ol vexeni o Sebelum Per::ahan Setelah Pen:lbahan fetammbaiy
rekening raian rga arga
Jumlah | vol Jumlah | (berkuran,
volume | satuan ke umla ume | satuan P um { gl
Wangi-Wangi, ...

Kepala SKPD......
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3) Berita acara persetujuan TAPD

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
WOIMOY |5 e o /TAPD/20xx

Padathari ini ........... tanggal ... Tahun ....., berdasarkan usulan dar:

Kepala SKPD ..., menvanghut Surat Nomor : ........

Substans: Usulan :

a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan
berkenaan;

b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub
kegiatan berkenaan:

c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rmncian objek yvang sama
pada sub kegiatan berkenaan;

d. Pergeseran awas uraian dari sub rincian objek.

e. Pergeseran anggaran yYang menyebabkan perubahan APBD.

(pilih salah satu yang berkenaan;

Sub e T oocosnaseaiaans ey , telah dilalmulzan penelitian
dan analieis erhadap usulan pergeseran yang diajukan oleh Kepala SKPD
tersebut di ams.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka disimpulkan sebaga
beritut :

1. Usulan pergeseran anggaran ................ (Pilih salah satu).
DAPAT DISETUJUL
2. Usulan pergeseran anggaran .................. {Pilih salah satu).

TIDAK DAPAT DISETUJUL
3. Hal-hal penting lainnya ...

Demikian berita acara ini dbuat untuk dipergunakan sebagamana
meshinya.

Wang:-Wang:. ... 20xx

PERSONALIA TAPD,

1. Nama Lengkap {tanda tangan)
(Kepala Bappedal)

2. Nama Lengkap {tanda tangan|

{Kepala BPKAD)}

3. Nama Lengkap {tanda tangan|
{Kabag Fembangunan|

4. Nama Lengkap {tanda tangan)
{Kabx Anggaran)

5. Nama Lengkap {tanda tangan|
(Kabil Rerencanaan Malkro}
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4) Surat Keputusan PPKD tentang persetujuan pergeseran
KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 20XX
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR
DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX

----------

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertb administrasi anggaran
dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna

pada SKPD ... , perlu  diakukan pergeseran
anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun
Anggaran 20..;

b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
pada turuf a telah dibahas oleh TAPD, dan
dilaksanakan berdasarkan persemjuan PPKD sesuai
ketentuan pada Bab VI huruf D lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan
Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
tentang Persetyjuan Terhadap Pergeseran Anggaran
ATRAY oo dalam APED Tahun Anggaran 20....

Mengmgat 1. Undang-Undang Nomor ... :

2. Peraturan Perundangan yang lain yang relevan;
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menvetujui hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran
anggaran antar rincian obyek dalam obyek yang sama
pada sub kegiatan berkenaan dalam APBD Tahun
Angparan 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
sebagai bagian vang tidak terpisahkan dari Keputusan mi;

KEDUA - Persetujuan sebagammana dimaksud dalam diktum Kesam
Keputusan ini menjadi dasar dalam :

a. Penerbitan rancangan DPPA-SKPD sesuair ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. Pelaksanaan pembayaran setelah pengesahan DPPA-
SKFPD

KETIGA - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20

Ditetapkan di - Wangi-Wangi
Pada Tanggal b i cess

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH (PPKD)

NAMA TANPA GELAR

NAMA TANPA GELAR
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115, Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek

1) Format surat usulan pergeseran

KOP SURAT
SKPD
Kepada

Nomor §a Bupati Wakatob!
Sifar : Penting Cq. Sekretaris Daerah
Lampiran : 1 {satu) berkas selaku Keiua TAPD
Perihai : Usulan perubahan uraian di -

dari sub rincian obyek Wang-Wang

belanja APBD T.A. 20...

Dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan
Bupat Wakarobi Nomor ..... Tahun 20.. entang Pedoman
Pelaksanaan APBD Kabupaten Wakatobi Tanun Anggaran
20.., dengan ini kami mengajuxan usulan pergeseran
anggaran antar sub rncian obyvex belania dalam nncian
objex belanja vang sama pada objek Delanja vang sama
saru jenis belanja pada sub kegatan yang berkenaan
dalam APBD Tahun Anggaran 20.., dengan alasan dan
perzimbangan sebagal berikut:

P -
3. Dst.

Berdasarkan hal tmersebut diatas, kam: mohon
pertmbangan Bapak untuk dapa: kiranya usulan
pergeseran anggaran dengan rinclan  sebagaimana
teriampir dibahas  olen TAPD, untux  selanjuinya
dirnangzan dalem SK Persetujuan PPKD sebagai dasar
penerbitan rancangan perubahan DPA-SKFD.

Demiian untuk dimakium: dan atas perumbangan
Bapak diucapkan terima Kasin.

Wangi-Wangi, ............ 20,
Kepala SKPD,

Nama
NIP.
Tembusan :
1. Yin. Kepala Badan Perencanean, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kab. WakartoDdi;
2. Kepala BPKAD Kab Wakartobt.
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2) Format daftar rincian usulan pergeseran

Urusan Pemerintahan :
B:dangpemerimahan g

Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

DAFTAR RINCIAN

INDIKATOR

SEBELUM

SESUDAH

Lokasi Kegiatan
Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan R
Kode rekening Uraian Harga Harga "
Jum tuan Jumlah | (berkuran,
volume | satuan i lah | volume | sal it ( g)
Wangi-Wangi, ..
Kepala SKPD......
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3) Berita acara persetujuan TAPD

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
[ TS T O B oy /TAPD/20xx

Pada hari ini ............ tanggal ... Tahun ... , berdasarkan usulan dar:
Kepala SKPD ...., menyangkut Surat Nomor : ........
Substansi Usulan :

a Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan
berkenaan;

b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek vang sama pada sub
kegiatan berkenaan;

c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rmcian objek yang sama
pada sub kegiatan berkenaan;

d. Pergeseran atas uraian dari sub rmncian objek.

e. Pergeseran anggaran Yang menyebabkan perubahan APBD.

(pilih salah satu yang berkenaan)
SO Kestalin & oo v s sy telah dilakukan penelitian

dan analisis terhadap usulan pergeseran yang diajukan oleh Kepala SKPD
tersebut di ams.

Berdasarkan pembahasan vang dilakukan maka disimpulkan sebagas
berilcut :
1. Usulan pergeseran anggaran ................ (Piih salah sata).
DAPAT DISETUJUL
2. |Usulan pergeseran anggaran .................. (Pilh salah sam}.
TIDAK DAPAT DISETUJUL
3. Hal-hal penting lainnya ...

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagamana
meshnya.

Wangi-Wangt, ... 203x
PERSONALIA TAFPD,
1. Nama Lengkap {tanda tangan)
(Kepala Bappeda |
2. Nama Lengkap {tanda tangan)
{Kepala BPKAD)

3. Nama Lengkap {tanda tangan|
{Kabag Fembangunan) :

4. Nama Lengkap (tanda tangan)
{Ka bl Anggaran)
5. Nama Lengkap {tanda tangan)

{Kabyl Rerencanaan Makro)
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4) Surat PPKD tentang persetujuan pergeseran

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

PERSBETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR

KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 20XX
TENTANG

..........

DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

KETIGA

[

KABUPATEN WAKATOBI

a. bahwa dalam rangka tertb administrasm anggaran
dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna

pada SKPD ..., perlu diakukan pergeseran
anggaran vang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun
Anggaran 20.;

b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
pada huruf a telah dibahas olh TAPD, dan
dilaksanakan berdasarkan persemujuan PPKD sesuai
ketentuan pada Bab VI huruf D lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

¢c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan
Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran
Antar ... dalam APBD Tahun Anggaran 20....

Undang-Undang Nomor ..........;
2. Peraturan Perundangan vang lain yang relevan;

MEMUTUSKAN

Menvetujui hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran

anggaran antar rincian obyek dalam obyek yang sama

pada sub kegiatan berkenaan dalam APBED Tahun

Angparan 20xx, sebagaimana tercanmum dalam Lampiran

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan mni;

Persetujuan sebagammana dimaksud dalam diktum Kesam

Keputusan ini menjadi dasar dalam :

a Penerbitan rancangan DPPA-SKPD sesua: ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. Pelaksanaan pembayaran setelah pengesahan DPPA-
SKFPD

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20

Ditetapkan di - Wang+Wangi
Pada Tanggal PR

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH (PPKD)

NAMA TANPA GELAR
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116. Pergeseran yang menyebabkan perubahan APBD dengan
pemberitahuan ke DPRD

1) Format surat usulan pergeseran

KOP SURAT
SKPD
Kepada

Nomar s Bupati Wakatobi
Sifat : Penting u.p. Sexretaris Daerah
Lampiran : 1! (satuj berkas selaku Ketua TAPD
Perihal : Usulan pergeseran anggaran d. -

Yang menyebabkan Wang-Wang:

Perubahan APBD T.A. 20..

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupart
Wakazoht Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD Kasbupaten Wakatobt Tahun Anggaran
20..., dengan ini kam! mengajukan usuan pergeseran
anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD Tahun

nggaran 20.., dengan alasan dan pertimbangan sebagal

berikut:

f. e, (bile periu dibuar rincian yang lebih detil dalam
benrtuk narasi araw martriks/dafrari:

2. ... ibila peria dibuar rincian yang lebih detil dalam
hentuk narasi atau marriks/dafrary;

3. Dst

Menuru:  hasii evaluast kami, untuk  dapat
melaksanakan kebiiakan/program tersebur temyata tidak
tersedia anggarannya dalam APBD T.A. 20. sementara
pelaksanaannva akan dilaxnkan  sebelum  penetapan
perubahan APBD T.A. 20... Sehubungan dengan hal Tersebur
maka menura: pendapar kam! periu dilakukan pergeseran
anggaran antar ... yang menyebabxan Perudahan APBD
dengan rincian perubanan sebagaimana Ter.ampir.

Berdasarkan hal ersebur diatas, kami mohon
sertimbangan Bapak untuk dapat Kranya usulan pergeseran
dimaksud dibahas dan diseruju: oleh TAPD.

Demikian untuk dimekiumui dan aias pertimbdangan
Bapak diucapkan terima Xasin

Wang-wang, ............ 20..
Kepala SKPD,

Nama
NIP.
Tembusan :
1. Yrn. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengemboangan Daerah
Kab Wakatoo:,
2. Kepala BPKAD Kab. Wakatob.
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2) Format daftar rincian usulan pergeseran
DAFTAR RINCIAN

Urusan/Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :

Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

INDIKATOR

SEBELUM

SESUDAH

Lokasi Kegiatan
Keluaran
Hasil

Kelompok Sasaran

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kode rekeni Uraian H H; oo
sl volume | satuan arga Jumiah | volume | satuan ArEY Jumlah | (berkurang)
Satuan Satuan
Wangi-Wang, ...
Kepala SKPD......
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4) Surat pemberitahuan atas perubahan peraturan bupati tentang
penjabaran APBD kepada pimpinan DPRD

KOP SURAT
BUPATI
Kepada
Nomor T awasn Pimpinan DPRD
Sifac : Penting Kabuparten Wakatob!
Lampiran :1isatu) berkas di -
Perihal : Pemberitahuan tentang Wang:-Wang:

pergeseran anggaran
yang menyebabkan perubahan
APBD T.A. 20xx

Dengan memperhatikan Kerentuan  Peraturan
Bupat: Wakatobi Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran, dengan ini kami
melakukan pergeseran anggaran yang menyebadkan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx dengan
melakukan  Perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan
sebagal berikur:

Demikian disampaikan untux dimakiumi dan atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wangi-Wangi, ........ v Bl

Buparti Wakatob:,

BUPATI WAKATOBI,

HALMNA
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